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BAB I 

PENDAHULUAN 

Jika kita membicarakan hukum yang berlaku sekarang di 
Indonesia, maka permasalahan pokok yang selalu timbul yaitu 
hukum-hukum apa saja yang sebenarnya berlaku di negara kita 
ini atau dengan perkataan lain, apakah di Indonesia ini sudah 
ada kesaluan hukum? Sudahkah kita memperlakukan satu hu¬ 
kum yang sama untuk segala bidang kehidupan? 

Masalah kesatuan hukum ini sudah sejak lama dipersoalkan baik 
oleh para cerdik pandai maupun oleh kalangan masyarakat Iuas. 
Kebutuhan akar. adanya kesatuan hukum ini dirasakan semakin 
mendesak berhubung dengan Wawasan Nusantara serta imple- 
mentasinya dibidang politik. sosbud. ekonomi dan hukum. 
Scbagaimana telah dimaklumi Pembukaan UUD 1945 mengan- 
dung 4 (empat) pokok pikiran dan salah satu di antaranya ber- 
bunyi sebagai berikut: ’’Negara melindungi segcnap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar 
atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia”. 

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara 
persatuan, negara yang melindungi dan mcliputi segenap bangsa 
seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mc- 
ngatasi segala paham perorangan. 

Negara, menurut pengertian ’’pembukaan” itu menghendaki 
persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya Inilah 
suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan (Penjelasan UUD 
1945 bagian umum). 

Konkretisasi dari pokok pikiran yang terkandung di dalam 
Pembukaan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Batang 
Tubuhnya, antara lain di dalam Bab I tentang Bentuk dan 
Kedaulatan, dan di dalam Bab XV tentang Bendera dan Bahasa. 
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Sesuai dengan bidang tugasnya MPR menggariskan didalam 
Ketetapan-ketetapannya dan tcrakhir di dalam TAP MPR No. 
II/MPR/1993. BAB II huruf C butir 6, di dalam Bab III huruf C 
butir 5 asas dan sasaran bidang hukum, sedangkan uraian 
mengenai aspck hukum dijabarkan di dalam huruf F mengcnai 
Kebijaksanaan Pcmbangunan Lima Tahun Keenarn (Bab IV). 

Untuk jclasnya di bawah ini olch Penulis dikutip uraian yang 
tclah digariskan di" dalam TAP MPR yang dimaksud mengenai 
asas hukum clan sasaran bidang hukum. 

Asas hukum: bahwa dalam penyelenggaraan pcmbangunan 
nasional setiap warga negara dan penyelcnggara negara harus taat 
pada hukum yang bcrintikan keadilan dan kebenaran, serta negara 
diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum". 

"Sasaran Bidang Hukum: 

Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, 
bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan 
memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang 
mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlin- 
dungan hukum yang bcrintikan keadilan dan kebenaran, serta 
mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, 
yang didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang 
memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.” 

Berdasar pemikiran ini, pendidikan hukum perlu diarahkan ke- 
pada persepsi Wawasan Nusantara, karena Wawasan Nusantara 
adalah: ’’Wawasan untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasio¬ 
nal, yang memandang Rakyat, Bangsa. Negara dan Ruang Hidup 
Nusantara, darat, laut dan udara dengan segala isi serta kekaya- 
annya, baik potensial maupun efektif sebagai kesatuan yang 
utuh menyeluruh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. 


Di dalam hubungan dengan bidang pendidikan hukum, 
khusus pendidikan hukum positif, implementasi Wawasan Nu¬ 
santara dapat dimanifestasikan ke dalam sistem nilai sebagai 
berikut: 

1 Di bidarig Hukum Tata Negara, sistem nilainya yang rele- 
van adalah kemantapan wilayah; 

2. Dibidang Hukum Administrasi Negara, sistem nilainya 
yang relevan adalah ketangguhan pengelolaan wilayah, mi- 
salnya perairan dalam ("inland waters’ ); 

3. Di dalam Hukum Pribadi, sistem nilainya adalah kepribadi- 
an yang mantap dalam peningkatan kebersamaan, misal- 
nya persatuan Indonesia atau kesatuan bangsa 

4. Hukum Benda, sistem nilainya adalah pemilikan bersama, 
misalnya hak ulayat ("sustainable yield”); 

5. Hukum Perikatan, sistem nilainya adalah kemantapan ang- 
kutan, misalnya pengangkutan di wilayah perairan dalam 
("inland waters”); 

6. Hukum Keluarga dan Hukum Waris, sistem nilainya adalah 
Bhinneka Tunggal Ika, 

7. Hukum Pidana, sistem nilainya adalah peningkatan kesa- 
daran hukum. 

Sebagaimana telah kita pelajari, ditinjau dari segi sistima- 
tika dasamya, pembidangan hukum itu meliputi hukum Tantra 
atau hukum Negara, hukum Administrasi Negara atau Adminis¬ 
trasi Tantra, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. 

Dan jika kita meninjau kriteria yang digunakan oleh Paul Schol- 
ten, hukum Negara, hukum Administrasi Negara dan hukum 
Pidana termasuk hukum publik karena ditinjau dari pribadi 
yang melakukan hubungan hukum, tujuan hukum, kepenting- 
an-kepentingan yang diatur dan kaedah hukum yang terumus- 
kan, misalnya jika kita ambil contoh Undang-Undang Dasar 
1945 pasal 2 dan 3. 

Disitu antara lain digariskan bahwa pribadi hukum yang mem- 
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buat dan melakukan hubungan hukum adalah MPR sebagai 
pelaksana kedaulatan rakyat. tujuannya untuk membuat suatu 
hukum dasar sebagai wadah untuk melaksanakan cita-cita ra - 
yat sehingga kepentingan-kepentingan spiritual dan material 
rakyat sebagai bangsa yang merdeka dapat terpenuhi. 

Jadi dalam uraian di atas jelas bahwa liukum negara itu 
lermasuk hukum publik karena pribadi yang melakukan hu¬ 
bungan hukum adalah lembaga negara (tertinggi) dan tujuan hu¬ 
bungan hukum serta kepentingan yang diatur juga jelas yaitu 
seluruh rakyat dan rumusan-rumusannya itu juga diganskan 
konsisten dengan cita-cita dan tujuan tersebut. umpamanya 
jika bangsa Indonesia bercita-cita mendirikan negara hukum 
berasaskan Pancasila. pasti harus ada pasal-pasal di dalam ba- 
tang tubuhnya yang menjabarkan cita cita tersebut (lihat pa 
sal 1, ayat (2), pasal 2 ayat(l), (2) dan (3) pasal 5 ayat (1), pa- 
sal 20 ayat (1), pasal 23 ayat (1), pasal 27 ayat (1) dan (2), pa¬ 
sal 28, pasal 29 ayat (1) dan (2), pasal 31 ayat (1), pasal 33 ayat 
(1), (2) dan (3) dan pasal 34 UUD 1945). 

Bertitik tolak dari keterangan di atas, sebaliknya aspek- 
aspek yang bersangkut-paut dengan pribadi kodrati, hubungan- 
hubungannya, tujuan hubungan tersebut dan kepentingan-ke¬ 
pentingan yang diatur dapatlah kita masukkan ke dalam bidang 
hukum Perdata. 

Berbeda dengan hukum negara, maka dibidang hukum Perdata 
permasalahannya jauh lebih rumit, mengapa? 

Karena berbeda dengan hukum publik (HTN, HAN dan Hukum 
Pidana) dan beberapa bidang hukum Perdata seperti hukum ke- 
kayaan (hukum benda dan hukum perjanjian termasuk hukum 
dagang) yang bersifat "netral". maka usaha-usaha untuk menya- 
tukan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan tidak dapat 
dilakukan secara serentak tetapi harus bertahap, setapak-demi 
setapak, karena bidang-bidang hukum ini bersifat sensitif 
(peka). 

Dikatakan sensitif, mengingat syarat-syaratnya yang harus di 
perhatikan juga tidak sederhana, misalnya harus diteliti terlebih 


dah»l» homogenitas kebangsaannya baik dilihat dari sudut per- 
ekonomian, kebudayaan, material dan spiritual (dengan tekanan 
p.ida unsur spirituainya. keagamaan) dan kccerdasan umum 
rakyatnya. 

Jadi peraturan-peraturan hukum yang langsung menyentuh rasa 
kcadilan. sangat prinsipil untuk bidang-bidang kehidupan itu. 
Jika kita kaji lebih khusus lagi perlu kita pertanyakan pula apa- 
kah benar balivva dibidang hukum keluarga walaupun hukum 
perkawinan yang baru sudah berlaku dengan ditindangkannya 
UU perkawinan pada tahun 1974. sudah ada unifikasi?. 

Memang Undang-undang No. I tahun 1974 sebagai hukum 
nasiona! dibidang perkawinan bertujuan untuk menyatukan hu¬ 
kum keluarga. tetapi kenyataan-kenyataan sosial, budaya dan 
agama yang sudah sejak zaman sebelum datangnya kaum pen- 
jajah ke Indonesia sudah merupakan bagian dari kehidupan 
bangsa Indonesia, tidak dapat disatukan hanya dalam waktu 
beberapa tahun saja dengan cara tergesa-gesa. 

Bahwa penyavuan hukum keluarga itu masih merupakan masa- 
!ah. terbukti dengan dan kata kata yang terumuskan di dalam 
pasal 66 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang bunyinya se¬ 
bagai berikut: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang ber 
hubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang 
mi, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang un- 
dang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Ordonansi Perka¬ 
winan Indonesia Kristen (Humelijks Ordonantie Christen Indo- 
nesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran 
(Regeling op de gemengde Huwelijken-S. 1898 No. 158) dan 
peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan 
sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak 
berlaku.” 

Secara a contrario dapat disimpulkan bahwa Undang undang 
Perkawinan tahun 1974 tidak menghapuskan sifatnya yang dua- 
listis bahkar, pluralisms dibidang hukum kekeluargaan. 

Sebagai catatan, penting sekali kita perhatikan pendapat- 
pendapat dari para sarjana-sarjana hukum terkenal yang dengan 
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nada berbeda-beda menyatakan keberatannya terhadap unifi- 
kasi hukum kekeluargaan. khususnya hukum perkawinan, mi 
salnya Prof. Kollewijn menyatakan bahwa hukum perkawinan 
selamanya adalah ’’groepsrecht” (hukum antar golongan). 
Hukum ini tidak dapat dilihat terlepas dari golongan untuk si- 
apa hukum itu berlaku (DR. Gouw Giok Siong: "Pembaharuan 
Hukum di Indonesia” halaman 49-1956). 

Kemudian Prof. Hazairin menyatakan bahwa Undang-undang 
perkawinan sebagai hukum nasional dibidang perkawinan me- 
rupakan unifikasi yang unik. karena temyata isinya tidak ter¬ 
lepas dari pengaruh-pengaruh hukum adat dan hukum agama 
yang dianut oleh para pihak yang berkepentingan (tinjauan 
mengenai Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 - 
Tinta Mas - 1975). 

Di samping masalah unfikasi hukum, ada masalah kodifikasi'- 
yang di dalam rangka pembinaan hukum Perdata nasional, 
kedua-duanya memegang peranan yang amat penting. 

Sebagaimana sudah kita maklumi demi tercapainya kepastian 
hukum, hukum-hukum yang sejenis di himpun secara sistimatis 
dalam sebuah Kitab. Dan sistem yang baik harus mencerminkan 
di dalamnya suatu hubungan timbal-balik yang serasi, baik an- 
tara bagian-bagiannya secara individual maupun hubungannya 
secara keseluruhan. berdasarkan kekuatan pemikiran. Inilah 
arti dan tujuan kodifikasi. Adalah suatu fakta bahwa UUD 1945 
tidak memuat ketentuan pokok sebagai dasar untuk mengada- 
kan kodifikasi dan unifikasi hukum. namun hal itu tidak berarti 
bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak memperhatikan 
kepentingan akan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum. Kete- 
tapan-ketetapan MPR No. IV/1978 yang kemudian menjadi 
TAP MPR No. 11/1983. tentang Garis garis Besar Haluan Negara, 
telah rnenggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pemba- 
ngunan dan pembinaan hukum, usaha-usaha untuk mengadakan 
kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang tertentu perlu dilan- 
jutkan. 

Di dalam TAP MPR No. II/MPR/1983 bidang hukum antara la¬ 


in dinyatakan sebagai berikut: ”. . . . Dalam pembangunan dan 
pembinaan hukum ini akan diianjutkan usaha-usaha untuk: 

1). meningkatkan dan menyempumakan pembinaan hukum 
nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan anta¬ 
ra lain mengadakan kodifikasi hukum dibidang-bidang ter¬ 
tentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang ber- 
kembang dalam masyarakat.dan seterusnya”. 

Apakah langkah-langkah nyata yang sudah diambil oleh Peme¬ 
rintah untuk melanjutkan usaha-usaha kodifikasi dan unifikasi 
hukum?. 

Di samping kodifikasi bidang hukum perdata (Barat), hu¬ 
kum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara pidana 
yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yang berdasarkan 
Aturan Peralilian UUD 1945 masih dimungkinkan untuk diper- 
gunakan sebagai sumber-sumber hukum tertulis, sejak tahun 
1960 Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil menyelesai- 
kan kodifikasi hukum agraria (UU. 5 tahun 1960), hukum acara 
pidana (UU No. 8 tahun 1981) dan unifikasi hukum keluarga 
(UU No. 1 tahun 1974). 

Masih erat kaitannya dengan pasal II Aturan Peralihan 
UUD 1945, timbul pertanyaan pokok berhubung dengan poli- 
tik hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda se- 
belum Perang Dunia ke II, khususnya yang menyangkut per- 
lakuan hukum yang berbeda-beda terhadap berbagai-bagai go¬ 
longan penduduk di Indonesia: Apakah pasal. 131 I.S. dan pa¬ 
sal 163 I.S. masih berlaku?. 

Meskipun Indonesia sudah menjadi negara merdeka selama le- 
bih dari seperempat abad, peng-klasifikasian menurut pasal 131 
IS terns berlaku. Hal ini teijadi karena Aturan Peralihan dari 
UUD 1945 rnenggariskan secara khusus bahwa semua ketentuan 
yang berlaku pada saat kemerdekaan tetap berlaku seperti sedia- 
kala kecuali jika atau sudah diganti menurut cara yang ditentu- 
kan oleh UUD 1945 yakni dengan Undang-undang. 

Ada sebuah Instruksi Kabinet yang dikeluarkan pada tahun 
1966 yang ditujukan kepada Kantor Catatan Sipil, untuk per- 
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tama kali membuka pendaftaran bagj semua penduduk negeri 
tanpa memandang asalnya, dan menginstruksikan supaya meng- 
akhiri pencatatan kelompok-kelompok penduduk berdasarkan 
keaneka-ragaman (Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/ 
12/1966). 

Tetapi jelas bahwa instruksi tersebut tidak meniadakan berla- 
kunya keaneka-ragaman itu sendiri, dan bahwa kelonipok pen¬ 
duduk yang berbeda-beda itu tetap merupakan subyek dari se- 
bagian besar ketentuan-ketentuan yang terpisah. sebagaimana 
sebelumnya. 

Ada pula suatu tafsiran terhadap konstitusi dimuat di dalam 
Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 1945. 

Di dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa peraturan-per- 
aturan sebelum kemerdekaan tetap berlaku hanya sepanjang hal 
itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan peraturan 
ini, orang selalu mempersoalkan bahwa pasal 163 dan pasal 131 
IS tidak berlaku lagi. Namun demikian kedua peraturan terse¬ 
but dalam praktek tetap dijalankan (Sudargo Gautama & Ro¬ 
bert N. Homick: 1974). 

Untuk melengkapi wawasan kita mengenai hukum yang 
berlaku sekarang dan pada niasa mendatang. perlu kita mene- 
ngok kembali kesituasi pada zaman Hindia Belanda tersebut. 

Sebenamya sampai akhir pemerintahan ’’Hindia Belanda” terda- 
pat keaneka-ragaman hukum yang besar sekali, sedang dalam 
beberapa hal teijadi unifikasi hukum. 

Mengenai golongan rakyat Eropa, hukum yang berlaku 
bagj orang Eropa semenjak mulai berlakunya ketentuan pasal 
131 IS (dalam pasal 75 RR bam) pada tanggal 1 Januari 1920, 
untuk sebagian besar telah dikodifikasikan. 

Sepatah Kata tentang jalan sejarah kodifikasi itu. 

Asas konkordansi yang tertera dalam pasal 131 IS untuk 
orang Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Be¬ 
landa menduduki Indonesia. 

Ketika di negeri Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838 ter- 


bentuk pemndang-undangan bam, maka dalam tahun 1839 
di negeri Belanda oleh Raja diangkat sebuah panitia yang 
diketuai oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem untuk menye- 
suaikan kodifikasi Belanda itu sehingga cocok buat ’’Hin¬ 
dia Belanda”. Panitia itu merencanakan: 

a. ’’Reglement op de Rechterlijke Organisatie” (= Peraturan 
tentang Organisasi Peradilan); 

b. ’’Algemene bepalingen voor de Wetgeving” ^Ketentuan- 
ketentuan umum mengenai pemndang-undangan); 

c. ’’Burgerlijk Wetboek” (= Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata); 

d. ’’Wetboek van Koophandel” (= Kitab Undang-undang Hu¬ 
kum Dagang); 

e. dan beberapa ketentuan mengenai kejaiiatan-kejahatan yang 
dilakukan lantaran ’’faillissement” dan dalam keadaan nya- 
ta tidak mampu (”staat van kennelijk onvermogen”), se- 
perti juga pada "surseance” pembayaran. 

Setelah Panitia tersebut dibubarkan, di ’’Hindia Belanda” 
Mr. H.L. Wichers, Presiden ’’Hooggerechtshof’, mendapat pe- 
rintah untuk membantu Gubemur Jenderal dalam hal memper- 
Iakukan Kitab-kitab hukum yang bam itu dan dalam hal meren¬ 
canakan pasal-pasal yang masih belum ada. 

Berhubung dengan perintah itu direncanakan oleh Mr. Wichers 
dan dikuatkan oleh Gubemur Jenderal: 

a ’’Reglement op de Strafvordering” bagi ”raad van Justitie” 
di Jawa dan ’’Hooggerechtshof’ Hindia Belanda” 

b. ’’Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering” untuk 
pengadilan-pengadilan tersebut; 

c. "Reglement op de uitoefening van de Politic, de Burgerlij¬ 
ke Rechtspleging en de Strafvordering” bagi yang disebut 
pengadilan-pengadilan Bumiputera (’’Inlands Regle¬ 
ment”); 
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d. Ketentuan-ketentuan istimewa untuk menjamin supaya 
perundang-undangan yang baru dengan teratur berlakunya 
di daerah-daerah luar Jawa dan Madura. 

e. Ketentuan-ketentuan tentang beberapa soal hukum pida- 
na, yang perlu segera diatur; 

f. Ketentuan-ketentuan tentang mulai berlakunya dan per 
alihan kepada perundang-undang 2 n baru. 

Semua peraturan tersebut di atas berdasarkan pengumum- 
an Gubemur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 Staatsblad No. 
57 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. 

Kemudian atas ketentuan ketetapan Raja tanggal 10 Feb- 
ruari 1866 (Staatsblad No. 55) diperlakukan sebuah Kitab hu¬ 
kum pidana bagi oiang Eropa yang merupakan saduran dan 
Code penal yang pada waktu itu berlaku di negeri Belanda, se- 
dang dalam tahun 1872 Kitab hukum Pidana itu ditambah de¬ 
ngan ’’Algemeen Politiestrafreglcment” bagi orang Eropa 

Dengan Staatblad 1872 No. 85 diperlakukan sebuah Kitab 
hukum pidana bagi orang- bukan- Eropa yang hampir sama 
sekali sama bunyinya dengan Kitab hukum pidana Eropa ta¬ 
hun 1866. 

Juga bagi orang-bukan-Eropa berdasarkan Staatblad 1872 No. 
1 1 1 diperlakukan sebuah "Politiestrafreglement” yang hampir 
sama bunyinya dengan ’’Politiestrafreglement” Eropa itu. Baru 
pada tanggal 1 Januuri 1918 di "Hindia Belanda” mulai berlaku 
’’Wetboek van Strafrecht” yang seragam bagi semua golongan 
rakyat (Staatblad 1915 No. 732). yang merupakan suatu sadur¬ 
an dari ’’Wetboek van Strafrecht” Belanda tahun 1886. 

Pada saat berlakunya Kitab hukum pidana tahun 1918, ki- 
tab-kitab hukum pidana dan ’’Politiestrafreglement” - ’Poli- 
tiestrafreglement” tahun 1866 dan tahun 1872 dihapuskan. 

Dengan itu kodifikasi hukum bagi orang Eropa di ’Hindia Be¬ 
landa" sudah tcrlaksana. 

Baik juga di sini dicatat. bahwa ’’Reglement op de Rechterlijke 


organisatie" semula akan berlaku untuk seluruh ’’Hindia Be- 
ianda” akan tetapi ketika temyata bahwa itu tidak mungkin 
maka pada tanggal 1 Mei 1848 dinyatakan hanya berlaku untuk 
Jawa dan Madura sedangkan keadaan yang waktu itu terdapat 
di daerah-daerah luar Jawa dan Madura tetap dilangsungkan. 

Kemudian urusan hukum di daerah-daerah luar Jawa dan 
Madura untuk tiap-tiap karesidenan diatur tersendiri. Sesudah 
itu peraturan-peraturan tersendiri itu diubah menjadi sebuah 
peraturan Umum, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927 
(yang disebut "Rechtsreglement Buitengewsten”) (Prof DR 
Supomo ’’Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia ke 
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BAB II 

HUKUM TATA NEGARA 


Tidak dapat disangsikan lagi bahwa Negara sebagai organi- 
sasi menghendaki suatu keija sama yang serasi di antara warga- 
negaranya di samping adanya pembagian kerja di antara mereka 
demi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya pembagi¬ 
an tugas tersebut maka setiap anggota organisasi mempunyai 
tugas-tugas tertentu yang hams dipenuhinya dengan sebaik- 
baiknya dalam hubungan keseluruhan dan hubungan keija-sama 
seperti itu dinamakan fungsi atau jabatan (”ambt”). 

Keijasama untuk mencapai suatu tujuan bersama tersebut 
pertama-tama hams jelas tujuannya. Ini merupakan syarat uta- 
ma. Syarat berikutnya atau yang kedua diperlukan pengawasan 
dan pimpinan. Jadi negara sebagai suatu organisasi memerlu- 
kan suatu pimpinan tertinggi dan pimpinan yang dimaksud di- 
percayakan untuk dijalankan oleh pemegang-pemegang fungsi 
tertinggi. 

Bagi suatu negara pimpinan tertinggi tersebut dinamakan Pe- 
merintah. Tugas Pemerintah dalam hubungan ini yaitu berusaha 
bahwa organisasi yang dinamakan Negara itu dengan segala 
bagian-bagiannya atau perlengkapan-perlengkapannya menetap- 
kan tujuannya tersebut dengan cara yang tepat pula. Fungsi 
pengawasan dan pimpinan untuk kelancaran jalannya organisasi 
dapat dilimpahkan kepada pemegang-pemegang fungsi yang 
lebih rendah. 

Dengan demikian maka perkataan fungsi dapat diartikan 
suatu tugas tertentu dalam hubungan organisasi dan dapat juga 
diartikan suatu bentuk kerja-sama seperti misalnya fungsi pim¬ 
pinan, fungsi pelaksanaan, fungsi pemndang-undangan dan fung¬ 
si peradilan. 

Dengan demikian karena Negara itu adalah suatu organisasi yang 
mengatur keseluruhan hubungan antara manusia-manusianya 
satu sama lain di dalam masyarakat dan menegakkan aturan 
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itu dengan kewibawaannya, maka negara adalah suatu organisasi 
kekuasaan/kewibawaan. Jadi sifat hakekat dari negara itu adalah 
suatu organisasi kekuasaan/kewibawaan dan kelompok-kelom- 
pok manusia yang ada di bawah perintahnya dan ada di bawah 
kekuasaan/kewibawaannya itu merupakan suatu rnasyarakat 
yang tunduk kepada kekuasaan/kewibawaannya itu. 

Di samping itu Negara mempergunakan kewibawaan itu 
untuk menjamin dan mcngelola kepentingan-kepentingan ma- 
teriil dan spirituil para anggota masyarakatnya berdampingan 
dengan usaha-usaha anggota-anggota rnasyarakat itu sendiri 
di dalam kelompok-kelompoknya masing-masing secara bebas 
mengusahakan pemenuhan kepentingannya. 

Tugas-tugas pcmberian jaminan dan pengelolaan dari Negara ter- 
sebut di samping tugas-tugasnya untuk mengatur berkembang 
terus daiam sejarah. 

Kehidupan bersama ini di mana Negara melimpahkan tugas- 
tugasnya dan kekuasaannya, di dalam dunia modem menipakan 
suatu kelompok manusia yang hidup di dalam dan menghuni 
suatu wilayah. Mereka inilah yang disebut warga-negara. 

Tetapi juga orang-orang asing yang ada di wilayah Negara, untuk 
beberapa saat lamanya termasuk ke dalam rnasyarakat itu. se- 
hingga karena itu pelayanan dan kekuasaan Negara berlaku juga 
bagi mereka. Sebaliknya pelayanan dan kekuasaan Negara tetap 
berlangsung terhadap warganya yang selama beberapa waktu 
ada di Iuar wilayahnya 

Pertanyaan berikutnya yaitu kekuasaan organisasi Negara itu 
berpijak pada landasan apa? 

Tata-tertib apakah yang dapat kita lihat, yaitu tata-tertib yang 
bermaksud mewujudkan perikehidupan organisasi Negara itu?. 
Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mem- 
beri pengaruh kepada susunan organisasi Negara. 
Jawaban-jawabannya menentukan type (corak) Negara. 
Type-type Negara yang dikenal misalnya: Negara Republik, 
negara Kerajaan (yang kekuasaannya tanpa batas, atau yang ke¬ 


kuasaannya dibatasi), negara Kerajaan Konstitusionai, negara 
Kerajaan Parlementer. negara Demokrasi Parlementer. 

Bagaimana negara-negara tersebut sebagai organisasi menjalan- 
kan kekuasaannya, tergantung pada sistem pemerintahan yang 
berlaku di negara itu masing-masing. 

Jika sistem pemerintahannya berlandaskan hukum, maka ke¬ 
kuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh Negara hams ber- 
sumber dan berlandaskan hukum, dan jika sistem pemerintahan¬ 
nya berlandaskan kekuasaan (negara polisi), maka kekuasaan 
atau wewenang yang dimiliki hanya berdasarkan kekuasaan 
semata-mata yang tanpa batas. 

Sistem pemerintahan Negara yang berdasarkan hukum, 
di Negara-negara Barat dapat dikelompokkan ke dalam negara 
hukum dengan prinsip pasif dan negara hukum dengan prinsip 
aktif. 

Negara hukum yang berprinsip pasif pertama-tama ditandai de¬ 
ngan unsur-unsur: 

1. adanya jaminan terhadap hak asasi; 

2. adanya pemisahan kekuasaan; 

3. adanya pemerintahan berdasarkan Undang-undang 

4. adanya peradilan administrasi, atau 
yang keduanya ditandai dengan unsur-unsur: 

a) , hukum sebagai kekuasaan tertinggi (’’supremacy of law”). 

b) . kesamaan dihadapan hukum (’’equality before the law”). 

c) . konstitusi yang berdasarkan hak-hak individual 

Negara-negara hukum di Eropa Kontinental pada umumnya 
menganut prinsip dengan unsur-unsur seperti tersebut pada ba- 
gian pertama, sedangkan negara-negara hukum anglo saxon pada 
umumnya menganut prinsip pasif dengan unsur-unsur seperti 
pada bagian kedua. 

Negara-negara hukum dengan prinsip aktif pada umumnya 
dianut oleh negara-negara berkembang, dengan unsur-unsur 
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yang menandainya bervariasi antara unsur-unsur negara hukum 
yang berlaku di Negara-negara Eropa Kontinental dan anglo 
saxon dan disesuaikan dengan kondisi serta situasi setempat. 

Negara Republik Indonesia misalnya, sebagai Negara yang meng- 
anut prinsip aktif unsur-unsur yang menjadi tanda sebagai 
Negara hukum terdiri dari: 

a) . Kekuasaan Negara berdasar atas hukum dan bukan berda- 

sar atas kekuasaan belaka; 

b) . Pancasila adalah cita-cita hukum yang membentuk pokok- 

pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945; 

c) . Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum da¬ 

sar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak ter- 
batas); 

d) . Semua warga-negara bersamaan kedudukannya dalam hu¬ 

kum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan tersebut tanpa kecuali; 

e) . Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, 

artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan 
kekuasaan-kekuasaan lainnya. 

Persoalan negara hukum yang menganut prinsip pasif atau 
prinsip aktif timbul sesudah Perang Dunia ke II selesai. Pada 
saat itu negara-negara diseluruh bagian dunia sedang mengalami 
kekacauan disegala bidang kehidupan. Nilai-nilai lama yang tra- 
disional sudah dianggap usang dan tidak mampu lagi mengatasi 
krisis dibidang moral, politik. sosial. ekonomi. 

Manusia mendambakan suatu tata-nilai kehidupan yang lain 
yang dianggap mampu mengatasi kemelut yang dihadapi, situasi 
seperti itulah yang menimbulkan akibat bahwa dibidang kehi¬ 
dupan kenegaraan pun orang mulai memikirkan tatanan baru. 

Cita-cita mengenai negara hukum formal seperti sebelum pecah 
Perang Dunia ke II, di mana Negara tidak berperan sama sekali 
(pasif) terhadap kehidupan masyarakatnya mulai ditinggalkan 
dan peranan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan spiri¬ 


tual dan material masyarakat dijalankan dengan aktif. Sejak 
saat itulah laliir apa yang dinamakan Negara Sejahtera (’’social 
welfare state”), menggantikan apa yang dinamakan Negara 
penjaga-malam (’’nachtwaker staat”). 

Kembali kepada persoalan Negara sebagai organisasi ke¬ 
kuasaan, dapat dikatakan di sini bahwa Negara itu adalah pe- 
ngertian abstrak dan kekuasaan itupun adalah pengertian yang 
abstrak. 

Supaya kekuasaan Negara itu nampak dan dapat dirasakan se- 
cara konkrit, maka kekuasaan Negara itu dilakuxan oleh sese- 
orang atau sekelompok orang dengan cara-cara tertentu. Jadi 
pada hakekatnya orang atau sekelompok orang inilah yang atas 
nama Negara membuat keputusan-keputusan dan kemudian me- 
laksanakannya. 

Mengingat bahwa orang-orang atau sekelompok orang adalah 
manusia-manusia biasa yang selalu cenderung untuk menyalah- 
gunakan kekuasaannya, perlu ada usaha-usaha untuk mencegah 
teijadinya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. 

Usaha-usaha atau cara-cara untuk mencegah penyalah-gunaan 
yang dimaksud yaitu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, 
dengan perkataan lain Konstitusi dengan sendirinya memuat 
pembatasan kekuasaan dalam Negara. 

Pembatasan kekuasaan tersebut nampak dengan adanya 3 aspek 
dalam setiap Konstitusi, yaitu: 

1) bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus menja- 
min hak-hak asasi manusia atau warga-negara; 

2) . bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus memu¬ 

at struktur ketata-negaraan suatu negara yang fundamental 
sifatnya; 

3) . bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus meng- 

atur tugas serta wewenang dalam Negara yang juga bersi¬ 
fat mendasar. 

Hukum Tata Negara adalah ketentuan-ketentuan hukum 
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yang mengatur mengenai bagaimana susunan orgamsasi Negara 
itu akan di tetapkan. Ketentuan-ketentuan seperti inilah yang 
merupakan bagian paling menonjol dari Hukum Tata Negara. 

Jadi Hukum Tata Negara itu (jika kita perinci lebih lanjut) 
mempelajari: 

1. pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya/struktur- 

nya; 

2. penunjukan penjabat-penjabatnya; 

3. kewajiban, tugas yang berkaitan dengan jabatan tersebut, 

4. kekuasaan/kewibawaan, hak dan kewenangan yang ber¬ 
kaitan dengan jabatan tersebut; 

5. lingkup-wilayah dan lingkup-pribadi-pribadi yang menda- 
pat limpaiian tugas dan kewenangan jabatan; 

6. hubungan tinibal-balik kewibawaan jabatan-jabatan itu. 

7. penggantian jabatan; 

8. hubungan antara jabatan dengan pemangku jabatan. 

Mengenai hubungan antara Hukum Tata Negara dengan 
Hukum Administrasi Negara, orang cenderung untuk membe- 
dakannya. 

Hukum Tata Negara adalah hukum tentang organisasi Negara 
dan mencakup hukum administrasi negara yang merupakan ke¬ 
tentuan-ketentuan khusus, dengan lain perkataan mengatur me¬ 
ngenai bagaimana caranya organisasi Negara itu berperan-serta/ 
terlibat dalam pergaulan kemasyarakatan, di samping hukum 
perdata yang berlaku secara umum. (Logemann . Hct staat- 
srecht van Indonesie — 1954). 


BAB III 

HUKUM TATA USAHA NEGARA/HUKUM 
ADMINISTRASI NEGARA 

Bidang Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi 
Negara sebagai salah satu obyek studi Pengantar Tata Hukum 
Indonesia, pada hakekatnya merupakan hukum tentang kegiat 
an fungsi-fungsi kenegaraan yang terdiri dari kegiatan adminis¬ 
trasi Neeara dan hubungan subyek dalam administrasi negara 
(Turnadi Purbacaraka, SH. dan Prof. DR. Soeijono Soekanto, SH. 
"Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum”). 

Adapun mengenai arti hukum administrasi negara dalam hu- 
bungannya dengan hukum Tata Negara untuk kejelasannya per- 
lu diperhatikan pendapat dari beberapa ahli hukum terkenal 
yaitu antara lain Prof. DR. J.H.A. Logemann dan Prof. DR. C. 
van Vollenhoven. 

Sebagaimana telah dibicarakan di atas pada Bab II, Logemann 
melihat hubungan Hukum Administrasi Negara sebagai hukum 
khusus terhadap Hukum Tata Negara yang merupakan hukum 
Umum. 

Yang menjadi persoalan di sini yaitu, mengapa beliau berpan- 
dangan seperti itu, yakni tidak membedakan secara prinsipil 
antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara. 

Prof. Logemann termasuk sarjana hukum Belanda yang secara 
yuridis dan konsekwen telah mencari sifat hakekat hukum ad¬ 
ministrasi negara yang dengan secara lebih sistimatis menge- 
tengahkan terlebih dahulu sistem hukum pada umumnya 
Logemann membagi bahan-bahan hukum ke dalam bahan-bahan 
idiil dan bahan-bahan riil. Bersumber pada bahan idiil ini timbul 
bahan-bahan rasional dan bahan kesusilaan, dan kerangka hu¬ 
kum ini dinamakan sistem formil dari hukum (’formele stel 
selmatigheid van het recht”). Yang bersumber pada bahan riil 
menimbulkan unsur-unsur manusia, tradisi dan alam-lingkungan 
yang dinamakan sistem materiil dari hukum (’’materiele stelsel- 
matigheid van het recht”). 
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Dengan berpangkal-tolak pada sistem formil dari hukum, Loge- 
mann mengemukakan bahwa dalam tiap-tiap bidang hukum ma- 
napun selalu terdapat ”tiga tiang utama”, yaitu. 

1) . subyek hukum; 

2) . kekuasaan hukum; 

3) . hubungan-hubungan hukum 

Ad. 1 : subyek hukum dibahasnya dalam ajaran tentang ling- 
kup-laku pribadi (’’persoonsleer”). 

Ad.2 : Kekuasaan hukum dibahas dalam ajaran tentang ling- 
kup-laku wilayah (’’gebiedsleer”) terhadap orang, ruang 
dan benda. 

Ad.3 : hubungan-hubungan hukum dibahas di dalam ajaran 
tentang hubungan-hubungan hukum (’’leer der rechts, 
betrekkingen”). 

Jadi pembahasan tentang hukum pada umumnya selalu men- 
cakup didalamnya ajaran-ajaran tentang lingkup-laku pribadi, 
lingkup-laku wilayah dan tentang hubungan-hubungan hukum, 
yang kesemuanya itu oleh Logemann dimasukkan ke dalam sis¬ 
tem formil dari hukum pada umumnya. 

Sistem formil dari hukum pada umumnya ini berlaku juga bagi 
hukum tata negara dalam arti luas. Dengan demikian jika sistem 
formil dari hukum itu dihubungkan dengan Hukum Tata Negara 
dalam arti luas akan diperoleh gambaran sebagai berikut: 

1. ajaran tentang lingkup-laku pribadi, dibahas sebagai ajaran 
tentang lingkup-laku jabatan (’’ambtenleer”); 

2. ajaran tentang lingkup-laku wilayah, dibahas sebagai ajaran 
tentang lingkup-laku wilayah negara; 

3. ajaran tentang hubungan-hubungan hukum, dibahas seba¬ 
gai ajaran hukum administrasi negara. 

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari sistem formil dibidang 
hukum tata negara yaitu bahwa hukum tata negara dalam arti 


luas terdiri dari hukum tata-negara dalam arti sempit (yaitu ajar¬ 
an tentang lingkup-laku jabatan dan ajaran tentang lingkup-laku 
wilayah negara) dan hukum administrasi negara. 

Prof. DR. C. van Vollenhoven masih memakai cara berfikir me- 
nurut ajaran trias-politica dari Montesquieta, tetapi memisahkan 
badan kepolisian sebagai kekuasaan tersendiri. Dengan demikian 
kekuasaan negara menurut ajaran C. van Vollenhoven terdiri 
dari badan Pemerintah (Executive), badan kepolisian dan badan 
perundar.g-undangan (legislative). 

C. van Vollenhoven memandang bahwa hukum negara pada 
umumnya terdiri dari hukum tata negara. hukum tata-usaha ne¬ 
gara, liukurn pidana dan hukum perdata, dan khusus mengenai 
hukum tata-usaha negara.C. van Vollenhoven tidak menyatakan 
bahwa hukum tata-usaha negara merupakan bagian dari hukum 
tata negara dalam arti luas, tetapi ia memandang hukum tata- 
usaha negara/hukum administrasi negara sejajar kedudukannya 
dengan hukum tata negara. 

Hukum tata negara adalah hukum mengenai susunan dan kewe- 
nangan badan-badan negara yang meliputi empat bidang tugas. 
yaitu pemerintah, peradilan, polisi dan perundang-undangan, 
sedangkan hukum administrasi negara meliputi hukumnya dari 
keempat bidang tugas tersebut, sehingga hukum administrasi 
negara terdiri dari hukum pemerintah, hukum peradilan, hukum 
kepolisian dan hukum perundang-undangan. 
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BAB IV 


A. SISTEM PEMERINTAHAN 
REPUBLIK INDONESIA 


Suatu negara yang ideal pada abad XX ini ialah bahwa 
segala kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada hukum. 

Sejarah kenegaraanpun tclah menunjukkan bahwa pengisian 
pengertian tersebnt selalu berkembang sesuai dengan tingkat 
kecerdasan suatu bangsa. 

Dengan berpangkal-tolak pada perumusan sebagai yang digaris- 
kan oleh para pembentuk Undang-Undang Dasar kita yaitu. 
Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) 
maka diasumsikan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang 
dari pengertian negara hukum pada umumnya yang disesuaikan 
dengan keadaan di Indonesia, dengan lain perkataan rumusan 
negara hukum tersebut dipergunakan dengan ukuran pandang- 
an hidup maupun pandangan bemegara bangsa kita. 

Bahwa pola ini merupakan suatu hasil pemikiran yang disesuai 
kan dengan keadaan di Indonesia, nampak jelas jika dihubung- 
kan dengan teori-teori lainnya yang dipergunakan oleh para 
pembentuk Undang-Undang Dasar kita dalam menyusur. dan 
menggerakan organisas' negara kita, seperti misalnya: sistem 
Konstitusional, sistem Mandataris. sistem Kelembagaan Negara, 
sistem kekuasaan Kepala Negara yang tidak tak terbatas dan 
sistem Garis-Garis Besar Haluan Negara 

Kesemuanya itu tidak dituangkan dalam bentuk yang telah ter 
kristalisasi dan beku, namun dalam rumusan tertulis jadi pasti 
dan mcngikat. tetapi luwes (fleksible) dalam arti dapat dikem- 
bangkan lebih lanjut, misalnya dengan cara hukum dasar tidak 
tertulis dan lain sebagainya. 

Jaminan bahwa sifat luwes tersebut tidak akan menyim¬ 
pang dari pandangan bemegara bangsa Indonesia dijelaskan 
oleh pembentuk Undang-Undang Dasar kita dalam penjelasan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu 
bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang- 
Undang Dasar yang merupakan pancaran dari Pancasila. inem- 
bentuk cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum 
dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis dan bahwa yang 
penting ialah semangat para pemimpin pemerintahan yang ha- 
rus sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar yang ber- 
sifat kekeluargaan. 

Perkembangan teori kenegaraan pada pengertian Negara Hukum 
sering dikaitkan dengan pengertian ’’demokratis” sehingga me¬ 
rupakan sesuatu yang ideal dalam bemegara ialah pola "Negara 
Hukum yang demokratis”, rumusan mana pemah kita pakai 
dalam Konstitusi R1S dan Undang-Undang Sementara Tahun 
1950, suatu rumusan yang lazim di dunia Barat dalam suatu 
sistem parlementer. 

Inti rumusan tersebut ialah bahwa hukum yang berlaku dalam 
suatu Negara Hukum haruslah yang terumuskan secara demok¬ 
ratis yaitu yang memang dikehendaki oleh rakyat. 

Sistem bemegara bangsa Indonesia tidak menganut rumusan de- 
mikian itu karena kita juga menggunakan sistem Mandataris. 

Dalam uraian di atas telah dikatakan bahwa negara Re¬ 
publik Indonesia tidak sepenuhnya menganut negara hukum 
yang demokratis menurut rumusan yang lazim dianut di negara 
Barat dalam suatu sistem parlementer, karena di samping itu 
kita juga menggunakan sistem Mandataris. 

Sistem Mandataris kita menggariskan bahwa Presiden tunduk 
dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rak¬ 
yat, dan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu 
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, suatu badan yang meme- 
gang kekuasaan negara yang tertinggi. 

Dengan demikian Negara Republik Indonesia yang berkedaulat- 
an rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan tertingginya ber- 
sumber kepada rakyat. Dengan demikian Mandataris harus 
mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan kenegaraannya 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tidak kepada De- 


wan Perwakilan Rakyat atau langsung kepada Rakyat. misalnya 
dengan Pemilihan Umum atau permintaan mandat langsung. 

Sejarah kenegaraan telah menentukan bahwa jika kekuasa¬ 
an tertinggi semata-mata berada pada rakyat tanpa ada suatu 
pembatasan, memungkinkan timbulnya demokrasi mutlak (ab¬ 
solute demokratie), yang tidak berbeda sifatnya dengan kekua- 
saan tidak terbatas pada satu orang (diktatur), maupun pada 
sekelompok orang (diktatur proletariat). 

Oleh karena itu dapatlah dipahami rumusan mengenai hal ini 
dalam kalimat terakhir dari alinea ke empat Pembukaan Un¬ 
dang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”. . . . yang terbentuk 
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedau- 
latan rakyat dengan bcrdasar kepada K^Tuhanan Yang Maha 
Era, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan ke- 
adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Hal-hal yang dimmuskan di dalam alinea ke empat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 itu lazim kita kenal dengan Panca¬ 
sila. Selanjutnya jika kita berbicara mengenai sistem pemerin¬ 
tahan, kita tidak dapat melepaskan diri dari persyaratan teoritis 
yang lazim dikemukakan mengenai negara yang berdasar atas 
hukum. Mengenai hal ini ada bermacam-macam pendapat yang 
dapat dikemukakan, namun yang penting ialah pokok-pokok 
apakah yang sama dari berbagai pendapat yang ada tersebut. 

Apabila rumusan-rumusan yang ada kita perbandingkan, 
maka kita dapati beberapa pokok-pokok sebagai berikut: bahwa 
oda suatu pola untuk nienghormati dan melindungi hak-hak 
kemanusiaan, bahwa ada suatu mekanisme kelembagaan negara 
yang demokratis, bahwa ada suatu tertib hukum dan bahwa 
ada kekuasaan ke hakiman yang bebas. Kesemuanya ini tidak 
menyimpang dari prinsip demokrasi. yaitu bahwa pemerintahan 
adalah dari, oleh dan untuk rakyat. hal mana menyimpulkan 
prinsip kekuasaan tertinggi adalah pada rakyat. Prinsip ini men- 
jadi ukuran bagi semua tertib yang berlaku, termasuk tertib 
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hukum, sehingga dengan demikian memberikan dasar bagi prin- 
sip kedaulatan hukum, sehingga kedaulatan hukum bersumber 
pada kedaulatan rakyat. 

Contoh penerapan prinsip-prinsip umum dari ncgara yang ber- 
dasar atas hukum ini, misalnya: 

- pada teori Negara Hukum (di negara-negara Eropa Kontinen- 
tal): adanya pengakuan hak-hak asasi, adanya pemisahan ke- 
kuasaan, adanya pemerintahan yang berdasarkan Undang- 
undang dan adanya peradilan administratif. 

- pad 3 teori rule of law (di negara-negara Anglo Saxon) ada¬ 
nya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, 
adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan 
adanya prinsip bahwa hukum mengatasi cegala-galanya. 

Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip umum mi pada pola 
’’Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum’' 0 
Pelanggaran terhadap hak-hak manusia pada umumnya bersum¬ 
ber pada kekuasaan yang absolut, baik dari satu orang, sekelom- 
pok orang maupun banyak orang/semua orang, sehingga pem- 
balasan terhadap kemungkinan absolutisme, sebagai yang teru- 
mus dalam anak kalimat terakhir dari alinea ke empat Pembu- 
kaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai telah diuraikan d\ 
atas, serta ke tujuh aturan pokok dari Sistem Pemerintahan Ne¬ 
gara kita, menolak absolutisme, merupakan langkah pertama 
dalam Undang-Undang Dasar kita untuk menghindari kemung- 
kinan-kemungkinan pelanggaran hak-hak kemanusiaan. 

Bagaimanakah aturan pokok selanjutnya yang memungkinkan 
perlindungan hak-hak kemanusiaan tersebut dapat dilaksana- 
kan? 

Suatu hak manusia sebenamya baru menjadi permasalahan 
apabila seseorang berada dalam lingkungan manusia lainnya. 
Hanya secara teoritis abstrak, kita dapat membayangkan hak 
manusia yang mutlak, tanpa memerlukan perumusannya dalam 
hubungannya dengan niasyarakat. 

Di dalam kerangka pemikiran inilah maka rumusan perlindung¬ 


an hak-hak kemanusiaan di dalam Undang-Undang Dasar kita 
dijelaskan menjadi hak warga negara dan mengenai kedudukan 
penduduk. Dan sebagai yang disebutkan di dalam penjelasan 
Bab X Undang-Undang Dasar kita, rumusan hak-hak manusia 
dikaitkan dengan hasrat bangsa Indonesia untuk membangun 
negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyeleng- 
garakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. 

Di dalam aimusan lebih lanjut dalam perundang-undangan jelas 
harus mengikuti petunjuk-petunjuk ini dan dimungkinkan ada¬ 
nya pembatasan terhadap sifat mutlak yang Iazim dikaitkan 
pada masalah hak kemanusiaan ini. 

Hak-hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 
1945 dirumuskan sebagai berikut: 

- segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hu¬ 
kum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

- tiap warga negara berh?k atas pekeijaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. 

tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usa- 
ha pembelaan negara. 

- tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, sedangkan 
mengenai kedudukan penduduk, jadi termasuk pula warga 
negara, dirumuskan sebagai berikut: 

- kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dengan undang-undang 

- negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk me- 
meluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat me¬ 
nurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

- fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 
negara 

Selanjutnya aturan pokok kedua dalam sistem pemerintahan 
negara merumuskan bahwa cara memerintah negara kita, harus- 
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lah berdasarkan atas sistem konstitusionil (hukum dasar) dan 
tidak berdasarkan kekuasaan yang tidak terbatas. Ketentuan ini 
menjadi pegangan dasar pula dalam masalah kelembagaan negcra 
yang akan menjalankan pemerintahan tersebut. 

Di daiam sistem hukum dasar kita, dianut prinsip bahwa kelem¬ 
bagaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, di- 
tetapkan dengan Undang-undang. 

Di dalam Undang-Undang Dasar juga ditentukan bahwa Undang- 
undang dibuat oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 
sehingga dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang adalah ben- 
tuk yuridis yang maksimal dapat dicapai untuk mencerminkan 
suatu demokrasi. Hal ini nampak pula dalam penegasan bahwa 
tidak ada produk hukum yang disebut Undang-undang bila ti¬ 
dak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dengan demikian peranan dari aliran-aliran dalam masyarakat 
adalah besar, sebagai wadah pengorganisasian kepentingan- 
kepentingan yang ada, sesuai dengan dinamika masyarakat yang 
tidak terlepas pula dari tingkat kecerdasan bangsa 
Jadi jelaslah bahwa mekanisme kelembagaan negara secara 
Konstitusionil dijamin sifat demokratisnya dengan memberikan 
wadah Undang-undang dalam penetapannya, sedangkan hasil- 
nya tergantung pada tingkat kecerdasan rakyat dan pengalaman 
bemegara rakyat serta aliran-aliran yang mewakilinya. 

Prinsip kedua yang dianut mengenai kelembagaan negara de¬ 
ngan sistem hukum dasar kita ialah bahwa sifat, bentuk maupun 
kewenangan-kewenangannya yang pokok, telah ditetapkan da¬ 
lam Undang-Undang Dasar. Sehingga walaupun tidak berdasar¬ 
kan trias politika namun pembedaan dan penentuan kewenang- 
an-kewenangan telah dirumuskan dengan tegas dan tidak dapat 
diadakan dengan Undang-undang, ataupun produk-produk per- 
undang-undangan yang lebih rendah daripadanya. 

Penentuan hubungan fungsional yang serasi di antara lembaga- 
lembaga negara tersebut dalam gerak kegiatan kenegaraan me- 
rupakan suatu langkah berikut yang harus ditentukan oleh Rak¬ 
yat melalui wakil-wakilnya 


Lembaga-lembaga negara tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi 
lainnya menurut Undang-Undang Dasar kita ialah Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, De¬ 
wan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mah- 
kamah Agung, sedang walaupun bukan merupakan lembaga ne¬ 
gara tinggi, namun karena sifat khususnya ditentukan pula da¬ 
lam Undang-Undang Dasar, hal ikhwal Menteri (Kementerian) 
dan Pemerintahan Daerah. 

Di dalam hal ikhwal kelembagaan ini dapat kita tambahkan ma¬ 
salah lain yang di dalam Undang-Undang Dasar dimasalahkan 
sebagai aturan pokok ketujuh dari Sistem Pemerintahan Nega¬ 
ra, yaitu bahwa kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. 
Satu organisasi memiliki ketua, demikian pula negara memiliki 
Kepala Negara yang di dalam sejarah kenegaraan erat hubung- 
annya dengan masalah sumber kekuasaan tertinggi. 

Maka dalam hubungan ini kepada Kepala Negara seringkali di- 
kaitkan hak kewenangan-kewenangan khusus (Hak PrerogatiD 
hal mana nampaknya kurang demokratis. 

Dengan demikian dapatlah dipahami arti dari aturan pokok 
yang menyatakan bahwa kekuasaan Kepala Negara tidak tak ter¬ 
batas. Hal ini nampak dengan jelas realisasinya pada pasal 10, 
11, 12, 13, 14, dan 15, sesuai dengan penjelasan pasal-pasal 
tersebut, yaitu di samping harus (tetap) bertanggung jawab ke¬ 
pada Majelis Pennusyawaratan Rakyat ia harus memperhatikan 
dengan sur.gguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat, Bah- 
kan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 
apabila dasar kegiatannya berbentuk Undang-undang. Di sam¬ 
ping itu dijumpai pula kewenangan-kewenangan Kepala Negara 
yang bersumber pada Undang-undang yang bersifat administra- 
tif belaka. 

Bahwa suatu negara yang berdasar hukum mendambakan suatu 
tertib hukum, merupakan suatu yang wajar dan mutlak. Adapun 
bentuk ketertiban yang paling sederhana dan tetap harus dilak- 
sanakan ialah pencegahan tindakan-tindakan kriminil baik se¬ 
cara preventif maupun secara represif. Penyelenggaraan kegiat- 
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an ’’ketenangan dan ketertiban’', dikembangkan menjadi pelak- 
sanaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kemudian 
dilengkapi dengan penyelenggaraan keoentingan umum. 

Tahap selanjutnya ialah bahwa pelaksanaan tugas-tugas terse- 
but haruslah sesuai dengan keinginan rakyat yang disalurkan 
dalani bentuk Undang-undang, sehingga muncullah pemenntah- 
an yang berdasarkan Undang-undang semata-inata. 

Tertib hukum sedemikian walaupun tegas mencerminkan ke¬ 
inginan rakyat. namun di dalam praktek kenegaraan memm- 
bulkan kelambanan dalam gerak kenegaraan. Jadi langkah-lang- 
kah untuk kelancaran selanjutnya adalah menentukan produk- 
produk hukum lain, selain daripada Undang-undang dalam suatu 
pertingicatan kewenangan yang bersumber pada kekuasaan ter- 
tinggi pada rakyat. yang di Indonesia didasarkan pada Panca- 
sila. 

Dengan demikian kita jumpai suatu pertingkatan hukum seba- 
gaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar yang secara se- 
rempak dapat melayani pembangunan sesuai dengan gerak lra- 
manya sebagai berikut: 

Undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan persetuju- 
an Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti 
Undang-undang yang dibuat oleh Presiden dalam hal kegenting- 
an yang memaksa, peraturan pemerintah yang dibuat oleh Pre¬ 
siden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana-mesti- 
nya Keputusan Presiden dalam menjalankan kekuasaan peme- 
rintahan menurut Undang-Undang Dasar, Keputusan Menten 
daiam hal membantu Presiden memimpin Departcmen pemenn- 
tahan dan lain sebagainya. 

Kesemuanya ini membentuk suatu (pertingkatan) tata hukum 
Nasional yang mengsy3ratkan pula suatu teknik perundang- 
undangan dan proses perundang-undangan yang demokratis. 

Di samping suatu ketertiban hukum yang tercemiin dalam 
suatu pertingkatan hukum yang memadai. diperlukan pula suatu 
jaminan kcpatuhan kepada hukum tanpa kecuali, suatu prinsip 


kedaulatan hukum yang secara formil telah terumus di dalam 
Undang-Undang Dasar kita. 

Sekarang kita jumpai pada prinsip ke empat dari Negara 
yang berdasar atas hukum, yaitu adanya suatu peradilan bebas. 

emang semenjak Montesquie dengan trias politicanya, kekua¬ 
saan peradilan yang bebas menjadi idam-idaman dalam beme- 
gara yang demokratis. Bahkan sering diasumsikan jika ada suatu 
kekuasaan peradilan yang bebas, maka di situ dilaksanakan trias 
pohtica, walaupun asumsi ini tidak benar. 

Mengenai kekusasaan peradilan yang bebas ini, permasalahannya 
mehputi antara lain bagaimana pengisian jabatan kekuasaan ini 
kewenangannya, apa bidang ataupun macamnya dan bagaimana 
susunan dan pertingkatannya serta bagaimana pertanggung 

jawabannya. 

Tanpa mengenyampingkan sifat bebas dalam kekuasaannya me- 
ngadili, perlu disinggung kewenangannya untuk menguji per¬ 
aturan umum. 

Memang pada kekuasaan kehakiman yang bebas ini, sering di- 
permasalahkan kewenangannya untuk menguji apakah suatu 
peraturan perundang-undangan, isinya tidak bertentangan de¬ 
ngan Undang-Undang Dasar. 

Sistem bernegara kita menentukan bahwa hal pengujian materiil 
terhadap produk-produk perundang-undangan, Mahkamah 
Agung hanya berwenang menguji peraturan perundang-undang¬ 
an di bawah Undang-undang. Hal ini didasarkan kepada pemi- 
kiran bahwa Undang-undang sebagai konstruksi yuridis yang 
maksimal untuk mencerminkan kekuasaan tertinggi pada rak¬ 
yat, sebarknya diuji/diganti/diubah oleh pihak yang berwenang 
membuatnya. 6 

Atau sebagaimana yang pernah dilaksanakan dalam sejarah prak¬ 
tek kenegaraan kita, kewenangan tersebut dilakukan oleh Maje- 
lis Permusyawaratan Rakyat pada waktu meniixjau kembali dan 
mencabut peraturan perundang-undangan dari zaman orde lama 
yang tidak sesuai !agi dengan keadaan. 
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Di dal am kedua hal tersebut. peranan Mahkamah Agung 
dalam rangka hubimgan fungsional antara lembaga-lembaga Ne¬ 
gara Tinggi yaitu memberikan nasehat-nasehat hukum pada 
lembaga Negara Tinggi lainnya, sebaiknya ditingkatkan pelem- 
bagaannya, diberi bobot dan isi yang nyata. 
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B. NEGARA INTEGRAL1STIK 


Sebagaimana diketahui, Prof. DR. Supomo termasuk ke 
dalam salah seorang anggota BPUPKI di samping lain-lain tokoh 
pendiri kemerdekaan lainnya seperti Dr. Radjiman, Ir. Soekar- 
no, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin dan lain-lain. 

Prof. Supomo sebagai guru Besar Hukum Adat yang juga adalah 
salah seorang yang turut membuat konsepsi kenegaraan Re- 
publik Indonesia mempunyai pandangan yang integralistik me- 
ngenai negara Pandangan yang dimaksudkan dengan pandang¬ 
an intregralistik mengenai negara yaitu bahwa negara sebagai 
suatu kesatuan organisme merupakan wahana yang dapat me- 
nampung aspirasi mental-spiritual serta struktur kerohanian 
bangsa Indonesia yang pada dasarnya memiliki sifat persatuan 
dan semangat hidup gotong-royong. 

Negara yang dimaksud mengakui dan menghormati adanya 
golongan-golongan yang nyata dalam masyarakat, tetapi segala 
orang dan semua pihak akan menyadari kedudukannya sebagai 
bagian organik dari negara secara keseluruhan yang wajib me- 
negakkan persatuan dan keserasian antara semua bagian-bagian 
tersebuf. 

Dalam negara integralistik tidak akan ada pertentangan antara 
susunan negara dan susunan hukum pribadi (individu), sehingga 
tidak pcrlu ada semacam jaminan hukum yang akan melindungi 
kebebasan individu terhadap negara, karena individu tersebut 
tidak lain adalah suatu bagian organik dari negara. 

Dari uraian Supomo tentang negara intregralistik tersebut, 
nampak bahwa ia terpengaruh oleh filsafat politik/teori kene¬ 
garaan rnenumt Hegel. 

Georg Wilhelm Friedrick Hegel yang hidup antara tahun 1770— 
1831 di Jerman mempunyai pandangan bahwa negara sebagai 
totalitas organik yang besar merupakan sumber dari kultur, 
kehidupan institusional dan moral kehidupan etik serta kehi- 
dupan moral terdapat dalam suatu masyarakat yang terorgani- 
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sasi. Hegel selanjutnya mengatakan bahwa seseoiang hanya da- 
pat melaksanakan kehidupan moralnya dalam kaitan dan kesa- 
maannya dengan prinsip-prinsip moral dari masyarakat melalui 
lembaga-lembaganya. 

Mengenai kebebasan sosial, Hegel berpendapat bahwa etika se- 
bagai substansi dari kebebasan diperoleh dari kehidupan spiritu¬ 
al masyarakat tertentu. Suatu negara mencantumkan dalam hu- 
kum dan lembaganya segenap etik dan nilai-nilai yang funda¬ 
mental dari jiwa rakyat. Dalam hubungan ini maka segenap in- 
dividu sebagai anggota masyarakat harus menerima nilai-nilai 
dari kultur yang sama tersebut. 

Anggota masyarakat mempunyai kebebasan substansial, apabila 
nilai-nilai ideal dari masyarakat yang terdapat dalam hukum- 
hukumnya telah dijadikan bagian dari nilai-nilai hidupnya. 
Dengan demikian seperti juga etik adalah etik sosial, maka ke¬ 
bebasan adalah juga kebebasan sosial. 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Hegel menentang sepe- 
nuhnya paham individualisme. 

Sebagaimana diketahui rumusan individualisme politik dari 
John Locke memberikan inspirasi revolusi di Inggris, Amerika 
dan Prancis sebagai akibat dari filsafat Rasionalisme, yang me¬ 
ngatakan bahwa setiap manusia individu adalah rasional, oto- 
nom, bebas, sama di depan hukum, memiliki hak-hak asasi dan 
negara mempunyai kedudukan sub-ordinatif terhadap individu 
dan tugasnya adalah melindungi hak-hak individu. 

Karena ada rasa kekhawatiran bahwa mungkin akan tim- 
bul absolutisme politik jikalau pandangan Hegel tersebut dija¬ 
dikan salah-satu landasan dari konsep kenegaraan yang akan di- 
bangun oleh bangsa Indonesia, maka Drs. Moh. Hatta menya- 
takan bahwa negara integralistik yang dimaksud jika tidak di- 
atur dengan tepat, akan dapat menjurus kepada negara kekua- 
saan. Jadi menurut Drs. Moh. Hatta di dalam negara integralis¬ 
tik yang dimaksud hendaknya kedudukan individu dengan ma¬ 
syarakat harus seimbang. Individu tidak sub-ordinatif terhadap 
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BAB V : ASAS-ASAS HUKUM PERDATA 

HUKUM PRIBADI 


(= kacdah-kacdah hukum tcniang pribadi kodraii. hak-hak dan 
kcwajiban-kewajibannya. hubungan hukum dan scterusnya) 


Hukum Pribadi -> subyck hukum 


> Pribadi kodraii 
(manusia) 


L >Pribadi hukum - 

(pribadi cipiaan hukum) 


I—> Punya hakAewajiban sejak lahir sampai mati --> kecuali anak yang masih 

dalam kandungan. 

• berstatus otonom -> dapal bcnindak scndiri untuk mengurusi kepcntingan- 
kcpentingannya. 

•punya hak bcrsikap-tindak ("handelingsbevoegd") yang mempunyai akibat 
hukum (orang yang sudah dewasa dan akal-pikirannya sehat). 
tidak setiap pribadi dianggap mampu/cakap untuk melaksanakan hak tersebui 
> ("handelingsonbckwaan/orang yang belum dewasa dan orang yang akal-piki- 
rannya tidak sehat). 

Jada suatu kcbutuhan untuk memenuhi kepcntingan- 
l—>Alasan /[kepentingan tertentu atas’dasar kegiatan yang dilakukan 
bersama. 

ada tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa tergantung pada 
[pribadi kodrati scbagai perorangan. 


I—>punya hakAewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum. 
terlibat perisliwa hukum dan seterusny a (negara, desa, pcrseroan 
terbatas. yayasan dan sebaagainya). 

Ketcrangan : Mengenai batas usia dewasa berbeda-beda menurut hukum Perdata Barat, hukum Perdata 

- Adat dan menurut hukum Islam (lihat KUHS. Undang-Undang Perkawinan No. 1 lahun 1974, 

dan hukum Kckeluargaan Islam). 


HUKUM HARTA KHKAYAA.N. HUKUM KELUARGA, HUKUM WARIS 

(= kaedah-kaedah hukum yang mcngatur kebutuhan-kcbutuhan kebendaan 
ckonomi dan pribadi kodrati, hubungan antara subyek hukum dengan obyek 
hukum dan hubungan hukum yang timbul)._ 


Ruang - lingkup hukum 
harta kekayasn. 


Benda segala sesuatu yang jadi bagian alam kebendaan yang dapat dikuasai 
dan bemilai bagi manusia serta yang oleh hubim dianggap sebagai 
sesuatu yang utuh). 

-> Perikatan (= suatu hubungan kebendaan antara dua pihak yang bcrdasar atasnya 
satu pihakberhakaLis suatu prestasi scdangkan pihak yang lain 
wajib bcrprestasi dan berlanggung jawab atasnya). 

Hak Immatcricl (= hak-hak alas hal-hal yang tidak dapat dilihat atau diraba, 
misalnya : hak cipta). 



oo 


Hukum Benda (= hukum 
yang mengatur hak kebcn- 
daan. hak-hak yang terikat 
pada (bcnda) 


-> Hukum Barai- 


—> Hukum Adat - 


'—> Hukum Agraria- 
(UU. No 5/1961)) 


-»Benda tetap dan benda beigerak. 

-sficnda yang dapat dikuasai dan yang lidak dapai dtkuasai. 

__rf3cnda yang dapat dibagi-bagi dan yang utuh. 

I-ifienda yang ada sekarang dan yang akan ada dimasa mcndatang- 


|-^Bcnda tetap -Manah. 

-vBenda lepas ->bukan tanah 


I-->Berlaku asas hoiizontal -> 


Hak atas rumah, hak atas 
tumbuh tumbuhan. hak atas 
lemak dan hak atas bend 2 - 
benda bcrgerak lainnya. 
hak tanah terpisah dari hak 
atas rumah dan tumbuh- 
tumbuhan diatasnya. 


-> Hukum benda tetap/hukurn tanah 


- hak milik ; 

- Hak guna usaha ; 

- Hak guna bangunan ; 




Hak sewa ; 

Hak gadai ; 

Hak usaha bagi hasil 
Hak menumpang. 


Kctcrongan : Dcngan bcrlakunya Undang-Undar.g Pokok Agraria, maka : 

,) Asas hak pemilikaa mutlak (Eeigendom”) tidak berlaku lagi (lihat pcncgasan atas gugurnya asas 
SI* 6 UU. Pokok Agrana -> hak milik atas tanah mempunyat fungs, sostal). 

Dualisme hak atas tanah tidak berlaku lagi. 


b) . 

c) i 


Dualisme hak atas tan an uoaK wum. 

Buku ke II KUHS scpanjang mengenai bumi. air. serta kckayaan alam yang ter an ung 
Hidalamnva. kccuali ketenluan-kctcntuan mengenai hypolhek, dicabuL 


I— > Undang-Undang_> 


|->Undang-undang saja (Kek. orang tua - pasal-pasal 45, 46 UU No. 


Hukum Perikatan 


OJ 

o 




I— S umber-Sum ber- 


1/74) 

*->Undang-undang karena 
perbuatan orang. 

UjPersetu j u an/perj anj i an. 

-eHukum tidak tertulis (adat-kcbiasaan, agama/kepercayaan) (pasal 1339 BW.) 



•Perbuatan yang dipertolehkan. 
Perbuatan yang berlawanan dengan 
hukum (Pasal 1365 BW) 


'—>Ruang-lingkup-> 

hukum perikatan 


pHukurr. perjanjian. 

|->Hukum pcnyelewengan perdata 


Hukum Barat 


Hukum Adat - 


Pasal 1365 KUHS tentang 
perbuatan melanggar hukum Yo. 
Yurisprudcnsi MA Belanda tahun 
1919. 


Perbuatan yang dilakukan diluar 
garis tertib kosmis yang bersangku- 
lan harus mengembalikan kepada 
kcselarasan semula dcngan linda- 
kan-tindakan koreksi adat. 

L !*Hukum Perikatan lain-iain -> Pasal 1354 KUHS "Zaakwaarneming 

Perjanjian bersangkutan dengan hubungan perutangan —> Pihak yang berhak menuntut prestasi = pihak berpiutang 
(kreditur x pihak yang wajib berprestasi = pihak yang berhutang (debitur). 

""Menycrahkan benda. fry. Tidak mclakukan/mengingkari salah satu 

> :Mclakukan suatu perbuatan. jjj> syarat tersebut atau ketiga-tiganya disebut 

—>Tidak melakukan suatu perbuatan.—wan-prestasi. 

Perjanjian-perjanjian khusus menurut KUHS : 

1). Perjanjian jual-beli ; 4). Pc^^ perjekutuan ; 7 >- Perjanjian penanggungan hutang : 

2 . Perjanjian sewa-menyewa ; 5) . p CTjanjian pe n> . unjhan . 8). Perjanjian kerja ; 

3). Perjanjian pembenan/hibah ; 6) p CT janjian pinjam mcminjam ; 9 )- Perjanjian perdamaian. 

Catalan ; Pctjanjian khusus juga terdapat diluar KUHS. antara lain didalam KUI1D 



ASPEK-ASPEK HUKUM PER1KATAN NASIONAL 


-u 

o 


|—Isdlah PerikkUn (Verbinienis) 


_Aru Hukum Nasional 


Hukum yang berlaku untuk masa Jcpan yang Iam3 karena dianggap lelah 
mcincnuhi aspirasi nasional. sebagaunana icrkandung dalam Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945. 


ASAS-ASAS- 


Suaiu hubungan amara doa pihak, yang /Pcngert.an pcnkaun adalah abslmk : sua.u ha 

isinya adalah hak dan ke wajiban : sua.u / y»ng udak dap. d.bhal .cup. hanya dap. 

hak un.uk menunlul sesua.u dan d.sebelah<. dibayangkan dalam pikiran k.U, 

lam sua.u kew.j.ban un.uk memenuh. \ n - kiun adllah kongkril . Ju , tu pnsliwa 

lumulan lersebul. yang bcmpa sua.u rangkaian janji-janji. 

Hubungan anur. pnkaun dan prjanjian. bahw. pnkaun i.u dilalurkan dan sua.u prjanjian -> pcrjanjian adalah somber uum. 
dan pnkaun. Secara lepalny. bahw. pnkaun itu dilalurkan dan : Pcrjanjian. undang-undang dan hukum lak lertulis. 
h Hukum Pcnkaun yang modem : Hukum yang h.rus memprh.ukan kcmjuan 7aman dan disadari bahwa Negara dan Bangsa bidoncs,. 
I sudah mcmasuki gelanggang iniemasicnaJ. sch.ngga mengena. berbagai masalah kua prlu 

mengindahkan ukuran-ukuran yang dipakai oleh negara dan bangsa-bangsa lain. 

U Asa, Konscnsualisme : Bahw. un.uk mclah.rkan prjanjian adalah cukup dengan dicapainya tepakat Ijng .naigenai hal-hal y»ng 
pokok dan prjanjian .ersebu. -> ure.painy. kepsuan hukum (pasal 1320 B.W. jo pasal 1338 (1) B.W.,. 

-Sisuro Terbuka (hukum rnduk) : Semua prjanjian mcngikal sebagai undang-undang bagi mercka yang mcmbualnya. 


Syarmtiya^i sahnya 
Peryinjiar. • 


L 


Mengcnai subyeknya (yang mcmbual prjanjian) : 

a. Orang yang membua. prjanjian haras cakap/mamp mclakukan prbuaun hukum Urscbul. 

b. Ada sepka. yang menjadi dasar pijanj.an. yang harus dicapai .us das.r kebebasan mencn.ukan 
kchendaknya. 

2. Mengcnai obyeknya (apa yang dijanjikan) 

a. Ap yang dijanjikan oleh masing-masing haras cukup jelas 

b. ap yang dijanjikan oleh masing-masing haras sesua.u yang halal. 
l.iV„t Baik : Inkad baik diwaklu membua. sua.u prjanjian be ram kejujuran 

Ad^.um " bezit geld, als volkomen tiiel" yang .enlapa. dalam pasal 1977 (1) B.W. pada hakekamya bcrlujuan mclindungi seomng 
pembeli barang bergerak yang jujur/benukad baik. 

Sun.ber lumber hukum lain : - Pcrbualan melanggar hukum (pasal 1365 B.W.) 

- Pengurasan kepn.ingan orang lam tanpa kuasa ("zaakwaamcming pasal layi u.w.j. 


( Hak alas merck 


Hukum hak immaieriel (= 
hak mu.lak yang 

menyangkul hak-hak aus 
ben da yang udak dapa. 
dilihal auu diraba) 


► 


Hak ptcriThak 
apea 

— Hak cklroi 


'— Hak pemjarang 


= landa pngcnal Ckcnickcn") untuk membenkan ciri Icrlcntu lerhadap barang-berang 
hasil sua.u prusahaan Icitc.ilu. schingga . 

dapa. djaduk.ui pembedaan dengan barang-barang sejenis yang dihasilkan 
prusahaan lain ; 

- di.ujukan pada jenis barang icrlcntu. bukan pada jenis nama. 

= Hak yang mclekal p la benda icrlcntu yang dihasilkan oleh pribadi kodrali/pribadi 
hukum —> dalam prkembangannya : hak cipu (UU. No. 6/1982 yo 
UU. No. 7/1987). 

= Hak yang mclekal pada produksi bam. can. kerja bam (lermasuk prbaikan hasi' 
produksi/cara kerja) 

= Hak yang melcka. pda dir. pengarang yang menghasilkan karya di bidang kesusas.raan, 
ilmu pngc.ahuan auu kesenian. 


Cau.an ; 

- Undang-Undang No. 6 Th. 1989 lenung Paten. 

le rt en.u^m ela Wan akari ^ d,bCnl<3n PCnC "’ U ““ h3 ' 11 r tncmuann y» teknologi. un.uk selam, wak.u 

p"™ . , l Pcncmuannya .ersebu. auu membenkan prsc.ujuannya kepada orang lain un.uk melaksan.kannya 

* 8,alln ^ m,<alah ,Crten,u dibidan 8 'cknologi. yang dapa. bcn.pa p.oses a,as hasil produksi a.au 

pnyempmaar. dan pengembangan proses alas hasil produksi V 

■ SSLta U—. 1U " b ' h """ •"* *“ h ” k “"»■-« a*— 

Pemegang Paten adalah pnemu sebagai pcm.hk p.en a.au orang yang mencrima hak .ersebu. dari pmilik pa.cn auu orang 
l in ,ang mencrima leb.h lanju. hak dan orang tcrschut diaias yang icrdal.ar dalan. Daliar Umum Palcn 

- Pcmcnksa Pa.en ad.lah.dan sebagainya 

- Mcn.cn adalah .dan sebagainya. 

- Kan.or Pa.en adalah.dan schagainaya. 

Agar suaiu hak «.as p.en dap. didaf.arkan ada uga syara. essential yang hams Icrpcr.tihi. yailu 

a. Ada sua.u pnemuan bam yang mcmprliha.kan langkah mvcmif dan dapa. diaplikasi scc.ua indusirial. 

b. enemuan pnemuan .ersebu. hams mempakau hasil pngolahan secara iliniah. 

c. Hams nampak aspk-aspk leknis. pngc.ahuan dan indusiri. 

•fc*. 






HUKUM KELUARGA 


K) 


Hukum Keluarga 
(dalam ani luas) 


I—sKeturunan - 


I—kekuasaan 
orang tua 


> Asal-usul anak harus dibuktikan dcngan aklc kclahiran yang autonuk alau 
: melalui penetapan Pengadilan (Jtka ak'c tidak sda) ~> (pasal 55 Undang- 
undang No. 1 Tahun 1974). 

1—>Anak sah -> anak yang dilahirkan dalam alau scbagai akibat perkawinan 
yang sah (pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). 

.Anak yang lahir diluai perkawinan hanya punya hubungan perdata dcngan 
ibunya/keluarga ibunya. 

i—>Hak/kcwajiban kcdua orang lua untuk mcmelihara/mendidik anak-anak 
mereka dcngan scbaik-baiknya, sampai anak-anak lersebu mcnikah/dapal 
bctdiri sendiri (pasal 45 Undang-undang No. 1 Tal.un 1974). 

|—>Anak yang iclah dcwasa wajib memelLhara orang tua dar. keluarga dalam 
garis lurus keatas jika dipcrlukan banluannya (pasal 46 UU. No. 1/1974). 

1_>Anak yang belum berusia 18 lahun/bclum pcmah menikah, ada dibawah 

kekuasaan orang tua -> scgala pcrbuatan hukum anak diluar/didalam 
Pengadilan diwakili oleh orang tua (pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 
1974). 

.Jika sangat melalaikan kewajiban terhadap anak dan bcrkelakuan buruk 
sckali, kekuasaan salah scorang orang tua fcedua-duanya) alas anak dapal 


die abut alas permintaan : 

- Orang tua yang lain ; 

- Keluarga anak dalam 
garis lurus keatas ; 


Saudara kandung yang iclah dew as a; 
Pejabat yang berwenang dcngan 
keputusan Per.gadilan. 


f-^Perwalian 
(pasal 50. 51. 52. 
53 dan 54 UU. 
No. 1 tahun 1974 


Anak yang belum mcncapai usia 18 tahunybelum pemah menikali. 

—> Tidak dibawah kekuasaan orang tua. 

—>|Untuk ditunjuk jadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu scbagai 
Iditentukan dalam pasal 51 UU. No. 1/1974 (ada 5 syarat). 

|Jika wali sangat melalaikan kewajiban dan berkelakuan buruk sckali. 
kekuasaannya sebagai wali dicabut dengan keputusan Pengadilan. 


Hukum Keluarg 



[Pendcwasaan 

("handlichting" : pasal 
419 KUHS dan seierus- 
nya). 


—> Pemyataan orang yang belum mencapai usia dewasa menjadi berstatus dcwasa 
penuh untuk beberapa hal tertentu ~> keputusan dikeluarkan oleh Presidcn 
sctelah mendapat naschat dari Mahkamah Agung (untuk perkawinan. sclama 
yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun, tetap dipcrlukan izin dari 
—i- orang tua). 


■t*. 
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Pengampuan 
("curatele" : pasal 348, 
433 KUHS dan sete- 
rusnya) 


l—^Asas-asas perkawinan 


Diberikan kepada orang dcwasa tetapi: sakit ingatan, penrboros, tidak mampu. 

Permintaan diajukan kepada Hakim oleh setiap angota/keluarga yang terdekat, 
suami/istri. Jaksa (jika orang yang bersangkutan membahayakan kcpcniingan 
umum). 

Orang yang hilang (pergi mcninggalkan lempat tanpa memberi kuasa untuk 
mengurus kepentingan-kepentingannya). 

Pengurusan kepentingannya dilakukan oleh Balai Harta Pcninggalan atas 
perintah Hakim (pasal 1354 KUHS) sctelah ada permintaan dari orang -orang 
yang berkpcniingan atau Jaksa 


1. Dasar tujuan perkawinan (pasal 4. 
1 UU. No. 1/1974) ; 

2. Sahnya perkawinan (pasal 2 

ayat 1 & 2 UU. No. 1/1974) ; 5. 

3. Asas monogami (pasal 3 & 4 

Undang-undang No. 1 Tahun 
1974) ; 6. 


Cilon suami istcri harus masak jiwa 
raganya (pasal 6 ayat 1 & pasal 7 
tyat 1 UU. No. 1/1974) ; 
Mcmpcrsukar terjadinya pcrccraian 
(Bab. Vni UU. No. 1/1974 yo. pasal 
19 PP No. 9/1975); 

Hak dan kewajiban suami/istcri 
scimbang (pasal 31 UU. No. 1/1974) 



4*. 
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Hukum 


Waris | j> 


- Hukum Wans Barai 
( = hak (lari liap alili wans 
alas bagian-bagian tenentu 
dan harta peninggalan yang 
merupakan kesatuan abstrak 
-> dapai dinilai dengan se- 
jumlah uang yang banyak- 


—>Subyck hukum waris : 

1) , Pcwaris = seiiap orang yang mcninggal dengan meninggalkan harla 

kakayaan —> mengandung hak (fakultalif) dan juga 
kewajiban (imperalif) jika ada hubungan peruiangan 
dengan pihak ketiga. 

2) . Ahli waris = orang-orang tericntu yang secara limilalif mcnerima 

harta peninggalan : 

- ahli waxis yang karena kedudukaruiya sendiri 
mewaris secara langsung : 


nya tertentu -> perpanjang- 
an/kelanjutan dari hukum 
keluarga dan hukum harta 
kekayaan). 


a) , golongan pertama : semua anak +■ 

keturunannya dalam garis lurus kebawah ; 

b) . golongan kedua : orang tua + saudara saudara 

pcwaris (prinsip : bagian orang tua disamakan 
dengan bagian saudara pcwaris; 


c) . golongan ketiga : harta peninggalan dibagi 

dua jika golongan pertama dan golongan 
kedua tidak ada (1/2 bagian untuk kakek- 
nenek pihak ayah. 1/2 bagian lagi ur.tuk 
kakek-nenek pihak ibu) ; 

d) . golongan keempat ; kerabat sipewaris dalam 

garis menyamping sampai derajat keen am. 

- ahli waris karena pengganlian (ahli waris tidak 
langsung) : 

a) , penggantian dalam garis lurus kebawah ; 

b) . penggantian dalam garis kesamping ; 

c) . pengganlian dalam garis kesamping. lermasuk 

anggola keluarga jauh. 


Subyck hukum waris : 

1) . Pcwaris (lihat halaman VI). 

2) . Ahli waris (lihat halaman VI) : 



Hukum Waris Bara? 
lihat haiaman VI) 


► 


■u 
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- ahli waris yang karena kedudukannya sendiri 
mewaris secara langsung ("uit eigen hoofde") (lihat 
halaman VI) ; 

- ahli waris karena penggantian (ahli waris tidak 
langsung) atau "bij plaatsvervuling" (lihat halaman 
VI); 

_ ahli waris berdasarkan wasiat -> pihak ketiga yang 
bukan ahli waris. mungkin pribadi kodrati, 
mungkin pula pribadi hukum. 

fidci comis : pemberian war is an kepada s corang 
ahli waris dengan ketentuan kcwajiBan menyimpan 
warisan itu, dan sctelah lewat suatu waktu, harus 
diserahkan kepada orang lain (warisan secara 
mclangkah) ; 

executorial testamentair : pelaksana wasiat yang 
ditunjuk oleh sipewaris yang bertugas mengawasi 
pelaksanaan surat wasiat dengan sungguh-sungguh 
sesuai dengan kchendak pcwaris ; 
bewindvoerder (pcngclola) : scorang yang 
ditentukan dalam wasiat untuk mengurus kckayaan 
(harta peninggalan) schingga para ahli waris/ 
legataris hanya mcnerima penghasilan dari harla 
peninggalan tersebut > untuk mencegah 
pemborosan. 


3). Pihak ketiga yangj, 
tersangkut dalam 



■fc- 
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Hukum 


Waris| 


Hukum Waris Bib id 
lihat halaman IV. aj 


Hak/kewajiban. 
~ pewaris * 


>Subyck hukum waris : 

1) . Pewaris (lihat halaman VI). 

2) . Ahli Waris (lihat halaman VI). 

3) . Pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan (lihat halaman VI a). 

■ hak pewaris -> limbul sebelum pewaris mcninggal dunia 
J ..> mcrupakan hak untuk menyatakan kchcndaknya dalam 
sebuah testament/wasiat, terdiri dari : 

- erfslelling : penunjukan satuAxtbcrapa orang menjadi 
ahli waris untuk memperoleh sebagian/seluruh ham 
pcninggalan (testamentair erfgenaam) ; 

- legaat : pemberian hak kepada scscorang berdasarkan 
wasiat yang khusus (legatans) 

Kewajiban pewaris : pembatasan oleh Undang-undang 
yang harus ditaati oleh Pewaris — > tidak bolch melanggar 
L > 'legitieme portie" : bagian tertentu harla pcninggalan yang 
tidak dapat dihapuskan oleh pewaris. 


> Hak ahli waris : Setelah warisan terbuka, ahli waris diberi hak untuk 
menentukan sikap : 

1). Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan 
secara tegas (dituangkan dalam akte) atau secara 
diam-diam (mengambil. menjual atau melunasi 
hutang-hutang pewaris) ; 




2) . Menerima dengan reserve (hak untuk menukar 

harta warisan - beneficiaire) — > harus ada 
pemyataan dari Pengadilan Ncgeri. Tujuannya 
untuk membatasi kewajiban altli waris dalam hal 
pewaris terlalu banyak meninggalkan hutang ; 

3) . Menolak warisan, jika temyata ahli waris harus 

menanggung hutang pewaris yang melampaui 
jumlah harta-kekayaan yang di tinggalkannya. 

Kewajiban ahli waris : 


1). Memelihara keutuhan harta pcninggalan sebelum 
dibagi ; 

2). Mencari cara pembagian yang sesuai dengan 
ketentuan ; 


3) . Melunasi hutang pewaris jika ada hutangnya ; 

4) . Melaksanakan wasiat jika ada. 


-fc* 
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Hukum Waris Barat 




Obyck hukum waris 


^->Legiueme porlic 


pada prinsipnya adalah harta kckayaan yang dipindah-tangankan 
dari pewaris kcpada ahli waris, berupa : 

- akhiva scjumlah bonda yang nyala ada dan alau 

tagihan/piutang kepada pihak kciiga. Aktiva 
dapat juga berupa hak immaleriel ; 

- passiva : Scjumlah hutang pewaris yang harus dilunasi 

pada pihak ketiga, lermasuk kewajiban lainnya. 

bagian warisan tertentu yang harus diterima scorang ahli waris dari 
harta peninggalan yang tidak dapat diganggu-gugat -> yang berhak 
alas legitieme portie adalali alili waris dal am garis lurus, baik 
kebawah maupun keatas. 

timbul jika seorang dal am keadaan sungguh-sungguh tampil sebagai 
ahli waris mcnunii Undang undang -> jadi legietieme portie dapat 
menutup para ahli waris menurut wasiat, disamping juga membatasi 
pewaris menggunakan haknya sekehendak hatinya. 


Catalan : 

Testament ada 3 macam . 

1) . Opcrbaar testament 

2 ) . Olographis testament 

3) . Testament rahasia 


dibuat oleh notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi ; 
ditulis sendiri oleh calon pewaris, kemudian discrahkan kcpada 
seorang notaris untuk disimpan dengan saksi 2 orang ; 
dibuat oleh calon pewaris, kemudian discgel dan diserahkan kepada 
notaris dengan disaksikan 4 orang saksi. 



Dipcpgaruhi oleh prinsip 
garis keturunan yang 
berlaku pada inasyarakat 
yang bersangkutan. flihat 
hal. VII b.) 


..prinsip patrilinial mumi : 
prinsip patrilin.al beralih-alih ("altemc- 
rend") ; 

prinsip matrilineal ataupun bilateral ; 
>prinsip unilateral berganda ("dubbel- 


Hukum Waris Adat 
(mcmual peraturan peraturan yang 
mengatur proses mcncruskan serta 
mengalihkan barang-barang harta 
benda dan barang-barang yang ti 
dak tcrwujud benda (immateriele 
goederen) dan suatu angkatan 
manusia ("gencratie”) kepada tu- 
Irunannya. 


Mengenal 3 sistim kewari- 
san. 


sistim kewansan individuil = para alili waris mewaris 
- secara pcrscorangan harta peninggalan yang dapat dibagi- 
/ bagikan pemilikannya secant individual kcpada (para) ah.'i 
/ waris ; 

sistim kewarisan kolcktif harta peninggalan yang tidak 
\ I dapat dibagi-bagi pemilikaimya kcpada masing-masing 
\ ' ahli waris ; 

\sistirn kewarisan mayorat : 


- Mayorat laki-laki --> apabila pada saat pewaris 
meninggal, maka anak laki-laki tertua atau anak laki- 
laki sulung (atau keturunan laki-laki) r.icrupakan alili 
waris tunggal ; 


- mayorat perempuan --> apabila pada saat pewaris 
mcninggai, maka anak perempuan tertua adalah ahli 
waris tunggal. 


c 


-^Pembagian harta waris 


harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biava 
waktu pewaris (almarhum) sakit dun biaya pentakaman 
serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. 



v> 
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r> Garis pokok keutamaan 



Kclompok keuatamaan I 
}—> Kclompok keutamaan 11 
• Kelompok keutamaan 111 

>Kclompok keutamaan IV 


keturiman pewaris 
orang tua pewaris 
Saudara-saudara pe¬ 
waris dan keturunan- 
nya. 

kakek dan nenck pe¬ 
waris, dan seterusnya. 


-e>Garis pokok pcnggantian-5> 


, Orang yang tidak mempunyai pcngliubung dengan pe- 
I I w:«i 


waris. 


L Orang yang udak ada lagi penghubungnya dengan pe- 


Kelerangan : 

1) . Garis pokek keutamaan adalah garis hukum yang mencnlukan urutan-urutan 

pewaris. 

2) . Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk rnenentukan 

terlentu, tampil sebagai ahli waris. 


keutamaan diantara golongan-golongan dalam kcluarga 
siapa diantara crang-orang didalam kclompok keutamaan 


I. Menurul para sarjana yang tclah inenelili masalah prinsip-prinsip garis kciurunan, maka paling sedikit dapat diketemukan 
empat prinsip keturunan, yakni (Koentjaraningrat : 1967) : 

1) . Prinsip bilateral yang memperhitungkan hubungan-hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita ; 

2) . Prinsip patrilineal yang memperhitungkan hubungan-hubungan kekerabatan malalui pria saja, dan oleh karena itu 

mengakibatkan bahwa setiap warga masyarakat memperhitungkan semua kerabat ayah-nya didalam batas hubungan 
kekerabatan ; 

3) . Prinsip matrilinea! yang memperhitungkan hubungan kekerabatan malalui wanita saja ; 

4) . Prinsip bilincal atau dubbcl-unilateral yang memperhitungkan hubungan kekerabatan malalui pria saja untuk sejumlali 

hak dan kewajiban tertentu, dan demikian pula melalui wanita ; 

5) . Prinsip patrilineal beralih-alih yang sebenamya mcrupakan suatu variasi dari prinsip patrilineal (mumi). 

Pada prinsip patrilineal beralih-alih yang diperhitungkan adalah hubungan kekerabatan malalui pria atau wanita, ha] mana 
terganrung dari bentuk perkawinan yang telah ddakukan oleh orang tuanya (hazairin : 1960). 

II. Bentuk-bentuk Perkawinan. 

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan, yaitu : 

1) . Bentuk perkawinan jujur ("bride-giftmaniage") ; 

2) . Bentuk kawin semendo ("suitor service marriage") ; 

3) . Bentuk kawin bebas ("exchange marriage"). 

Kawin jujur mcrupakan bentuk perkawinan dimana pihak pria memberikan jujur kepada pihax wanita ; yang dapat 
dijadikan jujur adalah benda-benda yang mempunyai kckualan magis. Kcharusan untuk memberikan jujur tcrscbul adalah untuk 
mengembalikan keseimbangan magis yang seroula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga waruta 
sebagai akibat perginya wanita tersebut. 

Perkawinan jujur drjumpai dalam masyarakat-masyarakat patrilineal, baik yang mumi maupun yang beralih-alih. Ciri umum dari 
perkawinan tersebut adalah patrilokal, artinya isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. 




Akan tetapi hal iiu tidak berani bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karcna adakalanya pada 
perkawinan lainnya isteri juga wajib linggal di tcmpai kcdiaman suarii. Disamping itu kawin jujur juga bersifat cxogam, arlinya 
suatu larangan untuk menikah dengan warga yang se clan. Ciii exogam ini merupakan ciri lerpcnling, oleh karana 
mempertahankan hidupnya clan yang bcrsangkutan ; ciri ini mcmang sangat pcnting bagi masyarakat-masyarakat unilateral. 
Perkawinan jujur ini secara konsekuen sekali dijalankan dikalangar. orang-orang Tapanuli, dengan mcnambalikan satu ciri lagi. 
yaitu a simetri konumium yang merupakan larangan perkawinan timbal-balik antara dua kcluarga, walaupun bcrlainan marga, 
apabila antara kedua keluargi tersebut telah ada hubungan perkawinan. 

Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matrilokal dan exogami; matriiokal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban 
untuk bertempal linggal dikediaman suami. Bentuk perkawinan ini dijumpai dikalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan 
bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakai. 

Bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami alau isteri harus tinggal. Hai ini tergantung pada 
keinginan masing-masing pihak, yang pada akhimya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. 

Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogami, ariinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kclompck kcrabat 
sendiri;bcntuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya 

Mcnurut Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah. apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya, dan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut pcraluran perundang-undangan yang berlaku, 
aninya bentuk-bentuk perkawinan leTsebut diatas, sebanyak mungkin harus disesuaikan dengan pcraluran hukum positif tcitulis 
tersebut (yaitu pasal 2 Undang-Undang Perkawinan). 


l—> Al. Qur'an 


—> Hadits Rasul 


Somber Hukum 
(usul Figh) 


L> Ijtihad ulil amri 


Ilmu usul fiqh (cara-cara mcngolah 
sumber hukum. mcmbatalkannya 
serta melahirkan garis hukum baru). 


Catalan : 


Surah al-Hisaa (surah kc-lV) -> memuat garis nukurn kckeluargaan : 

- hukum kcwarisan (ayat-ayat : 7, 11, 12, 33, 176) ; 

- hukum perkawinan (ayat-ayat : 1, 2, 3, 4). 

Berita-berita mengenai Rasul yang memuat pciunjuk-petnnjuk dan 
tuntulan-tuntutan keagamaan : 

- Sanad = sandaran dari hadits —> orang-orang yang menjadi niata- 
rantai penghubung ; 

- Matan = isi hadits. 

Usaha yar.g bcrsungguh-sungguh (dengan menggunakan ilmu dan akal) 
untuk merumuskan garis hukum dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul. 

Al-khamsah pcnggolongan hukum yang lima -> semua pcrilaku 
manusia dapat dikelompokkan kedalair. lima golongan. 


1. Surah IV ayat 7 tenting kcwarisan berbunyi sebagai benkul (terjemahannya) . 

'Bagi iaki-laki ada bagian wansan dan hana pcmnggalan tbu-bapa dan aqrabuun (kcluarga dckai), dan bagi wznita ada bagian wansan 
dan harta pcmnggalan ibu-bapa dan aqrabuun. ada yang mendapat scdikil ada yang mendapat banyak. (dari) bagian yang diivajibkan 
(I’cnjabaran dari bagian harla wansan masing-masing dialer dalam surah IV ayat 11) ; 

2. - Surah IV ayai 1 tenlang perkawinan antara lain berbunyi sebagai berikul : ".fccrbaklilah kamu kepada Allah yang 

dengan nama-Nya kamu saling mcmima uniuk menjadi pasangan bidup,. dan sctcrusnya" ; 

- Surah IV ayai 3 antara lam berbunyi sebagai berikut : " .cyogyanyalah karnu kawin dengan seorati” perempuan szja . . 

.perbuatan ltulah yang lebih tnendekati untuk kai.iu tidak berbuat aniaya". 

Sajuti Thalib, SH : - "Hukum Kckeluargaan Indonesia" (Yayasan Penerbil U1 - Jakarta, 1974) ; 

- "Hukum Kcwarisan Islam di Indonesia" (PT. Bina Aksara - Jakarta, 1981). 
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Perbuaian alas dasar suruhan yang jika dikcrjakan mendapai pal,ala dan 
jika ditinggalkan mendapai dosa. 

Perbuaian alas dasar suruhan atau anjuran yang jika dikerjakan mendapai 
pahala sedangkan jika duinggalkan lidak mendapai dosa. 
bolch dikerjakar,. boleh pula lidak dikerjakan. 

Dikcrjakan lidak mendapai pahala dan jika lidak dikerjakan lidak mendapai 
dosa. 

Sesualu pekerjaan adalah makruh yang jika dikerjakan = mengerjakan 
perbuaian yang lerlarang teiapi lidak diancam dengan hukuman/dosa. 
Tetapi jika perbuaian yang lerlarang iiu (pada lingkai makruh) dengan 
us alia sungguh-sungguh di linggalkan, sipelakunya mendapai pahala. 
Suaiu perbuaian yang dasamya haram. jika dilakukan maka sipelakunya 
akan mendapai dosa, sedangkan jika perbuaian yang diharamkan itu 
diiinggalkan dengan niai dan usaiia sipelakunya akan mendapai pahala. 


<eierangan 


Kewarisan dan Pcrkawinan lermasuk kcdalam kebolchan (ibadal,, mubah) tetapi dengan berdasarkan kepada perubahan "illah"nya (= dengan 
menggunakan alasan-alasan rasionil) dapat menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. 


Conloh dibidang Kewarisan : 

Seorang pewaris mempunyai hak uniuk mcncniukan mengenai apa yang akan dilakukan lerhadap haria-kckayaannya pada saat menjelang 
kematiannya. Teiapi jika hartanya iiu dibiarkan mubazir padahal ia mempunyai istri/anak-keturunan. maka ia wajib mengikuli garis hukum 
yang sudah diientukan dal am al-Qur'an dan Hadits teriiang kewarisan. 


Conloh dibidang Perkawinan : 

Seorang laki-laki yang sudah dewasa mempunyai hak uniuk menentukan apakah ia akan kawin atau lidak. Tetapi jika la sudah mampu sccara 
lahiriah dan rohaniah dan pasangannya sudah ad a, maka ia wajib segera mclangsungkan perkawinan. 


BAB VI : ASAS-ASAS HUKUM DAGANG 

Hubungan hukum dagang dengan hukum perdaia menganui prinsip-prinsip "lex spccialis dcrogai lex gencralis" (lihai Pasal 

1 KUH Dagang). 

Pengertian dagang (dalam ani ekonomi) : Scgala perbuaian perantara anlara produsen dan konsumen. 

Pengertian perusahaan : Seorang yang bcrlindak keluar untuk mcncari keunmngan dengan suaiu cara 

dimana yang bersangkuian menurul imbangannya lebih banyak menggunakan 

modal dari pada menggunakan lenaganya sendiri. 

Pentingnya pengerlian perusahaan : 1. Kewajiban "memegang buku" leniang perusahaan yang bersangkuian ; 

2. Perseroan firma sclalu melakukan perusahaan ; 

3. Pada umumnya suaiu akie dibawah tangan yang berisi suaiu pengakuan 
dari suatu pihak, hanya mempunyai kekuatan pembukiian jika dilulis 
sendiri oleh si berhutang atau dibubuhi tanda persclujuan yang 
menyebuikan jumlah uang pinjaman, teupi peraluran ini lidak bcrlaku 
terhadap huiang-hutang perusahaan ; 

4. Barang siapa melakukan suatu perusahaan adalah seorang "pedagang" 
dalam pengerlian KUH Dagang ; 

5. Siapa saja yang malakukan suatu perusahaan diwajibkan, apabila diminta, 
memperlihatkan buku-bukunya kepada pegawai jawatan pajak ; 

6. Suaru putusan Hakim dapat dijalankan dengan paksaan badan lerhadap liap 
orang yang lelah mcnanda-langani sural wesel/cek, tetapi lerhadap seorang 
yang menanda-tangai sural order atau sural dagang lainnya, paksaan badan 
iiu hanya diperbolehkan jika sural-sural itu mengenai perusahaannya. 


lyi 


2/ Sumbcr-sumbcr hukum dagang. 
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■Persekutuan (= maatschap 


-> Pcrscroan Firma 


Perkumpulan-perkumpulan K 

Paging y 


r >Perseroan Komandiler 
(pasal 19 KUHD 


Suatu bcnluk kerjasama yang paling sederhana dan diatur dalam 
KUHS. Tiap anggoia pcrsckutuan hanya dapat mcngikatkan diiinya 
sendiri kepada orang-orang lain, dcngan lain pcrkaiaan ia tidak dapat 
bcitindak dcngan mcngatasnamakan pcrsckutuan kccuali jika ia 
dibcri kuasa karena itu pcrsckutuan bukan suatu pribadi hukum/ 
badan hukum. 

Suatu bcntuk perkumpulan dagang yang peraturannya terdapat 
dalam KUHD (pasa! 16) yang mcrupakan suatu pcrusahaan dengan 
mcmakai nama bcrsarna. Dalam pcrscroan Firma tiap pcscro (firma) 
bcrhak untuk melakukan pcngurusan dan bcrtindak kcluar atas nama 
pcrscroan. Dalam hubungannya dcngan pihak kctiga, masing- 
masing perscro bcrtanggung-jawab scpcnuhnya sccara langgung- 
mcnanggung mcr.gcnai scgala pcrjanjian yang dipcrbuat olch tcman- 
lemannya se-firma, dcngan lain pcrkataan tidak pcrlu scorang 
pcrscro yang bcrtindak kcluar sccara khusus dikuasakan olch tcman- 
tcmannya untuk mcngikatkan mcrcka. 

Pcrjanjian pcndirian firma harus dibuat dcngan aktc notaiis dan 
diumumkan dalam Bcrita Negara. 

Suatu bcntuk pcrusahaan dimana ada sebagian pcscro yang duduk 
dalam pimpinan sclaku pengurus dan ada sebagian pcscro yang 
tidak turut campur dalam kepengurusan (komanditaris/berdiri 
dibclakang layar). Tanggung-jawab pcscro seperti itu hanya terbatas 
pada jumlah saham yang mcrcka masukkan kcdalain pcrscroan 
tersebut. Tanggungjawab kcluar dan yang mcmimpir. pcrscroan 
adalah pcscro-pcngurus. Meskipun tidak l&zim. para komanditans 
berdasarkan pcrjanjian bcrhak mengawasi tindakan-tindakan para 
pcscro-pcngurus. 


Perkumpulan-perkumpulan 

Dagang (lanjutan) 


- Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum. 

- Minimal 1/5 dari jumlah saham telah diambil olch para pendiri PT. 

3. Setelah persetujuan Menteri Kchakiman, aktc pcndirian dan anggaran Dasar 
harus di umumkan dalam Berita Negara dan surat kabar ; 

4. Setiap perubahan/penambahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan 
Menteri Kehakiman dan di umumkan; 

5. Kekuasan tertinggi ada pada rapat lengkap para pemegang saham. Dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham, tiap-tiap pemegang saham bcrhak mengikuti rapat 
tersebut dan mengeluarkan satu suara. 

- PT bertindak kcluar dengan perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari secrang atau 
beberapa orang direktur yang diangkat oleh rapat pemegang saham. 

Rapat Umum Pemegang Saham juga berhak mengangkat konusaris untuk 
mengawasi bekerjanya direksi. 

- Suatu PT oleh Undang-undang dinyatakan dalam keadaan likwidasi jika para 
P^negang saham setuju untuk tidak memperpanjang waktu pendiriannya dan 
dinyatakan hapus jika PT tersebut menderita rugi sedemikian besar sehingga 
melebihi 75 % dari jumlah modalnya. 

- PT adalah suatu badan hukum —> mempunyai kekayaan ter sendiri terlepas dari 
kekayaan para pesero auu pengurusnya. 
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Perscroan Tcrbatas (pasal 36 KUHD)- 
(= Naamloze Vennootschap) 


Perkumpulan-perkumpulan 
Dagang (lanjutan) y 


Persdoan yang modalnya terbagi alas suatu jumlah sural 
saliam atau scro, yang lazimnya discdiakan untuk orang yang 
hcndak lurut. 

- Aiii kata "tcrbatas" : ditujukan pada langgung-jawab/ 

resiko para pcscro/pcmcgang saham. yang hanya tcrbatas 

pada harga surat scro yang mcrcka ambil. 

- Arti kata "modal” : 

1. Seluruh modal perseroan mcnurut anggaran dasamya, 
yang telah terbagi dalam sejumlah saham (modal 
maskapai/modal penetapan) ; 

2. Modal yang tcrdiri dari jumlah saham yang telah 
diambil/disanggupi olch para pcscro (modal sang- 
gupan) ; 

3. Modal yang tcrdiri dari jumlah scmua uang yang telah 
masuk, artinya dilcrima dari para pcscro sebagai 
pembayaran saham-saham yang telah diambil olclt 
mercka (modal tunai). 

- PT harus didirikan dengan suatu aktc notaris ; 

1. Bebcrapa orang bersama-sama menghadap scorang 
notaris, mcncrangkan maksudnya hcndak mendirikan 
suatu PT dengan mengajukan suatu Rcncana anggaran 
Dasar (statuta) dari perscroan yang akan didirikan itu. 
Akte pendirian yang mcmual Anggaran Dasar 
perseroan harus dianggap sebagai konirak/perjanjian ; 

2. Aktc pendirian harus ntendapat persetujuan Menteri 
Kehakiman. Persetujuan dari Menteri Kchakiman 
hanya akan diberikan jika : 


HdCopcrasi 


Perkumpulan-perkumpulan 
Dagang (lanjutan) 


O' 


- Suatu bentuk kerjasama yang dapat di pakai dalam lapangan 
perdagangen. 

- Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan : 

•). Dalam Stbl. 1933-108 yang bcrlaku untuk scmua golongan 
penuuduk ; 

b) . Dalam Stbl. 1927-91 yang bcrlaku khusus untuk bangsa Indonesia; 

c) . Dalam Undang-Undang No. 79 tahun 1958. 

- Mcnurut peraturan-peraturan tersebut : kcluar-masuknya anggota 
dalam perkumpulan koperasi di izinkan sccara leluasa dan bertujuan 
untuk berrsaha dalam lapangan pcrckonomian. 

- Sifatnya sebagai suatu perkumpulan koperasi tidak hilang jika dalam 
Anggaran Dasamya ditentukan bahwa ; 

a) . Koperasi juga mengurusi kepentingan orang lain yang bukan 

anggota ; 

b) . Koperasi bergerak juga dalam bidang-bidang diluar bidang 

pcrckonomian 

- Keanggotaan perkumpulan koperasi bersifal sangat prioadi, jadi tidak 
bisa diganti/diambil alih oleh orang lain. 

- B eras as gotong-royong. 

- Mcrupakan badan hukum/pribadi hukum. 

_ Didirikan dengan suatu akte dan harus mendapat irin dari Menteri 
Koperasi. 



O' 
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Perkumpulan-perkumpulsn f*v 


Dagaiig (lgnjutan) 




Catalan : 
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Bedan-badan Usaha 
Milik Negara (UU. 
No 9 tahun 1969) 


- Didaftarkan pada kantor Koperasi setempai dan di 
umumkan dalam Berita Negara. 

- Jika pcndaftaran/pengumsan pendirian koperasi belum di 
lakukan, pengurusarmya bertanggung-jawab sepenuhnya 
secara "hoofdelijk" terhadap segala pcrbuaian yang 
dilakukan alas pama perkumpulan koperasi. 

Berbenmk PERSERO —> Tunduk kcpada KUHD (Sib. 

1847-23 jo PP. No. 12/1969). 

-;> Bcrbentuk PERJAN —> Tunduk kcpada 1BW (Sib. 1927- 

419). 

Berbentuk PERUM — > Tunduk kcpada UU No. 19 

> (PERPU) tahun 1960. 


- Msngenai BUMN yang bcrbenmk PERSERO dapat dilerangkan bahwa saham-sahamnya merupakan sebagian alau scluruhnya 
milik negara yang sudah dipisahkan dari kekayaan Negara. 

- Negara hanya dapat mslakukan penyenaan modal dalam suatu perseroan terbatas (PT) baik uutuk seluruhnya maupun untuk 
sebagiannya, jika uniuk ilu telah tersedia modal dari Negara berdasarkan keientuan peraturan perundang-uiidaifgan yang 
berlaku. 


- Menleri Keuangan di tunjuk mewakili Negara selaku pcmegang saham dari setiap pcr.yerlaan medal Negara. 

- Pelaksanaan penyertaan modal icrsebui di lakukan menurut keienluan-ketentuan ten tang Perseroan Terbatas (PT) yang 
ter can turn dalam KUHD, lanpa mengabaikan keientuan-keientuan yang tcrcantum dalam Peraturan Pcmerintah No. 12 tahun 
1969 ten tang Perusahaan Perseroan (PERSERO). 


0 \ 

to 


BAB VII : ASAS-ASA5 HUKUM PIDANA 


Hukum Pidana (materiil(= 
Hukum mengcnai dclik 
yang diincam 
d eng an hukuman pidana 




[-►Sejarah KUH Pidana (lihal buku 
’PHI ed. revisi" karangan Dedi 
Socm»rdi-t993) 


Asas-asas mengenai bertaku- 
nya KUHP 


Asas teritorial/wilayah- r 



. Sumber Hukum Pidana (di 
Indonesia)- 


► bcrlakunya UU Hukum Pidana sualu negara 
disandarkan pada (empat/iemor di maru perbuaun 
dilakukan (ps.2 dan ps.3 KUHP). 

> bcrlakunya UU Hukum Pidana sualu negara 
disandarkan pada kewarga negaraan/nasionalitas 
pelaku perbuaon pidana (ps.5, ps6 dan ps.7 KUHP) 

• bcrlakunya UU Hukum Pidana suatu negara 
disandarkan pada kepentingan hukum yang 
dilanggar baik oleh warga negara/orang asing 
maupun dilakukan di dalam negara yang ber- 
sangkutan/di luar negara yang bersangkutan 
Bcrlakunya asas ini mengacu pada asas HTN : 
seiiap negara berdaulal pada umumnya berhak 
melindungi kepentingan hukumnya (ps. 4 
dan ps. 8 KUHP). 

i bcrlakunya UU Hukum Pidana suatu negar3 
disandarkan dapat diberlakukan terhadap siapapun 
yang melanggar kepentingan hukum dari 
scluruh dunia. Berlakunya asas ini mengacu pada 
Icon tiksi : bahwa di scluruh dunia telah berlaku 
hukum pidana (ps.4 ayat (2) dan ayal (4) KUHP). 


» Undang-Undang (sumber utama : KUHP) 

* Kebiasaan/adai-istiadat (sctelah melalui kepurusan penguasa ) 

* Traktat 
[-♦ Yurispnidensi 

Pendapat para ahli brkum terkenal 


’ Peristiwa pidana (= sikap tindak/pcrilakuanmanusia—r-kUnsur-unsur peristiwa pidana 
yang masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum 
pidana. yang melanggar hukum dan didasarkan pada 
kesalahan). — 


Catalan : delik adalah peristiwa pidanayang perumusannya didasarkan pada 
suatu sikap tindalt/peri lakuan dan keadaan-keadaan yang relevan 
(Baca buku "Sendi-sendi Ilmu Hukum & Tata Hukum karangan 
■PP & SS) 


* Sikap tindak/perilakuan manusia 
y Masuk lingkup laku perumusan 

kaedah hukum pidana (ps.l 
ayal (1) KUHP ). 

* Melanggar hukum; kecuali bila 
ada dasar pembenaran 

.Didasarkan pada kesalahan; 
kecuali bila ada dasar peniadaan 
kesalahan 
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I Menunfl Dofctnn 


Kaiegonsasi Peristiw* Pidana -♦ 


!_♦ Dolva dan Culp* “ delik dolus pertm*Un y*ng dil*kukan dcngan saigaj* y*ng 

dilating dan diancam pidana. 

■ dclik culpa perbuatan yang dUakukan dcngan tidak sengaj*. 
karena kelalaian/kealpaan. yang dilarang dan diancam dcngan 
pidana 

_♦ Kcnuaiotus, Ommorus dan Kociusioms ■ konusiorus dclik yang tetjadi karena sescorang melanggar 
Per omisionim larangan. yang dapat bexup* dclik formil/delik malenel - pi 362. 

ps 338 KUHP 

= ommorus dclik lerjadi karena seseorang melalaikan suruhan 
(tidak berbuat). bias any a berupa delik formil pi 164. pi 165 
KUHP 

* konusiorus peronusiorum dclik yang pada umumnya dilakukan 
dcngan perbuatan tetapi munglun pula texjadi seolah-olah lanpa 
sesuatu perbuatan - ps 338 KUHP 


-♦ Malenel dan Fomul ■ (kalegonsasi 
berdaiarkan pexumusan pcriitiwa 
pidana) 


(PenjeUsan mcngenai kedua macam pen gem an dclik tersebul 
ludah dimual didalam buku Sendi-scndi llmu Hukum dan Tata 
Hu) urn. karangan Pumadj P dan Soerjono Sukanto) 


h Delik yang dilakukan tanp* ada kot'oan (without vicUm) dan yang merumbulkan korban scoring atau beberap* 

orarvg lertentu (with virtim) 


11 Menurut KUHP (sejak 
tahun 1918 ) 


-* Kejahatan tdimuat dalam buku II) 

-• Pelanggaran idunua! dalam buku III) 


Catalan Kalegonsasi penstiwa pidana ke dalam kejahatan dan 
_ "pelwggaran lersebu; terjadi karena pengaruh doktnn 
yang membedakan antara delik hukum dan delik 
undang-undang (Baca buku ’Sendi-sendi llmu 
Hukum dan Tala Hukum’. karangan PP dan SS) 


Klasilikasi —a 

Penanggung iwab Penmw* 

Pidana dan Kesalahan 

Catalan 

Subyek hukum pidana adalah ma- 

nuua dalam kualifikaii lertentu 

1 penanggung jawab per pidana 

2 polin (yang melakukan pe- 
ny id ik an) 

3 jakia (yang melakukan pr- 
nuntutan) 

4 pengacara 

5 hakim (yang mcngadili) 

6 pctugai Lembaga Pcmasya- 
rakatan (yang melakianakan 
cksckusi keputusan Hakim) 


Penanggung jawab penuh * 
setiap orang yang menyebabkan 
(turut serta menyebabkan) 
lerjadinya penstiwa pidana 


Penanggurg jawsb man din (dado) 

Penanggung jawab beriama (mededadet) 

Penanggung jawab icrta (medepleger) 

Penanggung jawab penyuruh (ducnplegcr) - 

P • Penanggung jawab pembujuk luitlokker) _ 


pelaku yang sikap Undaknya roeroosuhi seznua am yang 
duebut dalam perumuian per pidana 

crang-orang yang menjadi kaw-n pelaku (pernm ant-ra 
latu dan lain pelaku derajatnya lama - harua mcmcnuh- 
semua unsur per pidana). 


Penanggung jawah sebagjan * -• 

letiap orang yang berunggung jawab 
aia* btmuan, petcobaaii terhadap 
juatu kejadun 


Pcrcobaan (pogtng) 

Catalan ada 3 iy«ai yang h«ui dipenuhi 
(pcrhatikan Jefmistnya) 1 


Penanggung jawab b.uituan (mede- 
plechtige; 


iwi pidana 


or«ng-orang yang ikul sen* mclakuka^ r - r _ 

(per an an masing-masing pelaku per pidana Udak lama 
derajatnya - saiu penanggung jawab mandrn. yang lamnya 
hanya ikut serta - j-cnanggung jawab serta tidak mcmenuhi 
icmua uruur penstiwa pidana). 

seseorang yang mmyuruh orang lam melakukan penstiwa 
pidana (syarat yuridu bahwa or«ig yang chsuruh udak 
rnampu berlanggu.ig jawab ,( man us ministra) hanya 
instrumen Penanggung jawab perist.wa pidana ada pada 
penyuruh - (minus dornma). 

lama halnya dcngan pj penyuruh. p j pembujuk jug* 
memakai orang lain icbagai perantara P j pembujuk dapal 
dipidana 


pcliksanun permulaan iuatu kejahatan yang Udak wlesai 
dilakukan lernaia mata karena hal-hai'masalah-masaJah 
yang terjadi di luar kchendakny* 

dipidana baring supa dcngan sengaja membantu members 
kesempatan, daya upaya/keterangan untuk melakukan 
kejahatan (ps 56 KUHP) 


Keulahan (dilihal dan sudul 
bentuknyaj 


c 


perbuatan yang mengandung unsur sengaja (opret) 


O' 


culpa 


perbuatan yang mengandung unsur UULVurang hati-hau 



STRAFRECHT-THEORIEN 


Absolute of Verfcfldioe* Theories - 

- Di» hukuman dican pada kejahilan stndin 
I -erd met leed vcrgelden 

- 'Veqjeldcn “ Kwaad mod met kwi*d worder. 
vetpoJdcn’. 

1 Km - Rechtsgrondija (hukuman h.vu* dican 
pada kejahalan sendm) 

[V Straf • ten absolute eis v/h Recht en de 
ZdVlijkhcid. 

Straf- een"ediische verpeldiiif. 

2 Hegel . T Rechi is de vcrwezrnlijkic vrijheid 
(hukuman merupakan Kenyataan Kemcrdckaan) 
Onrecht is een ontkennmg v/h recht-van de 
•■envexenlijkte vnjheidco heefl een ormezenlijl 
Sesuan 

Omecht d.i dengan membenkan pendentaan 
Lepada yang menimbulkan onreeht 
Siraf - ’dialectische vergelding. 

} Hobart : Misd-ad doet een on behaaglijk gevoel 
ormun (ceyahatan menimbuikan rasa lidak puas) 
Hukuman untuk mengtulangkan ixsa tidak puas 
dan agar reasyarakal dapal merasa puts. 

Straf - 'acslhetische vergelding. 

4 Suhll : 1 Re*-ht^'eeii goddelijke gerechtigheid 
Kcyahatan - Pelanggaran terhadap Pt/i keadilan 

Kefuhanaa 

De Steal moet :egen die handcl.ng zijoe 
boeriijkbad handhaven 

Straf - absolute eis v/d goddelijk gerechtig heid 
Daaar Hukuman - "Idee. 


6. Hugo de Groot ) Hukuman - Kehendak 


(1 cori*Tcoti Hu kum P i d a n a) 


ReUtioe Of l>oel Thcorien 
Dasar hukumar. bukan vergclding 
(bales dendamj teupi tujuannya 
(doel v/d Straf) 

Teort lul mencari "out v/d Straf 
(Maofaat Hukiurwn) 


Vcrenigiogstbeorien teon gabungan 
Mencakup Dasar Hukuman “ Absolute/ 
Vergeldmgthconen dan Relatievc/ Dod 
theonen 
I 31odlag 

aJiran iru rr.cnganggap 

absolute) verpeldmgsth aJIocn • emnjlig 
Relatieve'DocItheoneri tlleen einnjdig 


Htnlel (Pembinaan - Idieel) 

Hukuman adalah untuk memperbsiki 
kcrugian * Herstel v d door de 
misdaaO onstanc maatschapplijk 
nadeel 

Algctneene Prr< colic ; 

1 Maksud Ditujukan terhadap Umum 

2 Cat a Alschrikkende miadel 

terhadap umum 
Cara meoakut-nakuli) 
a Slralbedreiging (ancairuri hukum¬ 
an) Anselm vor Feuerbach *Delecr 
v/d psychologjschc dwang’ 
b Pelaksanaan Hukuman * Straf 
opleggjng den Strafuitvoenng di 
muka umum 


Modern r/Rclatieve/Doeltborieo 
Dasar Hukuman • handhsving v/d 
revhtsorde (Penepikan ketemban hokum) 

Tokob-tokoboya : 

- Van Hamel 

- D Simons 

Ada glum v.d. klaiilekr school : 

*A1 zou morgen de were Id ten ondegaan. de laatste 
mudadiger moet njn straf ondagan* (1 Kant) 


Preventive (Pencegahan) 
Voorkotning v/dmisdaad 


Ontchadrlijk making 

(Mcmbuat orang tidak berdaya) 

Tujuan Hukuman m Membinasakan 
Pen) ah at 


Specials Pirveatie 

1 Maksud E Terhadap yang berbuat 

2 C a r a * Verbetering v/d misdadiger 

Sifat Hukuman 


Beoogd Iced (memben 
Siksaarv'pendenlaan 
kepada Penjahat) 


Verdi end Iced (Sikwan' 
pendentaan harus seimbang 
deryjan keialahannya) 


Cootob : 

a Mengamaya karena den dam. hukum/nnya beiat 
b Mengamaya karena dihma, hukumanrya iingan 
c Pcncuriin karena I spar, hukumannya nngan 
a Pen cun an karena napsu. hukumannya beral 
Absolute theone - melihal pada masa lalu (het valedcn) 
Relaticve/doel theone melihal pada de toekomst 
Verenv/ongs theone - melihal pada verieden dan ioekomst 

Slrafr^chtsrlehtlogeo (Alir«»*aliraa hokum Pidaaa) 


Kiasicke school Modcmc school 

Hukum Pidana bertugas untuk Hukum Pidana batugas untuk 

melindungi kepenlingan irvlividu dan untuk melindungi masyirakai ■ criminology 


Hulcum Ac»r« Perd»i»- 


BAB VIII : ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA 

Pengertim Persluran hukum yang menenlukan mengenai bigsimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata 
maieriil. 

- RID/HIR (S. 1941 • 44) 

- Rbg (S. 1927 : 227) 

Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, lenlang Kesatuan 
— Susunan Kekuasaan Acara Pengadilan Sipil (menunjuk RID sebagai 
- Undang-Undang -> ped,*,,.,,). 

— Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, lentang Kclenluan Pokok 
— Kekuasaan Kehakiman 

— Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, letang Mahkamah Agung 

um er-sumber ->_ l_ Undang-Undang No. 2. Tahun 1986, lenlang Peradilan Umum. 

Hukum 1 * ntx 


Asas-asas /yang 
-> berhubungan de- 
ngan peianan). 


Asas-asas (yang 
berhubungan 
dengan keadaan 
peradilan) 


Subyek Hukum 
-> Acara Perdata (kwa- 
lifikasi terter.tu). 


Yurisprudensi — unuang-unuang j-to. a. lanun iyoo, icniang rcrauuan umum. 

Doklrin 

Prakarsa proses dilakukan oleh para pihak yang bersengkcla. 

Hakim wajib mengusahakan perdamaian para pihak. 

iPerkara yang s'ldah be.jalan dapal sewaktu-waktu diiarik kembali alas perselujuan kedua- 
Ibelah pihak yang bersengkeu. 

Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan melalui lulisan-tulisan. 

Putusan Hakim wajib dilandasi dengan alasan-alasan yang ran coil-obycklif. 

Hakim bersikap pasif, karena berlujuan hanya mencari kebenaran formil. 

Sidang-sidang Pengadilan dilakukan lerbuka untuk umum 

r- a. Tingkal perlama ; 

Peradilan dilaksanakan bertahap b. Tingkal banding ; 

L c. Tingkal kasasi. 

Sidang-sidang pengadilan pada umumnya diselenggarakan oleh suatu mejelis. 

Para pihak yang bcrscngkeia (lergugal-pcnggugal). 

Hakim yang mengadili. 

Panilera. 

Pcnaschat hukuin/Pcngacara. 

Jurusila. 


-il 



O' 

oc 


Pelaksanaan 

Acara 

PerdaU. 


pc ran an 
perkara 


— -“Hakim benifal menunggu. 

Asas dan pada hukum scan pada umumnya lermasuk hukum acara pcrdaia, ialah bahwa pelaksanaannya, yailu 
inisialif umuk maigajukan tuntutan hak diserahkan sepcnuhnya kcpada yang bcrkcpcnlingan Jadi apakah akan ada proses 
aiau lidak, apakah auaui pcikara aiau luniuian hak ilu akan diajukan aiau lidak, sepcnuhnya diserahkan kcpada pihak 
yang bcrkcpcnlingan. Kalau lidak ada luniuian hak aiau penuniulan, maka lidak ada Hakim, demikianlah bunyi pemeo 
yang lidak asing lagi (Wo kein Klagcr isi, isl kein richler ; nemo judex sine aclore). 

—> Hakim pasi/. 

Hakim di dalam memenksa perkara pcrdaia bersikap pasif dalam ani kau bahwa mang-lingkup atau luas pokok 
scngkela yang diajukan kcpada Hakim umuk diperiksi pada asasnya ditenlukan oleh para pihak yang berpeikara dan bukan 
oleh Hakim. Hakim hanya membaniu para pen can keadilan dan benisaha mengalasi scgala hambalan dan rinlangan untuk 
dapai lercapainya pcradilan (pasal 5 UU. No 14/1970). 

Para pihak dapai secara bebas nengakhiri sendiri scngkela yang lelah diajukannya kemuka Pengadilan, sedang Hakim 
Lidak dapai menghalang halanginya. Hal ini dapai berupa perdamaian auu pcncabulan gugaian (pasal 130 HIR. 154 Rbg). 
Hakim wajib mcngadili seluruh gugaian dan dilarang mcnjaluhkan pulusan alas perkara yang lidak dilunuil (pasal 178 
ayat (2) dan ayai (3) HIR, 189 ayai (2) dan ayai (3) Rbg). 

—>Sifai terbukanya persidangan. 

Sidang pemenksaan Pengadilan pada asasnya adalah lerbuka uniuk umum, yang berarti bahwa setiap orang 
dibolchkan hadir dan mendengarkan pemenksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini lidak lain untuk memberi 
perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang pcradilan sena umuk lebih menjamin obycklivilas pcradilan dengan 
penanggung-jawaban pemenksaan yang fair, lidak memihak serta pulusan yang add kcpada masyarakat Asas ini kila 
jumpai dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. 

—>Mendengar kedua belah pihak. 

Di dalam hukum acara pcrdaia kedua belah pihak haruslah dipcrlakukan sama, lidak memihak dan didengar 
bersama-sama. Bahwa pengadilan mcngadili menurnt hukum dengan lidak membedakan orang, seperti yang dimual dalam 
pasal 5 ayai (!) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara pcrdaia yang 
berperkara harus sama-sama diperhalikan, berhak aus pcrlakuan yang sama dan adii sena masing-masing harus diberi 
kcsempaian uniuk memberi pcndapauiya. 


—nPuuisan hams disenai alasan-alasan. 

Semua pulusan Pengadilan hams memual alasan-alasan pulusan yang dijadikan dasar untuk mcngadili (pasal 23 


UU. 14/1970. 184 aval (1) 319 HIR, 195 dan 618 RUG) Alasan alasan atau argur.icnrasi itu dimaksudkan sebagai 
pertanggunganjawab Hakim dan pada puiusannya lerhadap masyarakal. schingga oleh karenanya mempunyai nilai 
oliyekiif Kcrena adanya alasan-alasan iiulah maka pulusan mempunyai wibawa dan bukan karena Hakim lencniu yang 
menjatuhkannya. 

Belapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar pulusan dapai kila lihal dan beberapa pulusan Mahkamah Agung yang 
rr.enclapkan, bahwa pulusan yang lidak lengkap aiau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldomdc gemoliverid) 
mempakan alasan uniuk kasasi dan hams dibalalkan. 

Untuk labih dapai mempertanggung-jawabkan pulusan senng juga dicari dukungan pada yurisnmdcnsi dan ilmu 
pengciahuan. 

—> Perkara dikenakan biaya. 

Uniuk berperkara pada asasnya dikenakan biaya (pasal 4 ayai (2), pasal 5 ayai (2) UU. 14/1970, pasal 121 ayai 
(4). pasal 182. pasal 183 HIR, pasal 145 ayai (4), pasal 102 s/d padal 194 Rbg) 

Biaya perkara ini mclipuli bi3ya kepanileraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak sena biaya malcrai. 
disamping ilu apabila diminta bantuan scorang pcngacara, maka hams pula dikeluarkan biaya. 

—>Tidak ada kchamsan mewakilkan. 

HIR lidak wajibkan para pihak uniuk mewakilkan kcpada orang lain, schingga pcmcriksaan dipersidangan lerjadi 
sccara Hngsung lerhadap para pihak yang langsung bcrkcpcnlingan. Akan lelapi para pihak dapai dibanlu atau diwakili 
oleh kuasanya kaiau dikchcndakmya (pasal 123 HIR. pasal 147 Rbg). Dengan demikian Hakim tetap wajib mcmcriksa 
scngkela yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak udak. mewakilkan kcpada scorang kuasa 
Wewenang uniuk mengajukan gugaian dengan lisan lidak bcrlaku bagi kuasa. 


O 

O 
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BAB IX : ASAS-ASAS HUKUM ACARA 1*1 DANA 


Pcngcnian H 


Hokum mengcnai lata-cara Pcnguasa mclaksanakan imdakan sanksi pidana tcrhadap warga yang 
didakwa bcitanggung jawab alas sualu dclik. 


Sumber HAP —1> 


Undang-Undang Dasar 1045 (pasal 24 dan pasa] 25) 

Undang-Undang Datura'. No. 1 Taf.im 1951 (menunjuk HIR/RID sebagai podoman). 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. icniang Peinberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, icniang KU1IAP (HIR/RID dinyaiakan tidak berlaku). 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, icniang Kclemuan-keienluan Pokok Kckuasaan 
Kchakiman. 

Undang-Undang No 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung. 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986. icniang Pcradilan Umum. 

Undang-Undang Darurai No. 7 Tahun 1955, icniang Tindak Pidana Ekonomi. 


Yang beihubungan dcngan perai'.an -► 


Ptakarsa proses dilakukan oleh Polisi/ 
Jaksa. 

Dimungkinkan perkara yang sedang 
dalam proses pcnuntuian didcpomr 
oleh Jaksa/Pengadilan Negeri demi 
kcpentingan umum (ps. 8 UU. No. 
15/1961) = Asas Oponunilas. 

Kedua pihak wajib didengar kelerang- 
an-keierangannya oleh Hakim. 

Acara pemeriksaan dalam sidang peng- 
adilan dilakukan dengan perdcbaian 
secara lisan/langsung. 

Kepulusan Hakim wajib dilandasi 
dengan alasan-alasan yang rasional- 
obyekiif. 


I 


Hukum Acara Pidana . 


Asas-asas 
H.AP. - 


Dalam rangka mcncmukan kebenaran 
matcriil, Hakim dalam menjalankan 
lugasnya bersikap aklif. 

Akusaior. 

Pcradilan ccpai, scdertiana dan biaya 
ringan, 

Praduga lak bcrsalah (presumption of 
innocence). 

Semua orang diperlukan sama di depan 
Hakim. 


Subyek HAP = 


Pclaksanaan 
peranan Aca¬ 
ra Perkara 
Pidana 


Yang berhubungan dengan keadaan (■ 
pcradilan 


Orang dalam kwalifikasi lerteniu 
(khusus unluk badan hukum/PT : Di- 
reksi/Pengurus) 



[ Pcnyidikan. 

Penunluian. 

Pemeriksaan di sidang Pengadilan. 
Pclaksanaan putusan Hakim. 


Sidang-sidang pengadilan dilakukan 
lerbuka unluk umum. 

Pcradilan bertahap : Tingkai Pcrtama, 
Tingkat Banding, Tingkai Kasasi. 
Sidang-sidang pengadilan diseleng- 
garakan oleh sualu majelis Hakim 
(Kelua + 2/3 orang anggota). 
Dilakukan oleh Hakim karena jabaLan- 
nya dan telap. 

TersangkaAcrdakwa. 

Polisi (yang melakukan penyidikan). 
Jaksa (yang melakukan pcnuntulan). 
Hakim (yang mengadili). 

Panilcra. 

Pcnasehal hukum. 

Saksi-saksi. 

Pegawai LPM. 



K> 


|-> Penyidikan 


Dilakukan olch POLRUpejabal pegawai negeri sipil lertenlu yang dibcri wewenang khusus oleh Undang- 
Undang, dan merupakan serangkaian undakan untuk mencari sena mengumpulkan bukti mcnurut cara 
yang diaiur dalam Undang-IJndang. Dengan bukli lersebul lindak pidana yang dilakukan dibual lerang 
guna mcnemukan lersangkanya (pasal 1 ayal (1) dan ayat (2) KUHAP). 


LoPenunuitan: 


Pelakianaan Peranan_ 
A cara Perkara Pidana 


Pemeriksaan 

xhsidang 

Pcrgadllan 


Pelakianaan 
^putusan Hakiml 


Dilakukan oleh Jakia (Penunuii Umum) yang diben wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan 
penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim, selanjutnya melimpahkan perkara pidana ke Pcngadilan 
Negeri yang berwenang mcnurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan perminlaan supaya 
dipenksa dan dipului oleh Hakim dtstdang pcngadilan (pasal 1 ayal (6 a.b.) dan ayal (7) KUHAP). 

Dilakukan oleh Hakim aebagai pejabal negara yang dibcri wewenang oleh Undang-Undang untuk 
mengadili. 

Pekerjaan mengadili terse but adalah aerangkaian lindakan Hakim untuk mencrima, memeriksa dan 
memutui perkara pidana berdaiarkan asaa bebas, jujur dan lidak manihak disidang Pcngadilan dalam 
hal dan mcnurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (pasal 1 ayat (8) dan ayal (9) KUHAP). 
Berdaiarkan hasil pemeriksaan tersebut Hakim menctapkan putusan. Putuian adalah pemyataan Hakim 
yang diucapkan dalam lidang Pcngadilan lerbuka. yang dapat berupa pemumnaan, atau bebas alau 
Upas dari regain lunlulan hokum. 

Dilakukan oleh Jaksa/Penuntul Umum alas dasar putuian Hakim yang telah memperoleh Kckuatan hukum 

tetap. 

Untuk keperluan rtu Pam ten Pengadilan rocnginmkin salinan sural putusan kepada Jakia (paial 270 
KUHAP). 


Praperadilan : Wewenang Pengadilan Negeri untuk memerikia dan monutus mcnurut cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai: 

- sahAidak sahnya penangkapan dan alau penahanan; 

- lah/tidak sahnya penghentian penyiuikan/penuntulan; 

- perminlaan ganti-rugi atau rehabtluasi 


Upaya Hukum-1> 


r* Biasa -a 



mel'lui pemeriksaan lingkat banding: diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwaJkuasariya atau oleh 
Penuntut umum (pasal 233 KUHAP). 

melalui pemeriksaan untuk kasasi : dtajukan oleh terdakwa atau Penuntut Umum ke Malik am ah Agung. 
Perminlaan kasasi lerhadap putusan bebas lidak dapat dilakukan (pasal 244 KUHAP). 


Lt> Luar Biasa _c de:T " ke P em ' n 8* n hukum lerhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, dapat diajukan 

satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung (pasal 250 KUHAP). 


Catalan: 


Untuk lindak pidana khusus (tinJag pidana ekonumi dan tindak pidana koiupsi) wewenang pcngusulan, penyidtkan dan penuntutan masih 
tetap ada pada Jaksa/Pcr.unlut Umum (pasal 284 ayat (2) KUHAP). 

Permturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana negara melalui alai-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan 
pidana. jadi berisi a cara pidana (Simons : 1925). 


fungsi HAP : 


a. mcncari dan mcnemukan kebenaran; 

b. pemberian keputusan oleh Hakim; 

c. pclaksanaan keputusan (J M. van Ilcmmclcri - 1950). 
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BAB X 

BEBEIiAPA CATATAN MENGENAI HUKUM PERDATA 
INTERNAS10NAL ( MATERIEL) 

1. Hukum pribadi/status personel = kondisi aiau keadaan pribadi dalam 
hukum yang diberikan/diakui oleh negara untuk mengamankan dan 
melindungi masyarakal dar. lembaga-lembaganya. 

Status personel ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan/ 
ketidakmampuan bersikap tindak dibidang hukum, yang unsur-unsurnya 
tidak dapat diubah atas kemauan salah salu pihak saja. 

- Kewarganegaraamnationality = bila negara diumpamakan sebagai 
suatu organisasi kekuasaan. warga negara adalah anggota dari 
organisasi tersebut Pembatasan yang menetukan siapa warga negara 
suatu negara ditetapkan oleh negara yang bersangkutan, yang mana 
merupakan hak mutlak suatu negara yang berdaulat. 

- status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan 2 (dua) asas utama 

a. ius soli, yaitu berdasarkan asas tempat kelahiran; 

b. ius sanguinis, yaitu berdasarkan asas keturunan 

Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No 62 
1958) menganut kedua asas tersebut. 

- domisili = negara/tempat menetap yang mcnurut hukum dianggap 
sebagai pusat dari kehidupan seseorang. 

Ada 3 (tiga) macam domisili menurut sistim hukum Inggris: 

1. domisili asli; 

2. domisili pilihan; 

3 domisili karena penerapan hukum. 

- pribadi hukum = suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas 
dari anggota-anggotanya dianggap sebagai su'oyek hukum 
mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. 
mempunyai tanggung jawa'o dan memiliki hak-hak serta kewajiban- 
kewajiban seperti yang dimiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban 
seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki 
kekayaan tersendiri. mempunyai pengurus/pengelola dan dapat 
bertindak sendiri sebagai pihak didalam suatu perjanjian. 


2. Hukum harta kekayaan (lihatsistimatika dasar hukum perdata nasional). 

- Hukum perjanjian dalam HPI adalah suatu perjanjian yang 
mengandung nilai ekonomis dan mempunyai unsur asing. Unsur asing 
tersebut mungkin subyek hukum, obyek yang diperjanjikan, 
pemilihan suatu sistim hukum lain oleh 2 pihak yang keduanya 
tunduk dibawah suatu sistim hukum yang sama atau dilaksanakannya 
perjanjian di negara lain dari negara tempat dibuatnya perjanjian 
tersebut. Bila tidak ada pilihan hukum, aliran klasik menggunakan 
asas "lex loci contractus" (= hukum dimana perjanjian tersebut dibuat). 

Asas lainnya adalah "the proper law of a contract" (= hukum dari 
negara yang memiliki titik taut yang paling erat dan nyata dengan 
perjanjian tersebut berlaku di Inggris) dan asas "the most characteris¬ 
tic conection" (=fungsi dari perjanjian yang bersangkutan. artinya 
sistim hukum manakah perjanjian tersebut secara fungsional 
mempunyai hubungan). 

- Penyelewengan perdata (tort) dalam HPI berlaku asas "lex fori". 

Ada 3 (tiga) kemungkinan untuk penyelesaian perkara 
penyelewenagan perdata : 

a. lex loci delicti commissi (= hukum dari tempat terjadi 
penyelewengan perdata); 

b. lex fori (=hukum dari tempat dimana perbuatan tersebut diadili); 

c. lex propria delicti (= hukum tentang penyelewengan perdata yang 
sesungguhnya) 

3. Hukum Keluarga 

Perkawinan dalam pengertian HPI adalah suatu perkawinan yang 
mengandung unsur-unsur asing. Unsur asing tersebut dapat berupa 
seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda 
dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama 
kewarganegaraannya, tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara 
lain atau gaburrgan dari keduanya. 

Di Indonesia sebelum beHakunya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, 
perkawinan international diatur melalui S. 1898 No. 158 (RHG). 
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Peraturan tsb. pada asasnya menetapkan mengenai keabsahan 
perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada 
hukum yang berbeda. Jadi RGH (idak hanya berlaku untuk 
perkawinan internasional saja. tetapi berlaku juga untuk perkawinan 
antargolongan. Sejak Undang-Ur.dang No. ITh. 1974 diberlakukan 
maka hal ihwal mengenai perkawinan diatur dalam pasal-pasal 56. 
57, 58.59,60 dan 61 

Hubungan orang tua dan anak termasuk dalam bidang kekuasaan 
orang tua. Akibat dari adanya hubungan ini timbuliah pada masing- 
masing pihak hak dan kewajiban. Kewajiban orang tua adalah 
memeliharadanmendidikanaknyasertamengurus denganbaiksegala 
kepentingan anaknya dan sebaliknya anak berkewajiban menghormati 
dan menaati kehendak orang tua. serta memelihara mereka dalam 
garis lurus keatas jika mereka memerlukan bantuan, sesuai dengan 
batas kemampuan anaknya itu (lihat Bab X UU Perkawinan). Menurut 
UU Perkawinan dan hukum adat. hubungan hukum antara Ibu dan 
anak sudah tercipta, walaupun lahir diluar pernikahan dan tanpa 
pengakuan dari ibunya. sedangkan BW mengharuskan adanya 
pengakuan tsb. 

Tanpa pengakuan dari ibu sang anak tidak dapat melakukan tuntutan 
apa-apa, misalnya tuntutan alimentasi (= santunan dana). 

Mengenai masalah hubungan ibu dan anak ini hukum perdata ini 
memakai hukum sang ibu, baik merupakan hukum nasional ataupun 
domisili. 

Untuk menentukan status hubungan ayah dan anak tidak sah HPI 
menggunakan hukum sang ayah, sedangkan untuk menetapkan 
tuntutan alimentasi menurut Convensi Den Haag 1956, dipakai hukum 
kediaman de facto sang anak. 

4. Hukum Waris. 


Mengenai pengertian pewarisan atau successions BW merumuskannya 
sebagai pemindahan hak milik atas segala barang, segala hak dan segala 
piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya 
(lihat pasal 833 BW). Jadi pada dasarnya pewarisan adalah sualu 
pemindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia 
kepada para ahli warisnya 


Pada dasarnya mengenai harta penmggalan seorang pewaris berlaku dua 
prinsip utama. yaitu : 

1 prinsip pemisahan harta peninggalan dan. 

2 prinsip kesatuan harta peninggalan. 

Ad 1. 

Harta peninggalan seorang pewaris dipisahkan antara benda lepas dan 
benda tetap. Benda lepas diwariskan berdasarkan hukum pribadi si 
pewaris. sedangkan benda tetap diwariskan dengan mengikuti ketentuan- 
ketentuan lex situs, yaitu hukum dari negara dimana benda tetap tsb. 
terletak. Prinsip inidianutdinegara-negara AngloSaxon.AmerikaSerikat. 
Rusia dan beberapa negara lain 

Ad. 2. 

Harta peninggalan si pewaris baik benda lepas maupun benda tetap. 
merupakan satu kesatuan dan semuanya diwariskan berdasarkan hukum 
pribadi si pewaris. Prinsip ini dianut dinegara-negara Eropa Kontinental 
yang mengambil alih Code Civil, dan Indonesia termasuk ke dalam 
kelompok negara penganut prinsip kesatuan harta peninggalan ini. 

Para penganut prinsip tsb. bekerja atasdasarjurispmdensi HPI dan ooktrin 
yang mengacu pada asas nasionalitas. 

Catalan : 

Prmsip-prir.sip HPI Indonesia: 

1. Pasal 16: 

Perundang-undangan mengenai kedudukan dan wewenang orang pribadi 
tetap berlaku (mengikat) bagi WNI apabila mereka ada di luar negeri. 
Tetapi jika mereka bertempat tinggal di luar wilayah negara Ri selama 
mereka mcnetap disana, mereka itu tunduk pada undang-undang yang 
berlaku disana yaitu yang berkaitan dengan bagian hukum perdata 
tersebut (pasal 83 KUHS). 

2. Pasal 17. 

Mengenai harta benda tetap, berlaku undang-undang dinegara atau 
tempat dimana benda tetap itu terletak. 

3. Pasal 18: 

Bentuk dari setiap perbuatan dilihat menurut aturan dalam undang- 
undang di negara atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan (KUHP 
ps. 83 dan ps. 945. KUHD ps. 517 c dan ps. 533 c). 
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HUKUM INTERNATIONAL 
(= hukum yang oerhubungan 
dengan peristhua inlcmasionall 


IstibU'pengertian kesdutuhar. kaedah-kaedah dan asas-asas yang inengatur hubungan 
persoalar. yang mehntasi batAi-batas negara antara 
l) Negara d«ng%m negara 2) Negaradenqmi suhvvk hukum bukan negara. 
3) Subyck hukum bukan ncgara safu sama bin 

Sumbei hukum (found) i) iboaniian-peqanjian HUeinas<onal. 

2) Kebiasaankebiasaan mternastonaJ. 

3f Pnnsip-prmsip uinum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. 

4) Keputusar per.gadibn; 5) Doklnn. 6) fVnjndang-undangan 

1 -Subyek hukum intemasional 1) Negara. 21 Tahta suci | Vatican); 3) Organsasi international. 

4) Wang Meiah Inter national. 5) ft»mberontal;an dan pihak dabm 
wngketa, 6) Orang perorangan (mdiwlu). 7| PB8 

Catatan contoh ketentu.ii> I lukum Pkiana International yang bcrsumber national paral 2 sampai 
dengan pasal 6 Kl THP sedangkan sumber hukuin dan ek£radisi adalah perjaniian 
international. 

j- Istdah/pengenian hukuin bercama bagi bertagai negara a*au hukuin sualu ivegara yang Itngkup- 

lakunya melainpaui batas lingkungan national Mengenai Imgkupny.r 
mungkin f\trjanjian Intemasional (bid hk pubhk. bid hk perdata. bid hk 
pidana). mungkin pub Rnundang urxlangan Nasional (ps 11. ps 13 UUD 
45. 5 1S°S-158 Or Orkawir.an Campuran. ps 3 s/d ps 8 KUrlP). 

Aneka macani kaedah hukum perdata uiternasional 

1) Kaedah penunjuk 1 = inenumuk swim hukum negara tertentu untuk selesaikan penstr.ua 
perdata international) 

- tidak tertulb (ratn'ikasi traktatl 

- lertulis (ps. 18 AB bentuk suatu perbuatan ditcntukan menuruthukumsuatu negara/ 
tempat dimana perbuatan tcrsebut dibkukan) 

2) Kaedah pencntu 1 = kaedah yang inemuaf bngsung ketentuan yang bertaku untuk 
peristiwa perdata mtcrnasional) 

ps 11 dan ps 13 UUD 1945. ps 77 ayat (2) R.G H 

— Suinber hukurn (sama dengan suinbet hukum dan Mukutn Intemasional Publik) 

^- Ruanghngkup 11 PI materiel — - > hk pribadi hk harla kekayaan. hk keknvga. hk wans 

H PI IovmI —> kwalifikasi. persoalan prcliinmer. penyelundupan hk 
pengakuan hak yang tebh diperoleh. keterliban umuin. asas timbal b.*Jik 
penyesuauit j:«r: .akatar hk a?mg. renvoi, pebksaitaan kejKjtusar nakun asing 


HUKUM PEDATA INTERNATIONAL - 

(= hukuin antar tata hukurr.) 


HUKUM INTERNASIONAL PUBUK- 

-f= hukum bangsa-bangsa. hukum 

antai negara. Iaa* ol nations) 


Lampiran I : Bagan disiplin Hukuin Khusus Segi Khusus dari 
disiplin Hukum (dalam bentuk bagan) 


-~j 


SEGI KHUSUS 
DARI DISIPLIN HK 


SEJARAH TATA HUKUM 


SISTIMAT1KA DASAR PEMBIDANGAN 
TATA HUKUM (BERDASARKAN HUKUM 
PUBLIK/HUKUM PERDATA DAN HUKUM 
MATERIEL/HUKUM FORMIL) 




Hukuin Tata Negara 

/X 

Materiel Formil 


Hukum Adm. Neg. 



Materiel formil 



Materiel: Formil 


1. Hk. Pribadi 

2. Hk. Harta Kekayaan : 

- Hukum Benda 

— Hukum Perikatan 

- Hk. Hak Immaterial 

3. Hk. Keluarga 

4. Hk. Waris 






I.ampiran III: Mengenai Sejarah Kodifikasi Hukum I'idana/Hukum 
Acara Pidana 



Kcterangin . 

1) . Undang-undang No. 19 tahun 1964 dinyatakan ndak bcilaku oleh L’ndangundang 

No. 6 tahun 1969 menjadi Undanp-undang No 14 tahun 1970 - Undanp-undang 
No. 2 tahun 1986 

2) . Undanp-uodang No. 13 tahun 1965 diiabut dan difanli denpan Undang-undang 

No 8 tahun 1981 dan Undanp-undanc No 14 tahun 1985. 
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oo Lampiran IV : Hagan HTN Sub Sistim Formal 

J.H.A. Logemann : Bahan Hukum. 


L Hukum 


bahan idiil 


L* bahan nil 


i->- rasionil 
keiuiilaan 



sistem formil hukm 


^manusia 
♦ tradisi 

-» alam lingkungan 



sistem materiil hukum 


TL 


Sistem formO hukum_ 


-* subyek hukum 
-akekuasaan hukum 
■+ hubungan hukum 



obyek pembahasan daii ajaran tentang lingkuplaku pribadi 
obyek pembahasan daii ajaran tentang lingaup-laku wilayah 
obyek pembahasan dan ajaran tentang hubungan-hubungan hukum 


III. Sistem formil hukum 


Hukum tata-negara 
dalam arti luas 


ajaran tentang lingkup-laku pribadi ___^ lingkup- 

laku jabatan 

ajaran tentang lingkup-laku wilayah -*• lingkuplaku 

wilayah negara 


ajaran tentang hubungan-hubungan hukum -► ajaran 

tentang hukum administrasi negara 


Hukum 

Negara 



Hukum Tala 

Negara. 

(materiil) 


Hukun Admi 
nistrasi Negara 
(materiil + formil) 



Tentang svsunan 
dan kewenangan 

1. Pemerintah; 

2. Peradilan; 

3. Polisi; 

4. Perundang-undangan 


Mengclur tindak 
hukum badan . 



Hukum Pemcrintahan; 
Hukum Peradilan; 
Hukum Kcpolisian. 
Hukum Perundang- 
undangan. 


Ilk. acara 
Ilk. acara 
Ilk. acara 
l.'k acara 


ketata-negaraan; 
keperdataan; 
kepidanaan. 
adm. negara. 


Hukum Pidana 
(materiil) 


H Hukum Perxlata 
(materiil) 
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Keterangan 

Bagan di atas adalah susunan hukum Negara menurut ajaran C. van Vollenhoven 



Lampiran V : Bagan Inti Permasalahan Hukum Tata Negara (dalam bentuk bagan) 


HUKUM TATA NEGARA 
(Inti Permasalahan) 



Slatus/kedudukan 



- Lembaga Negara 


Bnkan Watga Negara 


Peranan/Role 



Peranan hukum yang Peranan bukan hukum 

liarus dilaksanakan (wantah) 

(hak/kewajiban) 


Lampiran VI : Bagan Inti Permasalahan 

Hukuin Administrasi Negara 


INTI PERMASALAHAN HAN 
(dengan titik-tolak pada pengertian bahwa 
pada hakekatnya Adm. Neg. adalah kegiatan 
rnelaksanakan karya kenegaraan). 



Kegiatan Adm. Negara 


Hubungan subyck dalam Adm. Negara 


SflcAp-tidak/perilaku 
hukum negara yang 
merupakan pelaksana- 
•n peranan hukum 
(hak/kewajiban) 


Sikap-tindak/peri- 
laku semata (=ti- 
dak yuridis/tindak 
material) 


Sikap-tindak/perilaku 
hukum perdata. 


Ptoses mendptakan peraturan- 
peraturan yang merupakan ke^ 
tentuaa abatrak/umum (Pa 21 
UUD 1945 dan Pa 5 ayat (1) 
UUD 1945). 


Proaes mendptakan keputusan yang 
merupakan ketentuan konkrit untuk 
subyek khusus: 

a) bidang pemerintah (bestuur) 

- perizinan 

- pembebanan 

- penentuan status 

- pembuktian 

- pengadaan/pemeliharaan 
perlengkapan administrasi 

b) bidang kepolisian (proses pence- 
gshan dan penindakan peristiwa 
yang mengganggu kemantapan 
umum atau khusus mengganggu 
kehidupan pribadt/antar pribadi 

c) bidang peradilan (administration 
of justice). 


Hubungan antar penguasa 

(Penjabat/Badan 

Perlengkapan) 


Hubungan antar Penguasa de¬ 
ngan masvarakat. 



Koor- 

dinatif 


Fungsional 

prinstp 

pr insip 

(kesesuaian 

pasif 

aktif 

ar.tar rumusO 

(cita-cita 

(cita-cita 

an tugas dengan 

"Negara 

"Negara 

pelaksanaan 

Penjaga 

Kcscjah- 

peranan 

Malam") 

tcraan") 



Lampiran : VII 


Nomor 22, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 
3274) ; 


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 1989 
TF.NTANG 
PATEN 


Dengan persctujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN. 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


BAB I 

KETEN'TUAN UMUM 


Menimbang : 


a. Bahwa Negara Rcpublik Indonesia adalah negara 
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, bertujuan mewujudkan masyarakai yang 
adil dan makmur yang merata matriil dan spir.tual ; 

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan na- 
sional pada umumnya dan pembangunan scktor eko- 
nomi pada khususnya, teknologi memiliki pcranan 
yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan 
dan pengembangan industri ; 

c. Bahwa dengan memperhalikan pentingnya peranan 
teknologi dalam peningkatan dan pengembangan in¬ 
dustri tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan 
iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan-pene- 
muan teknologi dan perangkat untuk memberikan 
per-lindungan hukum terhadap hasil kegiatan 
tersebut; 

d. Bahwa untuk mewujudkan iklim dan perangkat per- 
lindungan hukum sebagaimana tersebut di alas, di- 
pandang pcrlu untuk segera menetapkan pengaturan 
mengenai paten dalam suatu Undang-undang ; 


Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1). Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 ayat 

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ; 

2. Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 ten- 
tang Pcrindusirian (Lembaga Negara Tahun 1984 


Fasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas 
hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tericntu 
melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan 
persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakan nya. 

2. Penemuan adalah kegiatan pemeeahan masalah tcrtcniu di bidang 
teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau peyem- 
pumaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. 

3. Penemu adalah seorang atau beberapa orang sccara bersama- 
sama atau badan hukum, yang melaksanakan kegiatan yang mengha- 
silkan penemuan. 

4. Pcmegang Paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang 
mcnerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang 
mencrima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas yang terdaftar 
dalam Daltar Umum Paten. 

5. Pemeriksa Paten adalah pejabat yang kaiena keahliannya diangkat oleh 
Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
pemintaan paten. 

6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tegas dan tanggung jawabnya 
meliputi pembinaan paten. 

7. Kantor Paten adalah unit organisasi di lingkungan depertemen 
pemenn-tahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang 
paten. 
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BAB II 

LINGKUP PATEN 
Bagian Pertama 

Penemu 2 n Yang Dapat Diberikan Paten 

Pasal 2 

(1) Paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung 
langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. 

(2) Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan 
tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai 
teknik meru-pakan hal yang tidak dapat diduga scbelumnya. 

(3) Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat 
diduga hams dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada 
pada saat diajukan permintaan paten a tan yang telah ada pada saat 
diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan 
dengan hak prioritas. 

Pasal 3 

Suatu penemuan tidak dianggap baru, jika pada saat pengajuan 

permintaan paten : 

a. Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar 
Indonesia dalam satu tulisan yang sedemikian mpa schingga 
memungkinkan seorang ahli untuk tnelaksanakan penemuan terse¬ 
but ; atau 

b. Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia dengan pengu- 
raian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara 
lain sedemikian mpa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk 
tnelaksanakan penemuan tersebut. 

Pasal 4 

Suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika dalam 
jangka waktu paling lama enam bulan sebelum permintaan paten 
diajukan : 

Penemuan itu telah dipertunjukkan dalam suatu pameran intema- 
sional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui 
sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang 
resmi atau diakui sebagai resmi ; 


Penemuan itu telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam 
rangka pcrcobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. 

Pasal 5 

Suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri jika penemuan 
tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis 
industri. 

Pasal 6 

Setiap penemuan bernpa benda, alai atau basil produksi yang bam 
yang tidak mcmiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai 
kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstmksi atau 
kompo-sisinya dapat mempcroleh perlindungan hukum dalam bentuk 
Paten Sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut. 

Bagian Kedua 

Penemuan Yang Tidak Dapat Diberikan Paten 
dan Yang Ditunda 

Pasal 7 

Paten tidak dilx-.rikan untuk : 

a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman 
dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan 
peraturan pemndang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau 
kesuli-laan; 

b. Penemuan tentang proses atau hasil produksi makanan dan 
minuman, termasuk hasil produksi berupa bahan yang dibuat 
melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan 
minuman guna dikonsumsi manusia dan atau hewan ; 

c. Penemuan tentang jenis atau varitas bam tanaman atau hewan, atau 
tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakan ta¬ 
naman atau hewan beserta hasilnya ; 

d. Penemuan tentang metoda, pemeriksaan, perawatan, pengobatan 
dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, 
tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau 
berkaitan dengan metoda tersebut ; 
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e. Penemuan tentang teori dan metoda di bidang ilmu pengetahuan 
dan metematika. 

Pasal 8 

(1) Dcngan Keputusan Prcsiden dapat diteiapkan bahwa penemuan 
tcrteniu baik yang bcrupa proses maupun hasil produksi ditunda 
pemberian patennya dalam jangka waktu paJing lama lima lahun, 
dcngan kctentuan bahwa penctapan tersebut tidak berlaku terhadap: 

a. Penemuan yang pada saat itu telah mcmpcroleh aiau dibcri paten; 

b. Penemuan yang pada saat dikeluarkannya Keputusan Prcsiden 
dapat dimintakan paten berdasarkan hak prioritas. 

(2) Setelah berakhimya jangka waktu penundaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pcmintaan paten langsung diumumkan 
dan pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhimya jangka 
waktu pengumuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

Bagian Ketiga 
Jangka Waktu Paten 

Pasal 9 

(1) Paten diberikan untuk jangka waktu sclama empat bclas tahun 
terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten. 

(2) Tanggal mulai dan berakhimya jangka waktu paten dtcatat dalam 
Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Beriia Resmi Paten. 

Pasal 10 

Paten Scderhana diberikan untuk jangka waktu sclama lima tahun 

terhitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhann. 

Bagian Keempat 
Subyek Paten 

Pasal 11 

(1) Yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang 
mcnerima lebih lanjut hak penemu itu. 


(2) Jika suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara 
bersama-sama maka yang menenma lebih lanjut hak mercka. secara 
bersama-sama berhak atas penemuan tersebut. 

Pasal 12 

(1) Kccuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai penemu adalah 
mereka yang untuk pertama kali mengajukan pcmiintaan paten. 
(2j Mereka yang mengajukan permintaan paten sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) tidak diberikan paten, jika isi permintaannya memuat 
salinan yang diambil dan uraian dan atau gambar mengenai 
penemuan orang lain yang sedang dimintakan atau telah 
memperoleh paten. 

Pasal 13 

(1) Kecuali diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian kerja maka yang 
ber-hak memperoleh paten atau suatu penemuan yang dihasilkan 
adalah orang yang memberi pekerjaan itu. 

(2) Ke'cntuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku 
terhadap penemuan yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun 
pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam 
pekerjaannya, seka-lipun perjanjian kerja itu tidak 
mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan. 

(3) Penemu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berhak 
untuk mendapatkan imbalan yang layak dcngan memperhatikan 
manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penemuan tersebut. 

(4) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)dapat dibayarkan: 

a. Dalam jumlah tcrientu dan sekaligus ; atau 

b. Proscntase atau 

c. Gabungan antara jumlah tertemu dan sekaligus dcngan hadiah 
atau bonus ; atau 

d. Gabungan antara proscntase dcngan hadiah atau bonus ; yang 
besamya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. 

(5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan 
penetapan besamya imbalan, keputusan untuk itu dimintakan 
kepada Pengadilar. Ncgeri setempat. 
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(6) Keicniuan sebagaimana dirnaksud dalam ayai (1), ayai (2) dan ayat 
(3) sama sckali tidak mcnghapuskan hak penemu untuk tetap 
dicantumkan namanya dalam sura', pemberian paten. 

Pasal 14 

(1) Seseorang yang mclaksanakan suatu penemuan pada saat atas pene- 
muan serupa diminiakan paten, tetap berhak melaksanakan 
penemuan tcrscbut scbagai pcnernu terdahulu, sckalipun terhadap 
penemuan yang senipa tersebut kemudian diberi paten. 

(2) Ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) juga berlaku 
terhadap permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas. 

Pasal 15 

Ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku 
bilamana orang yang mciaksanakan penemuan tersebut melakukannya 
dengan meng-gunakan pengetahuan tentang penemuan tersebut dari 
uraian, gambar, contoh atau ketcrangan lainnya dari penemuan yang 
diminiakan paten. 


Pasal 16 

(1) Seseorang yang melaksanakan suatu penemuan sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 14, dapat diakui sebagai penemu terdahulu 
apabila setelah diberikannya paten terhadap penemuan yang serupa 
ia mengajukan permintaan untuk itu kepada Kantor Paten. 

(2) Permintaan pengakuan sebagai penemu terdahulu wajib disertai 
bukti bahwa pclaksanaan penemuan tersebut tidak dilakukan 
dengan meng-gunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan 
lain-nya dari penc-muan yang dimintakan paten. 

(3) Pengakuan sebagai penemu terdahulu diberikan oleh Kantor Paten 
dalam bentuk Surat Keterangan Penemu Terdahulu dengan 
membayar biaya untuk itu. 

(4) Surat Keterangan Penemu Terdahulu berakhir pada saat yang 
bersa-maan dengan saat berakhimya paten atas penemuan yang 
serupa tcr-sebut. 


Bagian Kelima 

Hak dan Kewajibnm Pemegang Paten 
Pasal 17 

Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara 
perusa-haan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan 
memberikan persetujuan kepada orang lain, yaitu : 

a. Membuat, mcnjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyedia- 
kan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang 
diberi paten ; 

b. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat 
barang dan tindakan lainnya sebagaimana dirnaksud dalam huruf a. 

Pasal 18 

Pemegang Paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara 
Republik Indonesia. 

Pasal 19 

Untuk pcngelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan 
lisensi, Pemegang Paten atau pemegang Lisensi suatu paten wajib 
membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan. 

Bagian Keenam 

Pengecualian Terhadap Pclaksanaan 
dan Pelanggaran Paten 

Pasal 20 

Impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan 
proses yang diberi paten tidak merupakan pelaksanaan paten. 

Pasal 21 

Impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan 
proses yang diberi paten atau padanannya, yang dilakukan oleh orang 
selain Pemegang Paten tidak merupakan pelanggaran atas paten yang 
bersangkutan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
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Fasal 22 

Pemakaian penemuan baik yang berupa proses maupun basil 
produksi, penjualan, penyewaan atau penyerahan hasil pemakaian 
penemuan yang lelah berlangsung pada saai atau scbclum diberikannya 
paten untuk penemuan yang bersangkutan, tidak mcrupakan pclanggaran 
terhadap paten tersebut. 

BAB Ill 

PERM1NTAAN PATEN 
Bagian Pertama 
Umum 

Pasal 23 

Paten diberikan alas dasar permintaan. 

Pasal 24 

Setiap permintaan paten hanya dapat diajukan untuk satu 
penemuan. 

Pasal 25 

Permintaan paten diajukan dcngari membayar biaya kepada Kantor 
Paten yang besamya ditetapkan Mcntcri. 

Pasal 26 

(1) Apabila permintaan paten diajukan oleh orang yang bukan [)cncmu. 
per-mintaan tersebut harus discrun pemyataan yang dilengkapi 
bukti yang cukup baliwa la berhal: altis penemuan yang 
bersangkutan. 

(2) Kantor Paten wajib mengirimkan salinan pemyataan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) kepada penemu. 

(3) Penemu dapat mencliti surat permintaan paten yang diajukan oleh 
orang yang bukan penemu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan atas biayanya sendiri dapat mcminta salinan dokumen 
permintaan tersebuL 

Pasal 27 

(1) Permintaan paten dapat diajukan melalui Konsultan Paten di 


Indonesia selaku kuasa, kecuali dalam hal tcrientu yang diatur lain 
dalam Undang-undang ini. 

(2) Konsultan Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
konsul-ian yang tclab terdaflar dalam Deftar Konsulum Paten di 
Kantor Paten. 

(3) Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasa, Konsultan Paten 
berkewajiban menjaga kcrahasiaan penemuan dan scluruh dokumen 
permintaan paten sampai dengan tanggal diumumkannya 
permintaan paten yang bersangkutan. 

(4) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat didaftar sebagai 
Konsultan Paten, diatur dengan Peraturan Pcmcrintah. 

Pasal 28 

(1) Permintaan paten yang diajukan oleh penemu atau yang berhak atas 
penemuan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan iciap 
diwilayah Negara Rcpbulik Indonesia harus diajuknan melalui 
konsultan Paten di Indonesia selaku kuasa. 

(2) Penemu atau yang berhak atas penemuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus menyatakan dan mcmilih tempat tinggal atau 
kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan permintaan 
paten tersebuL 

Pasal 29 

(1) Permintaan paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas 
sebagaimana diatur dalam konvensi intemasional mengenai perlin- 
dungan paten yang diikuti oleh Negara Rcpublik Indonesia, harus 
diajukan dalam waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal 
permintaan paten yang pertama kali ditcrima di negara manapun 
yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut. 

(2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang ini 
mengenai syarat-syarat yang hams dipenuhi dalam surat permintaan 
paten, permintaan paten dengan hak prioritas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1 ) wajib dilengkapi dengan salinan surat 
permintaan paten yang pertama kali yang disahkan oleh pihak yang 
berwenang di negara yang bersangkutan dalam waktu enam bulan 
terhitung sejak tanggal surat permintaan tersebuL dengan ketentuan 
bahwa scluruhnya tidak melampaui batas waktu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 
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(3) ApabiJa syaral sebagaimana dimaksud dalani ayai (1) dan ayat (2) 
lidak dipcnuhi, pcrmintaan paten tidak dapat diajukan dengan 
menggur.akan hak prioritas. 

Pasal 30 

(1) Pcrmintaan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
kepada Kantor Paten. 

(2) Surat permintaan paten harus memuat ; 

a. Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan ; 

b. Alamat Iengkap dan jclas orang yang mengajukan permintaan 
tcrmaksud angka 1 ; 

c. Nama Iengkap dan kcwarganegaraan pencmu ; 

d. Dalam hal pcrmintaan diajukan orang lain selaku kuasa 
dilcngkapi pula nama Iengkap dan alamat Iengkap kuasa yang 
bcrsangkutan; 

e. Surat kuasa khusus, dalam hal pcrmintaan diajukan oleh kuasa: 

f. Permintaan unluk dibcri paten ; 

g. Judul pcncmuan ; 

h. Klaim yang terkandung dalam penemuan ; 

i. Dcskripsi tertulis tcntang pcncmuan yang sceara Iengkap 
memuat keterangan tentang cara melaksanakan penemuan; 

j. Gambar yang disebut dalam dcskripsi yang dipcrlukan untuk 
memperjelas; 

k. Asbtraksi mengenai penemuan. 

(3) Kctentuan lebih lanjut tcntang pelaksanaan pengajuan permintaan 
paten diatur oleh Menteri. 

Bagian Kedua 

Permintaan Paten Dengan Hak Prioritas 
Pasal 31 

(1) Selain salinan surat pcrmintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (2), Kantor Paten dapat mcminta agar permintaan paten 
yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas tersebut 
dilengkapi pula dengan ; 


a. Salinan yang sah surat-surat yang bertalian dengan hasil peme- 
riksaan yang dilakukan terhadap permintaan paten yang pertama 
kali di luar negeri ; 

b. Salinan yang sah dokumen paten yang telah diberikan sehu- 
bungan dengan permintaan yang pertama kali di luar negeri ; 

c. Salinan yang sah keputusan mengenai penolakan atas 
permintaan paten yang pertama kali di luar negeri bilamana 
permintaan tersebut ditolak ; 

d. Salinan yang sah keputusan pembatalan paten yang 
bcrsangkutan yang pemah dikeluarkan di luar negeri, bilamana 
paten tersebut pemah dibatalkan ; 

e. Lain-lain dokumen yang diperlukan untuk mempermudah peni- 
laian bahwa penemuan yang dimintakan paten memang meru- 
pakan penemuan yang bam dan benar-benar mengandung 
langkah yang inventif. 

(2) Penyampaian salinan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah 
oleh orang yang mengajukan permintaan paten. 

Pasal 32 

Ketentuari lebih lanjut mengenai permintaan paten yang diajukan 
dengan hak prioritas diatur dengan Peraturan Pemerintah. 


Bagian Ketiga 

Waktu Penerimaan Permintaan Paten 
Pasal 33 

(1) Permintaan paten dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat 
permintaan paten oleh Kantor Paten, seteleh diselesaikannya 
pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

(2) Tanggal penerimaan permintaan paten adalah tanggal pada saat 
Kantor Paten menerima surat permintaan paten yang telah meme- 
nuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 
dalam hal permintaan paten berdasarkan hak prioritas telah pula 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 29 dan Pasal 
31. 
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(3) Tanggal penerimaan surat pcrminiaan paien dicaiat secara khusus 
olch Kantor Paten. 

Pasal 34 

(1) Apabila temyata terdapat kckurangan pemenuhan syarat-syarai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Paten meminta agar 
kckurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung 
sejak tanggal pengiriman surat pcrminiaan pemenuhan kckurangan 
tersebut olch Kantor Paten. 

(2) Bcrdasarkan alasan yang disctujui Kantor Paten, jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11 dapat diperpanjang untuk 
paling lama tiga bulan atas pcrminiaan orang yang mengajukan 
pcrminiaan paten. 

Pasal 35 

Dalam hak terdapat kckurangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34, tanggal penerimaan pcrminiaan paten adalah tanggal ditcrimanya 
pemenuhan tcrakhir kckurangan tersebut oleh Kantor Paten. 

Pasal 36 

Apabila kckurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagai¬ 
mana dimaksud dalam Pasal 34, Kantor Paten memberitahukan secara 
leriulis kepada orang yang mengajukan pcrminiaan paten bahwa permin- 
taan paten dianggap ditarik kembali. 

Pasal 37 

Apabila selama pcmcriksaan awal ditemukan adanya dua atau lebih 
permintaan paten untuk penemuan yang sama dan salah satu diantaranya 
diajukan dengan hak priorilas olch orang yang sama pula. Kantor Paten 
berhak mcnolak permintaan tersebut atas dasar alasan bahwa untuk satu 
penemuan hanya dapat diajukan satu permintaan paten. 

Pasal 38 

(1) Apabila untuk satu penemuan yang sama temyata diajukan lebih 
dari satu permintaan paten oleh orang yang berbeda. hanya 
permintaan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat 
diterima. 


(2) Apabila permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diajukan pada tanggal yang sama, maka Kantor Paten minta dengan 
surat kepada orang-nrang yang mengajukan permintaan tersebut 
untuk berunding guna memuluskan permintaan mana yang diajukan 
dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Kantoi Paten sclam- 
bat-lambatnya cnam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat 
tersebut. 

(3) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan diantara orang- 
crang yang mengajukan permintaan paten atau tidak dimungkinkan 
dilakukannya perundingan atau hasil perundingan tidak 
disampaikan kepada Kantor Paten dalam waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka permintaan paten 
tersebut ditolak dan Kantor Paten memberitahukan hal tersebut 
secara tertulis kepada orang-orang yang mengajukan paten tersebut. 


Bagian Keempat 
Perubahan Permintaan Paten 

Pasal 39 

- * - 1 Permintaan paten dapat diubali dengan ketentuan bahwa perubahan 
tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan yang telah 
diajukan dalam permintaan semula. 

(2) Perubahan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permintaan 
semula. 

Pasal 40 

(1) Perubahan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat 
diajukan secara terpisah dalam satu permintaan atau lebih, tetapi 
dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimintakan 
dalam setiap permintaan tersebut tidak mclcbihi lingkup pcrlin- 
dungan yang diajukan dalam permintaan semula. 

(2) Dalam hal perubahan tersebut berupa pemccahan permintaan seba¬ 
gaimana dimaksud dalam ayat (1), pcrminiaan tersebut dianggap 
diajukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan per¬ 
mintaan semula. 
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Bagian Kelima 

Penarikan Kembali Permintaan Palen 
Pasal 41 

(1) Surat permintaan paten dapat ditarik kembali dengan mengajukan 
secara tcrtulis kepada Kantor Paten. 

(2) Ketcntuan lebih lanjut mengenai penarikan kembali sura! permin¬ 
taan paten diatur dengan Peraturan Pemcrintah. 


Bagian Keenam 

Perpanjangan Jangka VVaktu Paten 
Pasal 42 

Atas permintaan Pcmegang Paten, jangka waktu paten dapat diper- 
panjang satu kali untuk selama dua tahun. 

Pasal 43 

(1) Permintaan perpanjangan jangka waktu paten sebagaimana dimak- 
sud dalam Pasal 42 hams memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Permintaan hams diajukan secara tertulis dalam waktu tidak le¬ 
bih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan 
scbclum jangka waktu paten terakhir. 

b. Pemegang Paten hams menyampaikan bukti yang meyakinkan 
Kantor Paten, bahwa : 

1. Penghasilan yang diperoleh dari pclaksanaan paten belum 
dapat menutup seluruh biaya kegiatan penelilian dan 
pengembangan yang me.nghasilkan penemuan yang diberi 
paten tersebut ; 

2. Paten tersebut telah secara terns menerus dilaksanakan 
sccukupnya di Indonesia dan akan tents dilaksanakan untuk 
memenuhi kebutuhan di Indonesia ataupun untuk keperluan 
ekspor. 

(2) Keputusan tentang persetujuan atau penolakan atas permintaan per¬ 
panjangan jangka waktu paten tersebut disampaikan secara tertulis 
kepada Pemegang Paten. 


(3) Dalam hal permintaan tersebut ditolak, maka alasan penolakan 
dijelaskan dalam surat pemberitahuan. 

Pasal 44 

Keputusan tentang persetujuan atau penolakan permintaan perpan¬ 
jangan jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan 
diumumkan dalam Berita Rcsmi Paten. 

Bagian Ketujuh 

Larangan Mengajukan Permintaan Paten 
dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan 

Pasal 45 

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah 
pension atau berhenti karena sebab apapun dari Kantor Paten, pegawai 
Kantor Paten atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas 
nama Kantor Paten, dilarang mengajukan permintaan paten, memperoleh 
paten atau dengan cara apapun memperoleh hak atau memegang hak yang 
berkaitan dengan paten kecuali bila pemilikan paten itu diperoleh karena 
warisan. 

Pasal 46 

Terhitung sejak tanggal pcncrirr.aan surat permintaan paten, seluruh 
aparat Kantor Paten berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan 
seluruh dokumen permintaan paten, sampai dengan tanggal diumum- 
kannya permintaan paten yang bersangkutan. 

BAB IV 

PF.MERIKSAAN 
Bagian Pertama 

Pengumuman Permintaan Paten 

Pasal 47 

(1) Kantor Paten mengumumkan permintaan paten yang telah meme¬ 
nuhi ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 serta permintaan 
tidak ditarik kembali. 


102 


103 



(2) Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya : 

a. Enam bulan sctclah tanggal pcncrimaan pcrminiaan paien ; 

b. Dua bclas bulan sctclah tanggal pcncrimaan pcrminiaan paten 
yang pertama kali, dalam hal pcrminiaan paten dengan hak 
prioritas. 

Pasal 48 

(1) Pengumuman bcrlangsung sclama enam bulan dan dilakukan 
dengan : 

a. Menempalkan pada papan pengumuman yang khusus 
discdiakan untuk itu dan dapat dengan mudah sena jelas dilihat 
oleh masyarakat, dan 

b. Menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang ditcrbiikan 
sccara berkala oleh Kantor Paten. 

(2) Tanggal mulai diumumkannya permintaan paten dicatat oleh 
Kantor Paten dalam daftar pengumuman. 

Pasal 49 

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan : 

a. Nama dan alamat lengkap penemu atau yang berhak atas penemuan 
dan kuasa apabila permintaan diajukan melalui kuasa ; 

b. Jumlah permintaan paten ; 

c. Judul penemuan ; 

d. Tanggal pengajuan permintaan paten atau dalam hal permintaan paten 
dengan hak prioritas : tanggal, nomor dan negara dimana permintaan 
paten yang pertama kali diajukan ; 

e. Abstraksi. 

Pasal 50 

Kantor Paten menyediakan tempat yang khusus untuk memberikan 
kesempaian kepada anggoia masyarakat yang bcrkcpeniingan untuk meli- 
hat dokumcn permintaan paten yang diumumkan. 

Pasal 51 

(1) Sclama jangka waktu pengumuman, setiap orang setelah melihat 


pengumuman permintaan paten dapat mengajukan sccara tcrtulis 
pendangan atau keberatannya atas permintaan yang bersangkutan 
dengan mencantumkan alasannya. 

(2) Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan sebagaimana dimak- 
sud dalam ayat (1), Kantor Paten scgcra mengirimkan salinan surat 
yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada orang 
yang mengajukan permintaan paten. 

(3) Orang yang mengajukan permintaan paten berhak mengajukan 
sccara tcrtulis sanggahan dan penjelasan tcrliadap pandangan atau 
keberatan tersebut kepada Kantor Paten. 

(4) Kantor Paten menggunakan pandangan atau keberatan, sanggahan 
dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) 
sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemcriksaan 
atas permintaan paten yang bersangkutan. 

Pasal 52 

(1) Dengan persetujuan Mentcri, Kantor Paten dapat mcncuipkan untuk 
tidak mengumumkan scsualu permintaan paten, apabila menurut 
pertimbangannya. penemuan tersebut dan pengumumannya 
dipcrki-rakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan 
kepen-tingan pertahanan keamanan Negara. 

(2) Ketetapan untuk tidak mengumumkan permintaan paten sebagai¬ 
mana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan sccara tcrtulis oleh 
Kantor Paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten, 
dengan icmbusan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan 
apabila pcrminiaan paten diajukan oleh kuasanya. 

(3) Terhadap permintaan paten yang tidak diumumkan, tidak bcrlaku 
kcicntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49. 

(4) Konsultasi yang ddakukan Kantor Paten dengan instansi 
Pemerintah lainnya, termasuk penyainpaian informasi mcngcnai 
penemuan yang dimimakan paten, yang kemudian berakhir dengan 
ketetapan udak diumumkannya permintaan paten, tidak dianggap 
sebagai pelanggarar. kewajiban untuk menjaga kciahasiaan 
penemuan dan dokumcn permintaan paten yang bersangkutan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mengurangi 
kewajiban instansi Pemerintahan yang bersangkutan beserta apa- 
ratnya untuk tetap menjaga kcrahasiaan penemuan dan dokumcn 
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pcrminiann paten yang dikonsultasikan kepadanya terhadap pihak 
kcuga manapun. 

Pasal 53 

(1) Terhadap pcrminiaan paten yang tidak diumumkan, dilakukan 
pemeriksaan mengenai dapat diberi atau tidak dapat diberikannya 
paten, apabila : 

a. Telah lewat waktu enam bulan terhitung mulai tanggal 
penetapan Kantor Paten mengenai tidak diumumkannya 
permintaan paten yang bersangkutan ; 

b. Permintaan paten tcrsebul tidak ditarik kemba'i, 

(2) Pemeriksaan terhadap permintaan paten sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan oleh Pcmerintah tanpa membebani biaya 
pemeriksaan kepada orang yang mengajukan permintaan paten. 

Pasal 54 

Kctcntuan lebih lanjut mengenai penyelcnggaraari pengumuman di- 
atur oleh Memeri. 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan 

Pasal 55 

(1) Permintaan pemeriksaan atas permintaan paten harus diajukan 
kepada Kantor Paten sccara tertulis dan dengan membayar biaya 
yang besamya ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemerik¬ 
saan yang bersifat substanlif. 

(3) Bcntuk dan syarat permintaan pemeriksaan diatur lebih lanjut oleh 
Menteri. 

Pasal 56 

(1) Pcrminiaan untuk dilakukannya pemeriksaan substanlif harus 
diajukan paling lambat dalam waktu tiga puluh enam bulan sejak 
tanggal pencrimaan permintaan paten, tetapi tidak lebih awai dari 


Uinggal berakhimya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48. 

(2) Apabila permintaan pemenksaan tidak dilakukan setelah batas wak¬ 
tu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lewat, atau biaya untuk 
itu tidak dibayar, permintaan paten dianggap telah ditarik kcmbali. 

(3) Kantor Paten membcriiahukan sccara tertulis anggapan mengenai 
ditariknya kembali pcrminiaan paten tersebut kepada orang yang 
meganjukan pcrminiaan paten, dengan tembusan kepada penemu 
atau yang berhak alas penemuan apabila pcrminiaan paten diajukan 
oleh kuasanya. 

Pasal 57 

Dengan tidak mengurangi seluruh ketentuan terdahulu mengenai 

pemeriksaan, tehadap permintaan paten yang tidak diumumkan tidak ber- 

laku ketentuan Pasal 51, 

Pasal 58 

(1) Untuk keperluan pemeriksaan substanlif, Kantor Paten dapat me- 
minta bantuan ahli dan atau menggunakan fasiiitas yang dipcrlukan 
kepada instansi Pcmerintah lainnya. 

(2) Penggunaan bantuan ahli dan atau fasiiitas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan 
mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan yang 
dimintakan paten. 

Pasal 59 

(1) Pemeriksaan substanlif dilaksanakan oleh Pemeriksa paten pada 
Kantor Paten atau instansi Pcmerintah lainnya yang mcmiliki kua- 
lifikasi sebagai pemeriksa paten. 

(2) Pemeriksa Paten berkedudukan sebagai pejabat fungsional dan 
diangkat oleh Menteri berdasarkan syarat-syarat tertentu. 

(3) Kepada Pemeriksa Paten diberikan jenjang dan tunjangan 
fungsional disamping hak lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 60 

(1) Dalam hal Pemeriksaan Paten melaporkan bahwa penemuan yang 
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diminlakan paten temyala mengandung kendakjelasan aiau keku- 

rangan lain yang dinilai pcnung. Kantor Paten memberiiahukan 
secara tertulis hasil pcmeriksnan tersebut kepada orang yang 
mcngajukan permintaan paten. 

(2) Pembcritahuan hasil pemeriksaan harus secara jclas dan rinci 
mcncantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau lcckurangan lain 
yang dinilai penting dcngan discrtai alasan dan acuan atau refcrensi 
yang digunakan dalani pemeriksaan scrta pcndapat dan saran 
kepada orang yang mcngajukan permintaan paten termasuk 
kemungkinan perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukannya, 
bcrikutr jangka waktu pemenuhannya. 

(3) Apabila setelah pembcritahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) orang yang mcngajukan permintaan paten tidak mcmberikan 
penjelasan atau memenuhi kekurangan termasuk melakukan perbai¬ 
kan atau perubahan terhadap permintaan yang telah diajukannya 
dalam waktu yang ditcniukan, Kantor Paten menolak permintaan 
paten tersebut. 

Bagian Ketiga 

Pemberian Atau Penolakan Permintaan Paaten 
Pasal 61 

Kantor Paten berkcwajiban memberikan keputusan untuk mcnye- 
tujui permintaan paten dan dcngan demikian membcri paten, atau meno- 
laknya, dalam waktu selambai-lambainya duapuluh empat bulan terhitung 
sejak tanggal diterimanya sural permintaan pcrmcriksaan substantif. 

Pasal 62 

(1) Apaoiia hasil pemriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten 
menunjukkan bahwa pcncmuan yang dimintakan paten tidak 
memenuhi keientuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5, Kantor Paten 
menolak permintaan paten tersebut dan memberitahukannya secara 
tertulis kepada orang yang mcngajukan permintaan paten. 

(2) Dalam hal permintaan paten diajukan oleh kuasa, maka salinan 
surat pembcritahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diberikan pula kepada penemu atau yang berhak ats penemuan 
terscbuL 


(3) Surat pembcritahuan yang bensikan penolakan permintaan paten 
harus dcngan jelas mcncantumkan pula alasan dan pertimbangan 
yang menjadi dasar penolakan. 

Pasal 63 

Disamping keientuan Pasal 62, permintaan paten juga Jitolak apa¬ 
bila penemuan tersebut dan pelaksai.aannya bertentangan dcngan 
peraturan perundang-undangan, keteniban umum scrta kesusilaan. 

Pasal 64 

(1) Apabiila laporan tentang hasil pemeriksaan atas penemuan yang 
dimintakan paten yang dilakukan Pemeriksa Paten mcnyimpulkan 
bawha penemuan tersebut sesuai dcngan keientuan Pasal 2, Pasal 
3, Pasal 5 dan keientuan lain dalam Undang-undang ini, Kantor 
Paten mcmberikan secara resmi Sural Paten untuk penemuan yang 
bersangkutan kepada orang yang mcngajukan permintaan paten 
atau dalam ha! permintaan paten diajukan oleh kuasa maka salinan 
Surat Paten tersebut diberikan pula kepada penemu atau yang 
berhak atas penemuan tersebut. 

(2) Paten yang telah diberikan di catai dalam Daftar Umum Paten dan 
diumumkan dalam Berita Resmi Paten. 

(3) Kantor Paten dapat memberikan salinan dokumen paten kepada 
anggota masyarakat yang mcmerlukan dcngan membayar biaya 
salinan dokumen yang besamya ditetapkan oleh Mcntcri. 

Pasal 65 

(1) Sural Paten merupakan bukti pemberian paten oleh Kantor Paten 
dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Paten. 

(2) Surat yang berisikan penolakan permintaan paten, dicatat dalam 
Buku Resmi Paten yang mencatat permintaan paten yang bersang¬ 
kutan. 

(3) Pemberian Surat Paten dan penolakan permintaan paten 
diumumkan oleh Kantor Paten dengan earn yang sama seperu 
halnya pengumuman permintaan paten. 

Pasal 66 

Paten mulai berlalu pada tanggal diberikan dan berlaku surut sejak 
tanggal penerimaan permintaan paten. 
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Pasal 67 


(1) Ketentuan Ichih lanjut mcngenai pemberian Surat Paten, berikut 
bentuk dan isinya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Ketentuan lain mcngenai pcncatatan dan permintaan salinan doku- 
men paten diatur oleh Mentcri. 

Bagian Keempat 
Permintaan Banding 

Pasal 68 

(1) Permintaan banding dapat diajukan tcrhadap penolakan permintaan 
paten yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan menge- 
nai haJ-hal yang bersifat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 
62 (1). 

(2) Permintaan banding diajukan secara tertulis oleh orang yang 
mengajukan permintaan paten atau kuasanya kepada Komisi 
Banding Paten, dengan tembusan yang disampaikan kepada Kantor 
Paten. 

(3) Komisi Banding Paten adalah badan khusus yang diketuai secara 
ictap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada diling- 
kungan departemcn yang dipimpin Menteri. 

(4) Anggota Komisi Banding Paten berjumlah ganjil sekurang- 
kurangnya tiga orang, terdiri dari beberapa ahli di bidang yang 
diperlukan dan pemeriksaan paten senior yang tidak melakukan 
pemeriksaan substantif terhadap permintaan paten yang ber- 
sangkutan. 

(5) Ketua dan anggota Komisi Banding Paten diangkat dan diberhen- 
tikan oleh Mentcri. 

Pasal 69 

(1) Permintaan Banding diajukan dengan menguraikan secara Iengkap 
keberatan terhadap penolakan permintaan paten berikut asalannya. 

(2) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus tidak merupa- 
kan alasan atau penjelasan atau bukti yang baru atau merupakan 
perbaikan atau penyempumaan permintaan paten yang ditolak. 


Pasal 70 

(1) Permintaan banding harus diajukan selambat-lambatnya dalam 
waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan peno¬ 
lakan permintaan paten. 

(2) Apabila jangka waktu permintaan banding tersebut telah lewat 
tanpa adanya permintaan banding, maka penolakan permintaan 
paten dianggap ditcrima oleh orang yang mengajukan permintaan 
paten. 

(3) Dalam hal penolakan permintaan paten telah dapat dianggap diteri- 
ma sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Paten mencatat- 
nya dalam Buku Resmi Paten. 

Pasal 71 

(!) Keputusan Komisi Banding Paten atas permintaan banding diberi- 
kan selambat-lambatnya dua belas bulan sejak tanggal penerimaan 
permintaan banding. 

(2) Keputusan Komisi Banding Paten bersifat final. 

(3) Dalam hal Komisi Banding Paten menerima permintaan banding, 
Kantor Paten memberikan Surat Paten sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang ini. 

(4) Apabila Komisi Banding Paten menolak permintaan banding. 
Kantor Paten segera memberitahukan penolakan tersebut. 

Pasal 72 

Susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding Paten, tata cara 

permintaan dan pemeriksaan banding serta penyelesaiannya diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB V 

PENGALIHAN paten 
B agian Pertama 
Pengalihan Pemilikan 

Pasal 73 

(1) Paten atau pemilihan paten dapat beralih atau dialihkan baik selu- 
ruhnya maupun sebagian karena : 
a. Pewarisan ; 
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b. Hibah ; 

c. Wasiat ; 

d. Pcrjanjian, dengan ketentuan bahwa pcrjanjian itu harus dibuat 
dalam bcntuk Akia Nolans ; 

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. 

(2) Pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, 
b dan c, harus disertai dengan dokumen paten berikul liak lain yang 
berkaiian dengan paten itu. 

(3) Segala bentuk pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar 
Umum Paten dengan membayar biaya yang besamya ditetapkan 
oleh Men ten. 

(4) Pelaksanaan pengalihan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 
ini adalah tidak sah dan tidak bcrlaku. 

(5) Syarat dan tata cara pendaftaran dan pcncatatan pengalihan paten 
diatur lebih lanjut oleh Mcnteri. 

Pasal 74 

(1) Kecuali dalam hal pewarisan dan dalam hal pemindahan atau 
pengalihan yang dilakukan bersamaan dengan sebagian atau 
seluruh usahanya, hak sebagai penemu terdahulu tidak dapat 
dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain. 

(2) Pemindahan atau pengalihan hak sebagai penemu terdahulu wajib 
didaftarkan pada Kantor Paten, yang selanjutnya mcncatatnya 
dalam Daftar Umum Paten. 

(3) Kantor Paten mengumumkan pemindahan atau pengalihan hak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Berita Resmi Paten. 

Pasal 75 

Peralihan pemilikan paten tidak menghapus hak penemu unluk letap 
dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam paten yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Lisensi 

Pasal 76 

(1) Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lain ber- 
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dasarkan surat pcrjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. 

(2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17, beriangsung selama jangka waktu lisensi 
diberikan dan bcrlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik 
Indonesia. 

Pasal 77 

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten temp boleh 
melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya 
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. 

Pasal 78 

(1) Pcrjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung 
maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan 
perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang mengham- 
bat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengem- 
bangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan 
penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya. 

(2) Pendaftaran dan permintaan pcncatatan perjanjian lisensi yang 
memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
diiolak oleh Kantor Paten. 

Pasal 79 

(1) Pcrjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat 
dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besamya 
ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Syarat dan tata cara pendaftaran dan pencatatan pcrjanjian lisensi 
diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Pcmcrintah. 

Pasal 80 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pcrjanjian lisensi diatur dengan 
Peraturan Pcmerintah. 

Bagian Ketiga 
Lisensi Wajib 

Pasal 81 

Lisensi Wajib adalah lisensi untuk melaksanakan suatu paten yang 
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diberikan olch Pcngadilan Ncgcri sctelah mendengar Pcmegang Paten 

yang bersangkutan. 

Pasal 82 

(1) Setiap orang setciah lewat jangka -vaktu tiga puluh enam bulan 
terhitung sejak tanggal pemberian paten, dapat mengajukan 
penr.intaan Lisensi Wajib kepada Pcngadilan Negeri untuk 
melaksanakan paten yang bersangkutan. 

(2) Pcrmintaan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat Cl) 
hanya dapat dilaksanakan dengan alasan bahwa paten yang ber¬ 
sangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh Pemegang Paten 
padahal kesempatan untuk mclaksanakannya secara komersial 
sepaiutnya ditempuh. 

(3) Dengan memperhalikan kemampuan dan perkembangan keadaan. 
Pemerintah dapat mcnetapkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan 
Undang-undang ini permintaan Lisensi Wajib diajukan kepada 
Pengadilan Negeri tertentu. 

Pasal 83 

(1) Selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 
ayat (2), Lisensi Wajib hanya dapat diberikan apabila : 

a. Orang yang mengajukan pcrmintaan tersebut dapat 
menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia : 

1) Mcmpunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten 
yang bersangkutan sccara penuh. 

2) Mcmpunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang 
bersangkutan seccpatnya. 

b. Pcngadilan Negeri bcrpcndapat bahwa paten tersebut dapat 
dilaksanakan di Indonesia dalam skala ckonomi yang layak dan 
dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat. 

(2) Pemeriksaan atas pcrmintaan Lisensi Wajib dilaksanakan olch 
Pengadilan Negeri dalain waktu persidangan dengan mender.garkan 
pula pendapal ahli dari Kantor Paten dan Pcmengang Paten yang 
bersangkutan. 

(3) Lisensi Wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama 
dari jangka waktu pelaksanaan paten yang diatur lebih lanjut 
dengan Pcraturan Pemerintah. 


Pasal 84 

Apabila berdasarkan bukti serta pendapat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 Pengadilan Negeri memperolch keyakinan bahwa jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 belum cukup bagi 
Pemegang Paten untuk mclaksanakannya secara komersial di Indonesia. 
Pengadilan Negeri dapat menetapkan penundaan untuk sementara waktu 
proses persidangan tersebut atau menolaknya. 

Pasal 85 

(1) Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pemberian pembayaran 
royalti oleh Pemegang Lisensi Wajib kepada Pemegang Paten. 

(2) Besamya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya, 
ditetapkan Pengadilan Negeri yang memberikan Lisensi Wajib. 

(3) Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata 
cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten atau yang 
lainnya yarig sejenis. 

Pasal 86 

Dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian Lisensi 
Wajib dicaniumkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Alasan pemberian Lisensi Wajib ; 

b. Bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk 
dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib ; 

c. Jangka waktu Lisensi Wajib ; 

d. Besamya royalti yang harus dibayarkan Pemegang Lisensi Wajib 
kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya ; 

e. Syarat berakhimya Lisensi Wajib dah hal yang dapat membatalkannya; 

f. Lain-Iain yang dipcrlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang 
bersangkutan sccara adil. 

PasaL 87 

(1) Pemegang Lisensi Wajib berkewajiban mendaftarkan Lisensi Wajib 
yang diterimanya pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar 
Umum Paten. 

(2) Lisensi Wajib yang telah didaftarkan secepatnya diumumkan oleh 
Kantor Paten dalam Berita Resmi Paten. 
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(3) Alas pcndaftaran Lisensi Wajib dikenakan biaya yang besamya 
diie-tapkan Mcntcri. 

(4) Lisensi Wajib baru dapai dilaksanakan sciclah didafiarkan dan 
dibayamya biaya scbagaimana dimaksud dalam ayal (3). 

(5) Pelaksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pelaksanaan paien. 

Pasal 88 

(1) Lisensi Wajib dapai pula sewakiu-waktu dimintakan oleh 
Pemcgang Paten alas dasar alasan bahwa pelaksanaan patennya 
lidak mungkin dapai dilakukan lanpa mclanggar paien lainnya yang 
iclah ada. 

(2) Pcmiiniaan Lisensi Wajib scbagaimana dimaksud dalam ayal (1) 
hanya dapat dipcriimbangkan apabila paten yang akan dilaksanakan 
benar-benar mengandung unsur pembaharuan tcknologi yang 
nyaia-nyata lcbih maju daripada paien yang tclah ada tersebut. 

(3) Kctcntuan mengenai pengajuan permintaan kepada Pcngadilan 
Ncgcri. pembayaran royalii. isi putusan pcngadilan, pcndafiaran 
dan pcncatatan, scria jangka waklu aiau pcmbalalan Lisensi Wajib 
yang diatur dalam Bagian Kciiga Bab ini bcrlaku pula dalam hal 
pcrminiaan Lisensi Wajib sebagaimmana dimaksud dalam ayal (1) 
dan ayal (2), kccuali kctcniuan mengenai jangka waklu pengajuan 
permintaan scbagaimana diatur dalam Pasal 82 ayal (1). 

Pasal 89 

(1) Alas pcrminiaan Pemcgang Paien. Pcngadilan Ncgcri dapai 
mcmba-lalkan Lisensi Wajib yang scmula diberikannya apabila : 

a. Alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi Wajib lidak 
ada lagi ; 

b. Pcncrima Lisensi Wajib icmyaia lidak mclaksanakan Lisensi 
Wajib tersebut alau lidak mclaksanakan usaha persiapan yang 
scpaniasnya uniuk segera melaksanakannya ; 

c. Pcncrima Lisensi Wajib lidak lagi mcnaali syarat dan kelenluan 
lainnya lermasuk kewajiban pembayaran royalii yang 
dileiapkan dalam pemberian Lisensi Wajib. 

(2) Dalam hal Pcngadilan Ncgcri memutuskan pcmbalalan Lisensi 
Wajib, selambat-lambainya cmpai belas han sejak langgal puiusan 
Pcngadilan Ncgcri wajib inenyampaikan salinan putusan tersebut 
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kepada Kantor Paien uniuk dicaiai dalam Dafiar Umum Paien dan 
diumumkan dalam Berila Resmi Paien. 

(3) Kanior Paien Wajib menbcrilahukan pcncatatan dan pengumuman 
Pengadilan Negeri scbagaimana dimaksud dalam ayal (2) kepada 
Pemegang Paten. Pemcgang Lisensi Wajib yang dibalalkan dan 
Pengadilan Negeri yang memuiuskan pcmbalalan tersebut selam- 
bai-lambatnya empat belas hari sejak Kantor Paten mencrima sali¬ 
nan putusan Pengadilan Negeri tersebut. 

Pasal 90 

(1) Lisensi Wajib berakhir dengan solesainya jangka waklu yang 
dileiapkan dalam pemberiannya, dibalalkan aiau dalam hal Peme¬ 
gang Lisensi Wajib menyerahkan kembali lisensi yang dipero- 
lehnya kepada Kanior Paten scbelum jangka waklu tersebut be¬ 
rakhir. 

(2) Kanior Paien mencalai Lisensi Wajib yang tclah berakhir jangka 
wakiunya dalam buku Dafiar Umum Paien. mengumumkan dalam 
Beria Resmi Paien dan memberitahukannya sccara tcrlulis kepada 
Pemcgang Paien serta Pengadilan Ncgcri yang memutuskan pembe¬ 
riannya. 

Pasal 91 

Batal aiau berakhimya Lisensi Wajib scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 89 dan Pasal 90 berakibat pulihnya hak Pemegang Paten alas paien 
yang bcrsangkuian lerhiiung sejak langgal pcncaiatannya dalam Dafiar 
Umum Paten. 

Pasal 92 

(1) Lisensi Wajib udak dapai dialihkan kccuali karena pewarisan. 

(2) Lisensi Wajib yang bcralih karena pewarisan iciap lerikai oleh 
syarai pemberiannya dan kelenluan lainnya tcrulama mengenai 
jangka waklu dan harus dilaporkan kepada Kanior Paien uniuk 
dicaiai dalam Dafiar Umum Paien. 

Pasal 93 

Kctcniuan lcbih lanjm mengenai Lisensi Wajib diaiur dengan 
Pcraiuran Pcmcriniah. 



BAR VI 

PEMBATALAN PATEN 
Bagian Pertama 

Paten Yang Batal Demi Hukum 
Pasal 94 

(1) Paten dinyatakan batal demi hukum oleh Kantor Paten ^ ™ 

{ ) a Tidak dilaksanakan dalam jangka waktu empat puluh delapan 
bulan scjak tanggal pcmbcnan paten . 
b Tidak dipcnuhi kcwajiban membayarMaya Bh.man dalam jang- 
ka waktu yang diatur dalam Undang-undang mi. 

(« Dikccualikan dari kc.an.uan aya. 0) adalal. pamn scbaga.m»a 
dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2). 

Pasal 95 

dalam Berita Rcsmi Paten. 

Bagian Kedua 

Pen.ba.alan Pa.en A.as Pcn.in.aan P.mcnang Pa.cn 
Pasal 96 

(1> “a^^^ 

dil.d.ukan, j.ka omng ^ pate „ yang tww.gk.mn 

ST^.uiuan secara «*. yang dilampnkan 
p?da permintaan pcmbatalan tersebut. 
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menurut catatan dalam Daftar Umum Paten menjadi Pemcgang 
Lisensi Paten yang bersangkutan. 

(^) Keputusan pcmbatalan paten karena aJasan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan 
dalam Berita Resmi Paten. 

(5) Pcmbatalan Paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan 
Kantor Paten mengenai Pcmbatalan tersebut. 

Bagian Ketiga 

Pembatalan Paten Karena Gugatan 
Pasal 97 

(1) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan dalam hal : 

a. Menurut kctcniuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
Pasal 7, paten itu scharusnya tidak dapat diberikan ; 

b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang teiah diberikan 
kepada orang lain uniuk penemuan yang sama berdasarkan 
Undang-undang ini. 

(2) Gugatan pcmbatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf a dapat diajukan pihak ketiga kepada Pcmegang Paten 
melalui Pcngadilan N'egeri Jakarta pusaL 

(3) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b dapat diajukan Pemegang Paten atau Pemegang 
Lisensi kepada Pengadilan Negcri Jakarta Pusat agar paten lain 
yang sama dengan patennya dibatalkan. 

Pasal 98 

Jika gugatan pembatalan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
97 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, maka 
pcmbatalan diberikan hanya terhadap hal yang dituntut pembatalannya. 

Pasal 99 

(1) Salinan gugatan dan putusan Pengadilan Negcri Jakarta Pusat 
tentang pembatalan paten harus segcra disampaikan oleh Panitera 
Pengadilan Ncgeri Jakarta Pusat kepada Kantor Paten. 

(2) Kantor Paten mencatat gugatan dan putusan tentang pcmbatalan 
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paien dicatai dalam Dafiar Umum Paten dan diumumkan dalam 
Bcriia Resmi Paien. 

Bagian Keempat 
Akibat Pembatalan Paten 

Pasal 100 

Pembatalan paien mcnghapuskan segala akibat hukum yang 
bcrkaiian dcngan paien dan hak-hak lainnya yang berasal dari paten 
icrsebui. 

Pasal 101 

Kecuali jika ditcntukan lain dalam puiusan Pengadilan Ncgeri 
Jakarta Pusat, pembatalan paten untuk seluruhnya atau sebaeian berlaku 
scjak tanggal putusan pembatalan tersebut. 

Pasal 102 

(1) Pcmcgang Lisensi dari paten yang batal dcmi hukum tetap bcrhak 
mclaksanakan lisensi yang dimtliknya sampai dcngan bcrakhimya 
jangka waktu yang ditctapkan dalam pcrjanjian lisensi. 

(2) Pcmcgang Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi 
wajib mencruskan pembayaran royalti yang sebenamya masih 
wajib dilakukannya. 

(3) Dalam hal Pcmcgang Paten terlebih dahulu sudah menerima secara 
sckaligus royalti dan pcmcnang Lisensi, Pemegang, Paten tersebut 
tidak berkewajiban mengembalikan jumlah royalti yang sebanding 
dcngan sisa jangka waktu penggunaan lisensi. 

Pasal 103 

(1) Lisensi dari paten yang dinyatakan bataJ oleh sebab-sebab 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) humf b yang 
diperoleh dengan itikad baik scbelum diajukannya gugatan 
pembatalan atas paten yang bcrsangkuian, tetapi berlaku terhadap 
paten lainnya. 

(2) Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku dengan 
kcicntuan bahwa Pemegang Lisensi tersebut untuk sclanjutnya tetap 
wajib membayar royalti kepada Pemegang Paten yang tidak 


dibatalkan, yang besamya sama dcngan jumlah yang dioerjanjikan 
sebclumnya dcngan Pcmcnang Paten yang patennya dibatalkan. 

BAB VII 

PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH 
Pasal 104 

(1) Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia 
sangat penting artinya bagi pcnyelenggaraan penahanan keamanan 
Negara. Pemerintah dapat mclaksanakan sendiri paten yang 
bcrsangkuian. 

(2) keputusan untuk mclaksanakan sendiri suatu paten ditctapkan 
dcngan Keputusan Presiden setclah mendengar pertimbangan 
Mcnteri dan. Mcntcri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan 
keamanan Negara. 

Pasal 105 

(1) Ketentuan Pasal 104 berlaku pula bagi penemuan yang dimintakan 
paten tetapi tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52. 

(2) Dalam hal Pemerintah udak atau bclum bermaksud untuk melaksa- 
nakan sendiri paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pclaksanaan paten serupa itu har.ya dapat dilakukan dcngari persetu- 
juan Pemerintah. 

(3) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebaskan 
dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan paten 
tersebut dapat dilaksanakan. 

Pasal 106 

(1) Dalam hal Pemerintah bermaksud mclaksanakan sendiri suatu paten 
yang penting artinya bagi penyelcnggaran pertahanan keamanan 
Negara, Pemerintah memberitahukan sccara tertulis hal tersebut 
kepada Pcmcgang Paten dcngan mcncantumkan : 

a. Paten yang dimaksudkan dengan nama dan nomomya ; 

b. Alasan ; 

c. Jangka waktu pclaksanaan ; 
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d. I.ain-lain yang dipandang pcniing. 

(2) Pclaksanaan paicn oleh Pemcriniah dilakukan dengan pemberian 
imbalan yang wajar kcpada Pcmcgang Paten. 

Pasal 107 

(1) Kepuiusan Pemerintah bahwa suatu paten akan dilaksanakan 
scndiri olch Pemerintah bersifat final. 

(2) Dal am hal Pcmegang Paten tidak setuju terhadap besamya imbalan 
yang ditetapkan Pemerintah. maka keberatan mengenai hal tersebut 
dapat diajukan ke Pcngadilan Negeri Jakarta PusaL 

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan sebagai 
gugutan perdata. 

(4) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
tidak menghentikan pclaksanaan paten oleh Pemerintah. 

Pasal 108 

Pclaksanaan lebih lanjut bagi ketentuan yang terdapat dalam Bab 
ini diatur dengan Pcraturar. Pemerintah. 

BAB VIII 

PATEN SEDERHANA 
Pasal 109 

Kccuali untuk hal-hal yang secara khusus diatur untuk Paten Scder- 
hana, ketentuan lain mengenai paten sebagaimana diatur dalam Undang- 
undang ini bcrlaku pula bagi Paten Sederhana. 

Pasal 110 

(1) Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu klaim. 

(2) Terhadap pemintaan Paten Sederhana langsung dilakukan pemerik¬ 
saan yang bersifat substantif. 

Pasal 111 

(1) Untuk Paten Sederhana diberikan sural Paten Sederhana oleh 
Kantor Paten. 

(2) Paten Sederhana yang diberikan Kantor Paten sebagaimana dimak¬ 


sud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar lirnurn Paten Sederhana. 

(3) Terhadap keputusan penolakan perminiaan Paten Sederhana tidak 
dapat dimintakan banding kcpada Komisi Banding Paten. 

Pasal 112 

(1) Jangka waktu Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 
10 tidak dapat diperpanjang. 

(2) Untuk Paten Sederhana tidak dapat dimintakan Lisensi Wajib dan 
tidak dikenakan biaya tahunan. 

Pasal 113 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Paten Sederhana. diatur oleh Mcnieri. 

BAB IX 

BIAYA 

Pasal 114 

(1) Untuk setiap pengajuan perminiaan paten, perminiaan pemeriksaan. 
perpanjangan jangka waktu paten, surat Keterangan Pcmakai 
Terdahulu, petikan Daftar Umum Paten dan salinan Surat Paten, 
salinan dokumen paten, pencatatan pengalihan paten, pendaftaran 
Surat Perjanjian Lisensi, pendaftaran Lisensi Wajib, serta dan lain- 
lainya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib membayar 
biaya yang besamya ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan 
tata cara pembayaran biaya tersebut diatur oleh Menteri. 

Pasal 115 

Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus dilakukan 
selambat-lambatnya setahun terhitung sejak tanggal pemberian paten atau 
pencatatan lisensi itu bcrlaku harus dilakukan selambat-lambatnya pada 
tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten atau pencatatan lisensi 
yang bersangkutan. 

Pasal 116 

(1) Apabila selama tiga tahun bcrturul-turut Pemegang Paten tidak 
membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 
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dan Pasal 115, maka paten dianggap berakhir terhitung sejak 
tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran 
uniuk tahu-nan yang keiiga tersebut. 

(2) Apabila lidak dipcnuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan ler- 
sebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk 
taliun kedua belas dan selanjutnya maka paten dianggap berakhir 
pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk 
taliun yang bersangkutan. 

(3) Bcrakhimya jangka waktu paten karena alasan sebagaimana dimak- 
sud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumum- 
kan dalam Berita Resmi Paten. 

Pasal 117 

(1) Kccuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3), 
pembayaran biaya tahunan yang terlambal diakukan dari batas 
waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 dikenakan biaya 
tambahan sebesar dua puluh Urna perseratus untuk tiap tahun. 

(2) Keterlambatan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diberitahukan secara lertulis oleh Kantor Paten 
dalam waktu tujuh hari setelah lewauiya batas waktu yang 
ditentukan kepada Pemegang Paten yang bersangkutan. 

(3) Tidak diierimanya sural pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) oleh yang bersangkutan tidak mengurangi 
berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

BAB X 

PENGELOLAAN PATEN 
Pasal 118 

(1) Pcnyelcnggaraan administrasi atas paten sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang ini, dilaksanakan oleh Kantor Paten. 

(2) Penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan dengan memperhatikan kewenangan instansi lain 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

Pasal 119 

Kantor Paten menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan infor- 


masi paten yang dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem dokumcn- 
uts. dan janngan informasi paten yang bersifat nasional, schingga scluas 
mungkin mampu menyediakan informasi kepada masyarakal mcngcnai 
teknologi yang diberi paten. 

Pasal 120 

Dalam mclaksanakan pcngelolaan paten, Kantor Paten memperoleh 
pembinaan dari dan bertanggungjawab kepada Menteri. 

BAB XI 

HAK MENUNTUT 

Pasal 121 

(1) Jika suatu paten diberikan kepada orang lain sclain dari pada orang 
yang berdasarkan Pasal 11. Pasal 12 dan Pasal 13 berhak atas pater, 
tersebut, maka orang yang berhak atas paten itu dapat menuntut ke 
Pcngadilan Ncgeri Jakarta pusat supaya paten yang bersangkutan 
berikut hak-hak yang mclckat pada paten tersebut diserahkan 
kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian ataupun untuk 
dimiliki bersama. 

(2) Salman putusan atas tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
oleh Panitcra Pcngadilan Negeri Jakarta Pusat segcra disampaikan 
kepada Kantor Paten untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum 
Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. 


Pasal 122 

(1) Pemegang Paten atau Pemegang Liscnsi berhak menuntut ganti rugi 
mclalui Pcngadilan Negeri setempat. siapapun yang dengan sengaja 
dan tanpa hal melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 terhadap haknya. 

(2) Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b hanya dapat ditenma 
apabila hasil produksi itu terbuku dibuat dengan menggunakan 
penemuan yang tclah diberi paten terscbuL 

(3) Putusan Pcngadilan Negeri tentang tuntutan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1 ) oleh Panitcra Pengadilan Negeri yang bersangkutan 
segera disampaikan kepada Kantor Paten untuk selanjutnya dicatat 
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dalam Daftar Umum Paten dan diumurr.kan dalam Berita Resmi 
paten. 

Pasal 123 

(1) Untuk mcncegah kcrugian yang lebih besar pada pihak yang haknya 
dilanggar, maka sewakiu masih dalam pemeriksaan oleh Pengadilan 
Negeri, Hakim dapat memcrimahkan pelanggar paten tersebut 
untuk menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
17. 

(2) Jika dituntut penyerahan barang hasil pelanggaran paten atau nilai 
barang tersebut maka Hakim dapat memerintahkan bahwa penyera¬ 
han baru dapat dilaksanakan setclah putusan pengadilan mempuyai 
kckuatan hukum tetap dan sctelah dibayar ganti rugi oleh orang 
yang menuntut kepada pemilik barang-barang yang beritikad baik. 

Pasal 124 

Hak untuk mengajukan tuntutan sebagaimana diatur dalam Bab ini 
tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap 
pelanggaran paten. 

Pasal 125 

(1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding 
kepada Pengadilan tinggi dan kasasi kepada Mahkamah Agung. 

(2) Putusan banding dan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) oleh Panitcra Pengadilan Negeri harus segera disampaikar. 
kepada Kantor Paten untuk sclanjutnya dicatat dalam Daftar Umum 
dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 126 

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mclanggar hak 
Pcmegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 100. 000.000, 00 (seratus juta 
rupiah). 


Pasal 127 


Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak 
Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50. 000. 000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

Pasal 128 

Baiangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai¬ 
mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), PasaJ 46 dan Pasal 52 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

Pasal 129 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan. 

BAB XIII 
PENYIDIKAN 

Pasal 130 

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga 
pejabat pegawai negeri sipil lertentu dilingkungan departemen yang 
lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten, 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara 
Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang paten. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang ; 

a. Melakukan pemeriksaan alas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten ; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang paten ; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 
suhubungan dengan perisliwa tindak pidana di bidang paten. 

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten. 

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelang- 
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garan yang dapat dijadikan buku dalam pcrkaia tindak pidana 

di bidang paten ; 

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidi- 
kan tindak pidana di bidang paten. 

(3) Pcnyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mcmbcritaliukan 
dimulainya pcnyidikan dan melaporkan hasil pcnyidikannya 
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketcntuan Pasal 107 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 131 

(1) Dalam waktu satu tahun tcrhitung sejak tanggal mulai berlakunya 
Undang-undang ini. mcreka yang telah mcngajukan pcndat'taran 
permintaan paten bcrdasarkan Pcngumuman Pcmcrintah tahun 
1953 dalam 10 (sepuluh) tahun scbclum tanggal mulai berlakunya 
Undang-undang ini. dapat mcngajukan permintaan paten bcrdasar¬ 
kan ketcntuan Undang-undang ini. 

(2) Apabila permintaan paten yang telah terdaftar dan mcmenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diajukan 
kembali dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal bcrlakukan 
Undang-undang ini, permintaan paten tersebut dianggap berakhir. 

(3) Pendaftaran permintaan paten bcrdasarkan Pengumuman sebagai¬ 
mana dimaksud dalam ayat (1) yang diajukan lebih dari sepuluh 
tahun scbclum mulai tanggal berlakunya Undang-undang ini. 
dinyatakan gugur. 

(4) Terhadap permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku ketcntuan dalam Undang-undang ini dan dalam hal 
diberikan paten maka jangka waktu berlakunya diperhitungkan 
sejak tanggal diterimanya permintaan paten berdasarkan Pcngumu¬ 
man tersebuL 

BAB XV 

KETENTUAN LAIN 


tang kebijaksanaan strategis dalam masalah paten, dilakukan oleh Peme- 
rimah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 133 

Semua peraluran yang tclali aaa mengenai paten sejak tanggal 
diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 134 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. 
Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengudangan Undang- 
undang ini dengan per.empatannya dalam I,embaran Negara Republik 
Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal, 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
SOEHARTO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

MOERDIONO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 

NOMOR. 


Pasal 132 

Pembentukan badan yang berfungsi memberikan pertimbangan ten- 


128 


129 



Lampiran : A'Hl 


BAB I 

PENYERTAAN MODAL NEGARA. (DALAM P.T.) 


PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 1969 
TENTANG 

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : 

Bahwa dipandang perlu uniuk segcra mcngcluarkan pcraiuran, 

pclaksanaan dari Peraturan Pcmcriniah Pcngganii Undang-undang 

Nomor I lahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. 

1969 Nomor 16. Tair.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2890) ; 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayai (2) Undang-undang Dasar 1945 ; 

2. Undang-undang Pcrbendaharaan Indonesia (I.C. W. Slbl. 1925 
: 448) sebagaimana beberapa kali iclah dirubah dan diiambah; 

3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Slbl. 1847 - 23) 
sebagaimana beberapa kali telah dirubah dan diiambah. 

4. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lemba¬ 
ran Negara Republik Indonesia Nomor 1989) ; 

5. Pcraiuran Pcmcriniah Pcngganii Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2890) ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO). 


Pasal 1 

Negara hanya dapat melakukan penyenaan modal dalam sesuatu 
Perseroan Terbaias, uniuk seluruhnya atau sebagiannya, apabila untuk itu 
telah disediakan modal dari Negara berdasarkan ketentuan-keienluan 
pcraiuran perundang-undangan yang bcrlaku. 

Pasal 2 

(1) Keputusan uniuk melakukan setiap penyertaan modal dalam sesuatu 
Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal I 
Pcraiuran Pemerintah ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) 
Pasal ini memuat kctentuan-keicntuan tentang maksud dari penyertaan 
modal icrsebul dan besamya kckayaan Negara yang dipisahkan uniuk 
pcnyeriaan modal yag bersangkutan. 

Pasal 3 

Menteri Keuangan ditunjuk uniuk mewakili Negara sclaku peme- 
gang Saham dari seiiap penyertaan modal Negara sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan dari penyertaan modal sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan pemerintah ini. dilakukan menurut 
ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang termaktub dalam 
Kibat Undang-Undang Hukum Dagang dengan memperhatikan ketentuan- 
ketentuan dalam Pasal-pasal sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah 
ini. 


Pasal 5 

Dalam penyelesaian pendirian PERSERO di muka Notaris maka 
Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili Negara 
disertai hak substitusi kepada Menteri yang bidangnya sesuai dengan 
tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut, dengan ketentuan bahwa 
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rancangan Anggaran Dasar PERSERO yang bcrsangkutan harus 

mendapatkan persetujuan dan Menicri Kcuangan. 

Pasal 6 

Dalam hal modal PERSERO uniuk seluruhnya merupakan milik 
Negara maka ditunjuk seseorang uniuk ikut serta mcndirikan PERSERO. 

Pasal 7 

(1) Modal persero terbagi atas saham-saham prioritas dan biasa dengan 
lidak mengurangi kemungkinan pcngeluaran jcnis saham lainnya. 

(2) Dalam hal Lidak scluruh saham dikuasai oleh Negara, maka jumlah 
saham prioritas yang dimilki oleh Negara akan ditcntukan labih 
lanjut menurut sifat dari bidang usaha persero yang bersangkuian. 

Pasal 8 

Dividend yang menjadi hak Negara sebagai pemegang saham harus 
disetorkan ke Kas Umum Negara segcra setclah diadakan penenluan pem- 
bagian dividend. 

Pasal 9 

(1) Dalam hal modal PERSERO seluruhnya mcrupakan milik Negara, 
maka pengangkatan anggoia Direksi dan Komisaris dilakukan oleh 
Menteri Keuangan selaku pemegang saham berdasarkan ketentuan- 
keienluan sebagai berikul : 

a. Pengangkatan anggoia Direksi dilakukan alas usul Menieri yang 
bidangnya sesuai dengan lujuan dan lapangan usaha PERSERO 
tersebut ; 

b Pengangkatan anggota Komisaris dilakukan setclah mendengar 
’ pertimbangan dari Menteri yang bidangnya sesuai dengan 
tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut. 

(2) Dalam hal Negara hanya memiliki sebagian dari modal PERSERO. 
maka pencalonan anggota Direksi dan Komisaris kepada Rapat 
Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku 
pemegang saham prioritas yang menjadi haknya berdasarkan 
kctcnluan-keicntuan sebagai berikul : 

a. Pencalonan anggota Direksi dilakukan atas usul Menteri yang 
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bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSESO 
tersebut : 

b. Pencalonan anggota Komisaris dilakukan setclah mendegar 
pertimbangan dari Menteri yang bidangnya sesuai dengan 
tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut. 

Pasal 10 

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham wewenang Menteri Ke¬ 
uangan salalu pemegang saham. dapat dikuasakan kepada Menteri yang 
bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut 
atau kepada pejabat lainnya. 

Pasal 11 

Dalam hal PERSERO dibubarkan, maka hasil likwidasi yang 
menjadi hak Negara selalu pemegang saham harus disetorkan kc Kas 
Umum Negara. 

BAB 11 

PENATA - USAHAAN 

Pasal 12 

Menteri Keuangan menyelcnggarakan penaia-usahaan pemilikan 
atas setiap penyertaan modal Negara termaksud pada Pasal 1 Pcraturan 
Pemenntah ini dan penyertaan-penyertaan lainnya yang dilakukan oleh 
PERSERO. 

Pasal 13 

Pcnyelenggaraan penata-usahaan tersebut pada Pasal 12 Pcraturan 
Pcmcnniah ini dilakukan oleh sebuah Dircktorat dilingkungan Dirckorat 
Jendral Keuangan, Dcpancmcn Kcuangan. yang akan diatur lebih lanjut 
dengan Kcputusan Presidcn. 

BAB III 

PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA 
MENJADI PERSERO 

Pasal 14 

(1) Perusahaan Negara yang akan dialihkan bentuknya menjadi PER- 
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SERO sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Peraturan Peme- 
rintali Pcngganli Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 harus 
memcnuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini : 

a. Telah melakukan pcnyehatan scdemikian rupa sehingga perban- 
dingan antara faktor-faktor praduksi menunjukkan perban- 
dingan yang rasionil ; 

b. Tciah menyusun neraca dan perkiraan laba/rugi sampai dcngan 
saat dijadikannya sebagai PERSERO dengan kcten'uan bahwa 
neraca pcnutupan/likwidasinya diperiksa oleh Direktorat Akun- 
tan Neraca dan disahkan oleh Memcri yang bersangkutan ; 

c. Tciah melunasi semua huiang-hmangnya kepada Kas Umum 
Neraca : 

d. Ada harapar, baik untuk mengcmbangkan usahanya tanpa rugi. 

(2) Neraca pembukuan dari persero sebagaimana yang dimaksudkan 
dalam ayat (1) Pasal ini ditciapkan oleh Menteri Kcuangan. 

(3) Dalam hal pcngalihan bcniuk sebagaimana yang dimaksudkan 
dalam ayat (1) Pasal ini, demi kelancaran usaha perusahaan 
salanjutnya pcrlu dilakukan dalam waktu scsingkat-singkatnya, 
sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya persyaratan tersebut 
pada ayat (1) humf b dan c pasal ini, maka kewajiban untuk 
mernenuhi persyaratan tersebut di atas dapat ditunda sampai 
sclambat-lambatnya pada akhir tahun 1969. 

(4) Penundaan kewajiban tersebut ayat (3) Pasal ini dinyatakan dalam 
Peraturan Pcmcrintah tentang pcngalihan bentuk Pemsahaan 
Negara yang bersangkutan menjadi PERSERO. 

BAR IV 

KETENTUAN PF.RALIHAN 
Pasal 15 

(1) Perse roan Terbatas yang modal sahamnya baik untuk scluruhnya 
maupun sebogiannya mcrupakan milik Negara yang ada saat ber- 
lakunya Peraturan Pcmcrintah ini telah berdiri, dinyatakan lermasuk 
dalam PERSERO setelah mclalui penelilian yang dilakukan oleh 
Menteri Kcuangan. 

(2) Pcnyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Pcmcrintah 
ini bagi Pcrseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam 


ayat (1) Pasal ini, diselesaikan selambat-lambatnya akhir tahun 
1969. 


BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 16 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pcmerintah ini 
akan diatur tersendiri. 

Pasal 17 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. 
Agar supaya setian orang dapat mengetahuinya memerintahkan perun- 
dangan Peraturan Pcmcrintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara. 


Ditciapkan di Jakarta 
Pada tanggal 9 Mei 1969 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

ltd. 

SOEHARTO 
JENDERAL -TNI 


Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 9 Mei 1969 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
ltd. 

ALAMSJAH 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 

NOMOR : 21. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 1969 
TENTANG 

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO). 
PENJELASAN UMUM : 

Dcngan telah diundangkannya Pcraiuran Pemcriniah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2890) tentang Beniuk-beniuk Usaha Negara, pcrlulah 
dikeluarkan Pcraturan Pcmerintah ini sebagai pelaksanaan dari Pcraiuran 
Pemcriniah Pengganii Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 lersebut. 

Pcraiuran Pemerinlah ini lidaklah dimaksudkan uniuk dijadikan 
sualu pcraiuran perundang-undangan sui generis bagi Pcrusahaan 
Perseroan (persero) (li samping keieniuan-ketentuan yang berlaku bagi 
Perseroan Terbaias sebagaimana lermaklub dalam Kilab Undang-undang 
Hukum Dagang (Slbl. 1847 : 23), sebab keicniuan-keieniuan yang 
lermaktub dalam Kilab Undang-undang Hukum Dagang icrscbul. 

Dalam Pcraiuran Pemerinlah mi ditetapkan bahwa unsur pemilikan 
Negara alas seiiap usaha Negara yang berbentuk PERSERO diseniralisir 
penaia usahanya kepada Menteri Keuangan. Hal ini didasarkan alas periim- 
bangan, bahwa pada hakekamya fungsi uiama dari PERSERO ialah 
pemupukan dana bagi Negara alaupun sebagai alai uniuk menjadi sumber 
keuangan Negara. Dalam hubungan ini masalah penanaman kekayaan 
Negara dalam modal PERSERO sangat erai huhungannya dcngan kcbi- 
jaksanaan Keuangan Negara, kebijaksanaan mana dalam keseluruhannya 
mcrupakan lugas dari Menteri Keuangan. 

Berdasarkan perumbangan, bahwa penanaman kekayaan Negara 
lama modal PERSERO bertujuan uniuk memupuk dana bagi Negara, maka 
sebagai suatu syarai utama yang harus diperhaiikan dalam hal ini ialah, 
bahwa penyenaan modal lersebut hanya akan dilakukan oleh Negara, jika 
menurui perkiraan PERSERO lersebut dapat memberikan keuniungan bagi 
Kas Umum Negara. 

Bcrhasil udaknya sesuatu PERSERO uniuk memenuhi fungsi 
uiamanya lermaksud di alas, antara lain sangat lergantung dari pengurusan 


yang dilakukan oleh Direksi dari PERSERO yang bcrsangkuian. Dalam 
hubungan ini icniulah merupakan sualu kcharusan, bahwa anggoia Direksi 
yang diangkai iiu mempunyai keahlian/pcngeiahuan tchnis yang sesuai 
dcngan bidang usaha dari PERSERO tersebut. Sesuai dcngan hal ini, maka 
baik pengangkaian anggoia Direksi (dalam hal modal PERSERO 
seluruhnya mcrupakan milik Negara) alaupun pencalonan anggoia Direksi 
kepada Rapai Umum Pemegang Saham (dalam hal Negara hanya memiliki 
sebagian modal PERSERO) dilakukan oleh Mcnicri Keuangan sclaku 
pemegang saham di dasarkan atas usul dari Menteri yang bidangnya sesuai 
dengar lujuan dan lapangan usaha PERSERO icrscbul (Mcnicri bidang 
tchnis). 

Kcnicntuan yang sedemikian akan dapai pula menjamin tcrcapainya 
keserasian antara pengurusan PERSERO yang harus dilakukan oleh Direk- 
sinva dan bimbi.ngan yang harus diberikan oleh Menteri bidang tchnis yang 
bcrsangkuian icrhadap PERSERO icrscbul. 


PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : 


Pasal 1. 


Pasal 2 
Ayai (1) 


Pada dasamya pemisahan kekayaan Negara uniuk dija¬ 
dikan penyenaan Negara dalam modal persero hanya 
dapat dilakukan mclalui (undang-undang) Anggaran 
Bclanja dan Pcndapaian Negara. 

Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal 
nominal dari suatu PERSERO dapai dilakukan uniuk 
maksud-maksud sebagai berikul : 

- Pcndinan sualu PERSERO baru ; 

- Pcrluasan kapasiias sesuatu PERSERO ; 

- Uniuk memperbuiki alau mengadakan rcorganisasi 
keuangan sesuatu PERSERO yang tcrnyala menga- 
lami kerugian terus alau yang stmkiur keuangannya 
telah memburuk sedemikian incmungkinkan 
penguru-san yang baik tanpa penambahan modal ; 

- Turut serianya Negara dalam modal Perseroan Tcrba- 
las (swasla) yang lelah berdiri. 

Karena anggaran yang lelah disediakan dalam (Undang- 
undang). 

Anggaran Bclanja dan Pcndapaian Negara tahun fiskal 
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yang bersangkutan untuk inaksud-maksud tersebut 
dalam Penjclasan dari pasal 1 di atas, maka keputusan 
untuk melakukan setiap penyertaan modal ini ditetapkan 
dalam Pemturan Pemerintah. 

Dcngan ketentuan ini akan dapat pula dilakukan penga- 
wasan (prevcniif) oleh Pemerintah terhadap maksud 
penyertaan modal dalam sesuatu PERSERO. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Lihat Penjclasan Umum. 

Pasal 4 

Lihal Penjclasan Umum. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Didasarkan atas ketentuan bahwa Perscroan Terbatas 
adalah merupakan suatu asosiasi modal. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Sejauh mana intensitas penguasaan Negara atas sesuatu 
PERSERO yang modalnya hanya sebagian merupakan 
milik Negara ditentukan dari jumlah saham prioritas 
yang dimiliki oleh Negara. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Tentang Direksi, lrhat Penjclasan Umum. Khusus 
mengenai pengangkatan Komisaris, cukup dilakukan 
sctclah mendengar perumbangan Menteri bidang tehnis 
yang bersangkutan, hal mana didasarkan atas pertim- 
bangan, bahwa Mentcri Keuangan sclaku pemegang 
saham pcrlu diberi wewenang penuh untuk 
mclaksanakan pengawasan secara intensif. 

Ayat (2) 

Lihat penjclasan ayat (.1) Pasal ini. 

Pengangkatan Direksi dan Komisaris dalam hal PER¬ 
SERO yang sedemikian ini merupakan wewenang dari 
Rapat Umurn pemegang Saham. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

138 


Pasal 13 : Cukup jelas. 

Pasal 14 


Ayat (1) 


Ayat (2) 


Ayat (3) 
Ayat (40 
Pasal 15. 


Maksud syarat ini ialah agar usaha Negara yang bersang- 
kutan mempunyai dasar bergerak yang sehat dan untuk 
dapat mengetahui nilai sesungguhnya dari pada kcka- 
yaan Negara yang telah ditanam dalam badan-usaha yang 
bersangkutan. 

Ketentuan ini berlaku bagi PERSERO (pengganti Peru- 
sahaan Negara yang bersangkutan) yang modal sclu- 
ruhnya dimiliki oleh Negara. 

Jika PERSERO tcrscbut tidak seluruh modalnya dimiliki 
oleh Negara, maka nilai dari kekayaan bersih Pcrusahaan 
Negara yang bersangkutan, yang akan merupakan 
penyertaan Negara dalam modal PERSERO tersebut, 
ditentukan juga oleh Mentcri Keuangan. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 


Ayat (i) 

Ayat (2) 

Pasal 16 
Pasal 17 
TAMBAHAN 


Cukup jelas. 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 
LEMBARAN 


NOMOR : 2894. 9-5-1969 RR. 


NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
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Lampiran IX 


SOAL-SOAL LATIHAN 


I. 1. Apakah pasal 131 I. S. dan pasal 163 I. S. menjadi penyebab 
tcrjadinya pluralisme hukum pcrdaia di Indonesia pada masa 
Hindia Bclanda ? Jelaskan ! 

2. Terangkan apakah yang menjadi sebab lerjadinya keaneka- 
ragaman hukum di Indonesia. 

3. Apakah kodifikasi dan unifikasi dapat dilakukan terhadap 
semua bidang hukum ? Jelaskan jawaban saudara. 

4. Poliiik hukum negara Rcpublik Indonesia berdasarkan UUD 
1945 dijabarkan didalam Ketetapan MPR No. II/MPR71983. 
Asas apakah yang dianut dalam TAP MPR tersebui mengenai 
hukum ? 

5. Bagaimanakah pendapat Prof. Kollcwijn mengenai hukum 
kcluarga, dan bagaimana pula pandangan Prof. Hazairin 
mengenai Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1 
lahun 1974) ? 

6. Bilamanakah kodifiksi hukum perda'a Barat dilaksanakan di 
Indonesia dan asas apakah yang dianut untuk melaksanakan 
kodifikasi tersebut ? 

Sebutkan jenis-jenis hukum perdata Barat yang sudah dikodi- 
fikasikan ! 

n. 1. Logcmann dan Van Vollcnhoven berbeda pendapat mengenai 
hubungan HTN dengan HAN. Jelaskan dimana letak perbedaan 
tersebut ! 

2. Mengenai sistem pemerintahan R.I. apakah sepenuhnya 
menganut sistem parlcmentcr seperti di negara-negara Eropa 
Barat ? 

3. a. HTN diibaratkan negara dalam keadaan diam, dan HAN 

diibaratkan negara dalam keadaan bergerak. Jelaskan 
alasannya. 

b. Apakah yang merupakan inti permasalahan Hukum Tata 
Negara dan inti permasalahan Hukum Administrasi Negara! 

III. 1. a. Uraikan ruang lingkup Hukum harta kckayaan ! 

b. Apakah yang dimaksud dengan asas konsesual dalam hukum 
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perikatan ? Tunjukan dasar hukum dalam KUHS yang 
menjadi landasannya ! 

c. Asas apakah yang dianut dalam perjanjian jual-bcli menurut 
hukum adat ? 

2. a. Apakah asas monogami dalam hukum perkawinan (UU No. 

1/1974) berlaku muilak ? Jelaskan ! 
b. Jelaskan arti kekuasaan orang tua (tunjukkan dasar hukum- 
nya dalam UU No. 1/1974). 

3. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban para ahli waris dalam 
hukum Perdata Barat ? 

4. a. Apa yang merupakan lilik tolak hukum pribadi, dan sejauh 

mana ruang lingkupnya ? 

b. Apa yang merupakan perbedaan yang utama antara subyek 
hukum dalam hukum adat bila dibandingkan dengan subyek 
hukum perdata barat ? 

5. a. Jelaskan perbedaan antara hak atas merek dagang, hak cipia/ 

hak paten dan tunjukan undang-undang yang mengatur hak- 
hak immateriel yang dimaksud. 
b. Menurut hukum perdata barat. didalam hukum perikatan 
berlaku asas konsesual dan asas kebebasan berkontrak. 
Jelaskan artinya masing-masing dan sebutkan dasar hukum- 
nya dalam B.W. 

6. a. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, apakah hukum perkawinan 
menurut hukum agama/kcpcrcayaan dan hukum Barat tidak 
berlaku ? 

Jelaskan dan tunjukkan pasal-pasal yang menjadi dasar 
hukumnya 

b. Adopsi termasuk kedalam ruang lingkup hukum Keluarga. 
Terangkan arti adopsi dalam hukum adat dan bagaimana 
pembedaannya ! 

7. a. Terangkan arti hukum waris menurut Hukum Perdata Barat. 

b. Prinsip apakah yang sangat mempengaruhi kewurisan menu- 
rut Hukum Adat ? (Sebutkan dan terangkan prinsip-prinsip 
yang dimaksud). 

c. Kewarisan sebagai kaedali hukum fakultatif ("Mubah/ja'iz") 
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dalam hukum fikih islam, berdasarkan "illahi” nya dapat 
berkembang kearah 4 macam kaedah hukum lain. Sebuucan 
kecmpat macam kaedah hukum tersebut dengan disertai 
sanksinya masing-masing, baik yang positif maupun yang 
negalif. 

8. Seiiap pribadi kodrati sebagai subyek hukum mempunyai hak 
uniuk bcrsikap tindak yang mempunyai akibat hukum. Apakah 
setiap pribadi mampu atau cakap mclaksanakannya? 

Jelaskan pula mcngenai hal kedewasaan menurut hukum perdata 
Barat, hukum Adat dan UU No. 1 tahun 1974 ! 

9. Dalam mempelajari Hukum Perdata kita kenal adanya sistem 
hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dan menurut B.W. 

a. Jelaskan sccara singkat sistematika tersebut ! 

b. Apakah kritik saudara terhadap sistematika B.W ? 

10. Bagaimanakah hukum adat mengatur tentang hak-hak kebtn- 
daan? 

3crikan juga uraian mcngenai hak-hak kebendaan menurut UU 
No. 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria. 

11. a. Dalam hukum perdata dikcn 2 l adanya sistem terbuka dan 

sistem tertutup. Jelaskan artinya masing-masing dengan 
memberikan dasar hukumnya ! 
b. Apakah yang saudara ketahui tentang ”Zaakwaamcming”. 

12. Apakah yang diinaksudkan ’Tcrang dan Tunai” dalam perjan- 
jian jual-beli menurut hukum adat ? 

13. a. Bilamanakah kodifikasi/uniftkasi hukum pidana dilaksana 

kan di Indonesia ? 

b. Apakah yang menjadi pertimbangan utama dari kodifikasi/ 
unifikasi hukum pidana tersebut ? 

14. Terangkan mengenai inti perisliwa pidana dan sebutkan unsur- 
unsurnya ? 

15. Uraikan mengenai penjabaran katagorisasi neristiwa pidana! 

16. Siapakah subyek hukum pidana itu ? 
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Lampiran X 


Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 

Berikut Bahan Daftar Bacaan/Kepustakaan 

Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Hukum Indo¬ 
nesia 

Kode Mata Kuliah : HID 10103 dan HID 10104 
Jumlah SKS : - PIH 4 SKS 

- PHI 4 SKS 

Semester : - Ganjil 1996 - 1997 ] untuk PIH 

- Genap 1996 - 1997 ) untuk PHI 

Hari, Jam Kuliah dan kelas : 

Jum'at: - Jam 08.00 - 11.00 Wib. - Kelas. A (ruang C. 403) 

- Jam 13.30 - 15.30 Wib. - Kelas. B (ruang C. 404) 

- Kelas. C (ruang D. 303) 

PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH) 

I. Pokok Bahasan I : 

Penguasaan setiap bidang disiplin Hukum Umum secara mendasar. 

II. Tujuan Instruksional Umum 

Memahami sistim ajaran hukum umum dan sistim ajaran hukum 
khusus hubungan satu dengan lainnya dan tujuannya. 

1. Sasaran Belajar 2 : 

a. Mahasiswa mampu menterjemahkan rumusan ilmu hukum ke 
dalam berbagai bidang kajian yang bersifal normatif dan empiris 
serta kaitannya satu dengan lain. 

b. Bahan Bacaan : 

1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum”, oleh Pumadi 
Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), Bab I. 

2. ’’Perihal Kaedah Hukum”, oleh Pumadi Purbacaraka dan 
Soerjono Soekanto (1982), Bab I. 

2. Sasaran Belajar 2 : 

a. Mahasiswa mampu menerangkan unsur-unsur hukum. 
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5. 


b. Bahan Bacaan: 

1. ’’Scndi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hnkum”, olch 
Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985, 
Bab I dan Bab II). 

2. ”Perihal Kacdah Hukum", olch Pumadi Purbacaraka 
dan Soerjono Soekamo (1982), Bab I. 

3. Sasaran Bclajar 3 : 

a. Mahasiswa mampu menjabarkan ancka arii hukum : 

- Hukum dalam arti ketentuan Penguasa ; 

- Hukum dalam arti Pctugas ; 

- Hukum dalam arti sikap-tindak ; 

- Hukum dalam arti sistim kacdah ; 

- dan scbagainya. 

b. Bahan Bacaan : 

1. "Scndi-sendi llmu Hukum dan Tata Hukum”, oleh 
Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985, 
Bab II. 

2. "Pcrihal Kacdah Hukum”, oleh Pumadi Purbacaraka 
dan Soerjono Soekanto (1982), Bab II dan Bab III. 

4. Sasaran Bclajar 4 : 

a. Mclanjuikan pcmbicaraan mengenai Ancka Arti Hukum 

dan Hukum dalam aru Disiplin Hukum yang terbagi kc 

dalam : 

- Ilmu Hukum dengan sub-sub bagiannya yaitu ilmu 
kacdah, ilmu pengertian dan ilmu kenyataan ; 

- Filsafat Hukum ; 

- Polilik Hukum. 

b. Bahan Bacaan : 

1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tala Hukum”, oleh 
Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), 
Bab II dan Bab 111. 

2. "Pcrihal Kaedah Hukum”, oleh Pumadi Purbacaraka 
dan Soerjono Soekanto (1982), Bab III, Bab IV dan 
Bab V. 


Sasaran Bclajar 5. 

a. Mahasiswa mampu menguraikan ilmu hukum sebagai 
ilmu Kacdah. 

b. Bahan Bacaan : 

1. "Scndi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum”, olch 
Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), 
Bab III. 

2. "Pcrihal Kacdah Hukum", olch Pumadi Purbacaraka 
dan Soerjono Soekanto (1985), Bab IV dan Bab VII. 

6. Sasaran Bclajar 6 : 

a Melanjulkan pembicaraan mengenai Ilmu Hukum 
sebagai Ilmu Kacdah. 

b. Bahan Bacaan : 

1. "Scndi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum”, oleh 
Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), 
Bab III. 

2. 'Perihal Kacdah Hukum”, olch Pumadi Purbacaraka 
dan Soerjono Soekanto (1982). Bab IX, Bab X dan 
Bab XI. 

7. Sasaran Bclajar 7 : 

a. Pembicaraan mengenai Ilmu Hukum sebagai Ilmu 
Pengertian, yang mcliputi pcngcrtian-pcngcrtian : 

- Masyarakat hukum ; 

- Subyek hukum ; 

- Peranan (dalam) hukum : hak dan kewajiban : 

- Pcristiwa hukum ; 

- Obyek hukum. 

b. Bahan Bacaan : 

1. "Scndi-sendi Ilmu Hukum dan Tala Hukum : olch 
Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), 
Bab IV A. B. 

2. ”Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat”, olch Ter 
Haar Bzn. 
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8. Ujian Tcngah Semester (MJD. SEMESTER TEST) (diikuli 
dengan umpan balik). 

9. Sasaran Belajitr 8 : 

a. Melanjutkan pcmbicaraan sasaran belajar 7. 

b. Bahari Bacaan : s. d. a. sasaran belajar 7. 

10. Sasaran Belajar 9 : 

a. Mahasiswa mampu mcnentukan perbedaan dari rnacam- 
macam sumber hukum. seperti : sumber hukum material 
dan sumber hukum formil. 

b. Mahasiswa mampu menjabarkan maksud dan tujuan dari 
hubungan antara berbagai-bagai sumber hukum. 
Sclanjutnya mcnentukan kriteria-kriteria tertentu, hingga 
dapat diperoleh patokan yang jelas sebagai upaya untuk 
mengatasi pcrmasalahan mengenai perbedaan antara 
hukum publik dan hukum perdata, hukum material dan 
hukum formil. 

c. Bahan Bacaan. 

’’Sumbcr-sumber Hukum Posilif", oleh Ded: Socmardi, 
Bab 1 s/d Bab IV. 

11. Sasaran Belajar 10 : 

a. Melanjutkan pcmbicaraan matcri sasaran belajar 9. 

b. Bahan Bacaan : s. d. a. sasaran belajar 9, Bab IV dan 
Bab V. 

12. Sasaran Belajar 11. 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi hukum/seni 
hukum/politik hukum yang terbagi menjadi : 

- Pcngaturan hukum ( "rechtsvorming” ). 

- Pencmuan hukum.( "rechisviding” ) , yang terdiri 
dari: 

1. Pcnafsiran ; 

2. Konstruktie : analogi, penghalusan hukum ; 

3. Ungkapan a contrario. 
b. Bahan Bacaan. 


"Perundang-undangan dan Yurisprudensi”, oleh Pur- 
nadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1979), Bab 
tentang Yurisprudensi. 

13. Sasaran Balajar 12 : 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan Aliran (praktek hukum: 

- "Legisme”; 

- ’’Frcicrcchtsbewegung”; 

- ’’Rcchtsviding”. 

b. Bahan Bacaan : sama dengan sasaran belajar 12 . 

14. Sasaran Belajar 13 : 

a. Mahasiswa mampu menguraikan Ancka Cara 

Pembedaan Hukum, meliputi : 

1. Masalah pembedaan ius constitutum dengan ius 
constiluendum ; 

2. Masalah pembedaan hukum alam/kodradti dengan 
hukum positif ; 

3. Masalah pembedaan hukum substantif/materiel 
dengan hukum obyektif/formil ; 

4. Masalah. pembedaan hukum imperatif/memaksa 
dengan hukum fakurtatif/pelengkap ; 

5. Masalah pembedaan hukum tidak tertulis/kebiasaan 
dengan hukum tcrcatat - hukum tertulis. 

b. Bahan Bacaan : 

’’Aneka Cara Pembedaan Hukum”, oleh Pumadi 
Purbacaraka dan Soejono Soekanto (1980), Bab II 
dan Bab III. 

15. Sasaran Belajar 14 : 

a. Melanjutkan pcmbicaraan mengenai Aneka Cara Pembe¬ 
daan Hukum. 

b. Bahan Bacaan : s. d. a. sasaran belajar 13, Bab IV, Bab 

V dan Bab IV. 


PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI) 
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POKOK BAHASAN II : PENGUASAAN SETIAP BIDANG DISIP- 

LIN HUKUM KHUSUS SECARA MENDA- 
SAR. 

16. Sasaran Belajar 1. 

Mahasiswa mampu menguraikan tentang arti dan sejarah 
tata huki'.m Indonesia. 

Bahan Bacaan : 

- "Pembaharuan Hukum di Indonesia”, oleh Sudargo 
Gautama, Bab I, Bab II dan Bab III (1956) ; 

- "Pengantar Hukum Indonesia”, oleh Dcdi Soemardi, 
Bab I, (1996, Ed. Rcvisi). 

17. Sasaran Belajar 2 : 

a. Mahasiswa mampu menguraikan arti dan sejarah Tata 
Hukum Indonesia termasuk masalah keanekaragaman 
Hukum dan usaha penyatuannya yang berkaitan erat 
dcngan wawasan Nusantara di bidang hukum. 

b. Bahan Bacaan : 

- 'Tembahaman Hukum di Indonesia", oleh Sudargo 
Gautama, Bab I, Bab II dan Bab III (1956). 

- "Pengantar Tata Hukum Indonesia”, oleh Dcdi 
Soemardi, Bab I (1986). 

18. Sasaran Belajar 3 : 

a. Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Tata Negara : 
arti dan lingkup - lakunya, serta sumber-sumber hukum- 
nya dan asas-asasnya. 

b. Bahan Bacaan : 

1. 'Sendi-sendi llmu Hukum dan Tata Hukum", oleh 
Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Sockanto, Bab 
1V.C. 1 (1985). 

2. "Pengantar Hukum Indonesia”, oleh Dedi Soemardi, 
Bab II, (1996. Ed Revisi). 

19. Sasaran Belajar 4. 

Melanjulkan uraian mengenai Hukum Tata Negara (bahan 
sama dcngan sasaran belajar 3). 


20. Sasaran Belajar 5 : 

a. Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Adminstrasi 
Negara : arti dan lingkup-lakunya, kcgialan administrasi 
negara dan pcrihal hubungan subyck/pcran dalam admi- 
nistrasi negara. 

b. Bahan Bacaan : 

1. "Sendi-sendi llmu Hukum dan Tata Hukum”. oleh 
Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Sockanto, Bab 
IV.C.l. 

2. "Pengantar Hukum Indonesia", oleh Dedi Soemardi. 
Bab II, (1996, Ed. Rcvisi). 

21. Sasaran Belajar 6. 

Mahasiswa mampu menguraikan hukum pribadi (menurut 
Adat, Islam dan Barat), dan Hukum Harta Kekayaan. 

Bahan Bacaan : 

1. "Sendi-sendi llmu Hukum dan Tata Hukum”, oleh 
Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Sockanto, Bab 'V. C. 
2 . 

2. "Pengantar Tata Hukum Indonesia", oleh Sudiman 
Kartohadiprodjo. Bab. 

3. Intisari Hukum Kcluarga, oleh Soerjono Sockanto. 

22. Sasaran Belajar 7. 

Melanjulkan uraian mengenai Hukum Keluarga (menurut : 
adat, Islam dan Barat). 

Bahan Bacaan : 

1. "Sendi-sendi llmu Hukum dan Tata Hukum”, oleh Pur- 
nadi Purbacaraka dan Soerjono Sockanto, Bab IV. C. 2. 

2 . "Pengantar Tata Hukum Indonesia”, oleh Sudiman 
Kartohadiprodjo. 

3. "Intisari Hukum Kcluarga", oleh Soerjono Sockanto. 

23. Sasaran Belajar 8. 

Melanjulkan uraian mengenai Hukum Kcluarga (menurut : 
Adat, Islam, dan Barat). 
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24. Sasaran Bclajar 9. 

Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Acara Pcrdaia dan 
asas asasnya. 

Bahan Bacaan ; 

1. "Scndi-sendi Ilmu Hukum dan Tala Hukum”. oleh Pur- 
nadi Purbacaraka dan Socrjono Sockanio, Bab IV. C. 4. 

2. "Iniisari Hukum Acara Perdata”, oleh Issac Leihitu dan 
Faiimah Ahmad. 

25. Ujian Tcngah Semester (diikuti dengan umpan balik). 

26. Sasaran Bclajar 10. 

Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Pidana : 
Pengcrtian Pidana, niang lingkupnya, sejarahnya, dan 
perisiiwa Pidana dan lain-lainnya. 

Bahan Bacaan : 

1. "Sendi-scndi Ilmu Hukum dan Tala Hukum”, oleh pur- 
nadi Purbacaraka dan Socrjono Sockanio, Bab IV. C. 3. 

2. "Iniisari Hukum Pidana", oleh Muslafa Abdullah Cs. 

27. Sasaran Bclajar 11. 

Mclanjutkan uraian mengenai Hukum Pidana (bahan bacaan 
sama dengan sasaran bclajar 10). 

28. Sasaran Bclajar 12. 

Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Acara Pidana dan 
asas-asasnya. 

Bahan Bacaan : 

1. "Scndi-sendi Ilmu Hukum dan Tala Hukum, oleh 
Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bab IV. C. 
4. 

2. "Iniisari HukumPidana”, oleh Muslafa Abdullah dan 
Ruben Ahmad, Bab V (1983). 

29. Sasaran Bclajar 13. 

Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Tanira Intema- 
sional. 
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Bahan Bacaan : 
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1. "Scndi-sendi Ilmu Hukum dan Tala Hukum, oleh 
Pumadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, Bab IV. C. 
5. 

2. "Iniisari Hukum Imcrnasional Publik”, oleh Ny. Sri S. 
Suwardi. 

30. Sasaran Bclajar 14. 

Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Perdata Intcrna- 
sional. 

Bahan Bacaan : 

1. "Scndi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum”, oleh 
Fumadi Purbacaraka dan Soerjono Sockanio, Bab IV. C. 

2. "Sendi-scndi Hukum Perdata Iniernasional", oleh 
Pumadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. 

31. Ujian akhir Semester (disclenggarakan secara teriulis dan 
dalam bcniuk essai). 

III. Kcginlan mandiri/lcrsiruklur 

Scbagai kclcngkapan kegiatan akademis, para mahasiswa 
harus mengerjakan tugas-iugas yang diwajibkan. Bcntuk- 
bcnluk lugas icrscbul akan diumumkan kemudian dalam 
kclas oleh pengajar yang bcrsangkuian. 

IV. BAHAN BACAAN/KEPUSTAKAAN 

A. PENGANTAR ILMU HUKUM (Bahan wajib) 

1. "Sendi-scndi Ilmu Hukum dan Tala Hukum", oleh Pur- 
nadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Alumni Ban¬ 
dung 1985 ; 

2. "Perihal Kacdah Hukum, oleh Pumadi Purbacaraka dan 
Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1982 ; 

3. "Mengenai Sosiologi Hukum”, oleh Soerjono Soekanto, 
Alumni Bandung 1979 ; 

4. "Mengenai Aniropologi Hukum", oleh Soerjono Soekan¬ 
to, Alumni Bandung 1979 ; 
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5. 


"Beberapa Catalan Tentang Psikologi Hukum”', oleh 
Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1979 ; 



6. "Pengatar Sejarah Hukum”, oleh Soerjono Soekanto, 
Alumni Banudung 1979 ; 

7. "Perbandingan Hukum”, oleh Soerjono Soekanto, Alum¬ 
ni Bandung 1979 ; 

8. ’’Perundang-undangan dan Yurisprudensi", oleh Pumadi 
Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 
1979 ; 

9. "Aneka Cara Pembedaan Hukum”, oleh Soerjono Soe¬ 
kanto, Alumni Bandung 1980 ; 

10. "Sumber-sumber Hukum PositiP’, oleh Dedi Soemardi, 
Alumni Bandung 1986 ; 


B. Pengantar Hukum Indonesia (Bahan Wajib) : 

1. Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto : "Scndi- 
sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum”, Alumni Bandung 
1984. 

2. Dedi Soemardi: "Pengantar Hukum Indonesia”, Edisi 
Revisi, Jakarta : Ind, Hill-Co, 1996. 

3. Sudiman Kartohadiprodjo :”Pengantar Tata Hukum 
Indonesia", Jakarta : PT. Pembangunan, 1984. 

4. R. Subckli : ’’Aspck-aspek Hukum Perikatan Nasional”, 
Bandung, Alumni 1980.' 

•y 5. Soerjono Soekanto : "Intisari Hukum Keluarga”, Ban- 

«- dung : Alumni, 1980. 

v 6. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad : "Intisari Hukum 

Pidana/Hukum Acara (Pidana”, Jakarta : Ghalia, 1983. 

8. Sri. S Suwardi : "Intisari Hukum Intcmasional", Ban¬ 
dung : Alumni 1980. 

9. Pumadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo : "Scndi- 
sendi Hukum Pcrdata Intcmasional Suatu Oricntasi", 
Jakarta : Rajawali, 1983. 
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C. Winamo Yudho dan Agus Brotosusilo : "Materi Pokok Sistem 
Hukum di Indonesia”, Jilid I chin II. Penerbit Karunika Jakarta- 
Universitas Terbuka, 1986 (Bahan Anjuran). 
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